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MOTTO
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ABSTRAK

PEMBANGUNAN SOSIAL EKONOMI DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
RIAU PERSPEKTIF TEORI KEBIJAKAN FISKAL ABDUL MANNAN

Salmia
NIM: 15913192

Kebijakan Fiskal adalah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah yang berkaitan
dengan pendapatan dan pengeluaran anggaran di daerah maupun dalam Negara.
Kebijakan Fiskal sangatlah penting dalam sebuah daerah, didalam kebijakan fiskal tidak
hanya berbicara bagaimana daerah atau Negara mendapatkan dana dan menggunakan
dana tersebut untuk membangun kehidupan didaerah, tetapi bagaimana kebijakan fiskal
mampu memberikan pembangunan dan kesejahteraanrbagi masyarakat dalam kehidupan
Sosial dan ekonomi. Kejayaan Islam|dimasa lalu meyakinkan ummat Islam bahwa
" sistem pembangunan ekonomi yang digunakai bisa,bertahan dengan baik dan memiliki
sejarah yang terkenal, sehingga dengan menggunakan teori Abdul Mannan yang
merupakan tokoh ekonom muslim kontemporer diharapkan kejayaan Negara-negara
Islam masa lampau bisa kembali dinikmati oleh muslim yang ada saat ini. Mannan
menulis dalam perspektif kebijakan fiskalnya-yang'berlandaskan Hukum Islam. Inti dari
kebijakan fiskal dalam pembangunan ekonomy sosial Mannan adalah Prinsip kebahagian
{at-targib) bagi masyarakat dan meningkatkan ekonomi social, namun tidak
meninggalkan pembangunan,spiritual danpmoralSehinggardalam pertelitian ini akan di
lihat bagaimana Potret Pembangunan Sostal*Ekonomi*Pemerintah Kabupaten Indragiri
Hilir yang mayoritas penduduknyd @erdgamanlslain, Aapakah dalam pelaksanaan
kebijakan fiskal daerah Indragiri Hilir telah televan dengan teori Mannan. Hal ini dapat
terjawab ketika peneliti melakuikan penelitianidi dagrahtndragixi Hilir dengan metode
wawancara kepada Informan” dari' P€jabat’ Pemerintah daerah, ‘Anggota DPRD dan
Masyarakat Indragiri Hilir. Adapun hasil vang peneliti temukan adalah potret
pembangunan di Indragiri Hilir lebih fokus untuk pembangunan perkebunan karena
masyarakat mayoritas petani dan berkebun, sedangkan yang belum relevan terkait

birokrasi daerah yang belum kondusif dan pembangunan infrastruktur yang belum
merata.

Kata Kunci: Kebijakan Fiskal, Pembangunan Sosial, Ekonomi, Abdul Mannan,
Indragiri Hilir.
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ABSTRACT

SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT IN INDRAGIRI HILIR RIAU
PERSPECTIVE OF ABDUL MANNAN'S FISCAL POLICY

Salmia
Student Number; 15913192

Fiscal Pohcy is a governments-policyxelated to regional and national income and
expenditure. This policy is verylimiportant i3 a region because this policy not only
discusses how a region or state gets fund and utilizes the fund to develop the
region, but also discusses how | fiscal policy is able to create development
and prosperity for peoplé’s s@cig-economic life. The glory of Islam in the past has
also convinced people that the €¢onomic development sysiem that wag used could
survive and had a well-known hisfory, so the theory of Abdul Mannan, who was a
contemporary Muslim| ®conomist, could/be used, expecting that the glory of
Islamic countries in the—past could be repeated nowadays. Mannan wrote in his
{iscal policy perspective-based®on Islamiedatv. The core of Mannan’s fiscal policy
in sociv-economic deyelopmentis| the = principles of happiness (ar-targib) for
society and  socio-econOmic” improvement, as well as  spiritual and moral
development. Therefore, this study focused on the Situation of Socio-Economic
Development of Jndragid=Hilir=Regency,whose majosity of the population is
Moslem; whether the implementation of fiscal policy in“Indragiri Hilir has been
relevant to Mannan’s theory. Such question could be answered after conducting a
research in Indragirl Hilir using interview technique to several informants from
Local Government| @fficials, Members/ of Parliament and Indragiri Hilir
Society. The results showed that the development in Indragiri Hilir focuses more
on plantationldevelopment betaude the niajority ¢f population works as farmers
and gardening. In laddiiiony several.things.that ™ are, not yet relevant are: non
conducive regional burcaucracy and uneven infrastructure development.

Keywords: Fiscal Policy, Socio-Economic Development, Abdul Mannan,
Indragiri Hilir
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BAB 1

PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Kejayaan Islam dimasa Jalu meyakinkan ummat Islam bahwa sistem ekonomi
yang digunakan bisa bertahan dengan baik dan memiliki sejarah dunia yang terkenal
dimasa itu, hal ini dibuktikan oleh Andalusia. Andalusia yang merupakan salah satu
negara Islam yang sering diangkat sebagai model terbaik karena meninggalkan
kesan dan warisan yang luar biasa dalam sejarah dunia hingga saat ini. Negara
Andalusia juga dianggap besar karena telah membuka pintu kemajuan bagi
peradaban Barat, ini merupakan bukti Islam sudah sejak dulu membangun
masyarakat untuk menciptakan masyarakat Madani yakni masyarakat yang memiliki
peradaban yang baik dari segi lalliriah“dart'rohaniah diantaranya adanya kemajuan
sosial, kemakmuran ekonomi, pendidikansdan Agama.'

Perbedaan peradabaan Barat yangiberkembang saat ini tidak menjunjung nilai-
nilai agama dan yang membuat banyak kétimpangan didalam lini kehidupan. Al-
Fasi mengatakan bahwa ajaraiajaran [Islam merupakan starting poin dalam
pembangunan ekonomi Eropa, kemunikasi-Erepa-dengan umat Islam pada waktu
kebangkitan peradaban muslim tclah menyelamatkan mereka dari hegemoni gereja,
monopoli-monopoli riba dan resisten terhadap feodalisme sekutu gereja.? Uni Soviet
yang dulu merupakan salahjsatu Negara adikuasa kemudian héficur menjadi negara
yang hanya tinggal Nama, hal ini Dikarenakan'System pemerifitahan dan kebijakan
pemerintah yang tidak mengedgépatikan moral.’ Islatn membimbing manusia untuk

bisa mendirikan negara dengan~ kébijdkan yang mengedepankan moral dan
kesejahteraan bersama.

System ekonomi Islam merupakan solusi untuk menjadikan sebuah Negara
bertahan dengan pengelolaan yang baik, apalagi di Indonesia sudah memiliki potensi
kekayaan Alam dan potensi-potensi lain yang apabila dikelola dengan baik oleh
masyarakat dan terutama pemerintah yang tidak menyalah gunaakan kewenangan.
llmu ekonomi Islam seperti halnya Ilmu ekonomi modern tetapi tidak hanya
berhubungan dengan cara mendapatkan uang dan membelanjakannya, bahkan Hmu
ekonomi Islam telah mengusahakan keseimbangan yang langgeng antara pendapatan

! Khalif Muammar, “Factor kegemilangan Tamadun Islam: Pengajaran dari Masa Lalu™,
Hadhari Bil Universitas Kebangsaan Malaysia (2009), him. 2.
2 Asmuni Mth, “Konsep Pembangunan Ekonomi Islam”. 4/-Mawarid Edisi X tahun 2003, him.

138-139.

3 Ekayanta Ginting, “Kelahiran Uni Soviet”, dikutip dari

hitps:/fwww.academia.edu/6428087/Kelahiran_Uni_Soviet, diakses pada hari Senin 3 April 2017 jam
16.56 WIB, him. 3.
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dan pembelanjaan guna mencapai sasaran keuntungan social yang maksimum.’
Pencapatan kesejahteraan dan keuntungan social merupakan perbedaan mendasar.
[Imu ekonomi Islam memiliki keterbatasan tertentu misalnya pengakuan terhadap ke
Esaan Tuhan dan nilai moral dalam suatu harta namun lebih luas dari pada Ilmu
ekonomi modern karena tidak diperbolehnya memaksakan aktivitas ekonomi yang
tidak menghasilkan kesejahteraan.

Konsep ekonomi Islam yang luas namun memiliki batasan tertentu inilah yang
menjadi keunggulan ekonomi Islam serta adanya aspek social yang dimiliki, ini
merupakan salah satu bukti bahwa Islam sangat mendukung pembangunan social
Ekonomi karena aspek social merupakan hal penting dalam ajaran Islam. Dalam
dunia modern sosial ekonomi menjadi hal yang sering diperbincangkan namun tidak
memiliki solusi yang dapat diterapkan-secara.baik dengan mengurangi ketimpangan
dimasyarakat. Pembangunan|fisik suatu daerah|Akan berdampak positif bagi sosial
ekonomi.’ Kenyataanya hingga saat|ini_sisfem ekonomi yang ada di Indonesia
bahkan di beberapa negara harniya semakinmemperbesar jurang pemisah (gap) antara
masyarakat yang kaya dan rakyat yangisengSara. Sehingga perlu tinjauan kembali
terkait kebijakan pemerintah dalam meningkatkan social dan ekonomi masyarakat.

Pembangunan Sosial ekonomi-dalam Islam bukan merupakan konsep yang
baru karena dari awal kehadirannya’/sebagai agama, Islam mengedepankan
pembangunan moral, pengetahuan, ekonomi dan kehidupan social yang sesuai
dengan nilai-nilal) hidup ‘dalam=Al-Quran, |Konsep \masyarakat madani sendiri
menurut penulis merupakan konsep awal Islam dalam mendirikan Negara Islam
pertama yakni Madina. Sedangkan menurut /Romi Sukma Pembangunan sosial
merupakan sebuah proses perubahan sosial yang terencana, dan dirancang untuk
meningkatkan taraf/lndup masyarakathdimana-pembangunan yang dilakukan saling
melengkapi dengan proses pembangunan ekonomi. Konsep pembangunan sosial
bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial. Dimana pendekatan
pembangunan sosial lebih berfokus pada peningkatan kemampuan individu,
komunitas, dan masyarakat melalui pendidikan, kesehatan, jaminan sosial dan
pengentasan masalah kemiskinan.® Pendekatan pembangunan social ekonomi
merupakan kewajiban pemerintah yang merupakan tujuan dari kebijakan fiskal.

4 M. Abdul Manna, /slamic Economic Theory and Practice, alih Bahasa M. Nastangin, Teori
dan Praktik Ekonomi Islam, Cet. 1 (Yogyakarta: PT. Dhana Bakti Prima Yasa, 1997), him, 22.

3 Ayu dkk, “Dampak Pembangunan Fisik Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat
Kelurahan Lalosabila Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe Prorinsi Sulawesi Tenggara”, Social
Science Journal Vol 1, No 1 (2013), hlm. 3.

¢ Romi Sukma, “Strategi Pembangunan Sosial: Upaya Pengentasan Masalah Kemiskinan”,

dikutip dari http://www.sumbarprov.go.id/details/news/6010, di akses pada Sabtu 8 April 2017 jam 12.30
WIB.




Kebijakan Fiskal adalah kebijakan vyang dibuat pemerintah untuk
mengarahkan ekonomi suatu negara atau daerah melalui pengeluaran dan
pendapatan (berupa pajak) pemerintah.” Pentingnya kebijakan fiskal dalam suatu
Negara akan menentukan bagaimana perekonomian dan kehidupan sosial
masyarakat di Negara tersebut. Ketika kebijakan fiskal dibuat dan diterapkan pada
saat pendapatan tinggi, tetapi pengeluaran tidak maksimal dan tidak membuahkan
hasil ataupun tidak mencapai visi misi pemerintah dalam suatu Negara atau daerah
maka Kebijakan Fiskal tersebut dianggap gagal, begitupun jika tidak ada Kebijakan
dalam pendapatan maka Negara tidak akan maksimal mendapatkan sumber dana.

Kebijakan fiskal di Negara yang tidak menerapkan prinsip Islam sekalipun
juga memiliki tujuan antara lain: untuk meningkatkan laju investasi, mendorong
investasi optimal secara social, meningkatkan kesempatan kerja, meningkatkan
stabilitas ekonomi ditengah ketidak-stabilan/internasional, menanggulangi inflasi,
dan meningkatkan sekaligus mendistribusikan pendapatan nasional. Kebijakan
Fiskal berbeda dengan kebijakan moneter; jika kebijakan moneter mengatur lalu
lintas peredaran uang, sedangkan |kebijakan fiskalZlebih fokus dalam mengarahkan
Dana pemasukan dan pengeluaran-(pungutan pajak) pemerintah. Kebijakan fiskal
memiliki instrument dalam mengarahkan| pengeluaran dan pajak (pendapatan).
Kebijakan fiskal merupakan jalannya perekonontian/untuk menuju ke keadaan yang
diinginkannya.® Instrument dalam niengaralikan pendapatan dan pengeluaran antara
lain, pendapatan: Pajak, non pajak, APBD/APBN sedangkan Pengeluran terdiri dari:
pembangunan infrastrukiuy, | pentbukaan=lapaiigan pekerjaati;ypembayaran gaji
pegawai negeri polri dan TNI, pembangunan pendidikan, dIl.

Konsep kebijakan fiskal menggunakan teori Abdul Mannan merupakan suatu
usaha menggembalikan Umplat Tsiafm\pada fittahaya,] yakni penerapan nilai-nilai
Islam dalam kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat Indonesia yang notabennya
ummat Islam terbesar di dunia. Diharapkan adanya gagasan penerapan kebijakan
fiskal akan berdampak baik pada ekonomi dan kehidupan sosial masyarakat
Indonesia. Konsep ‘Umran Bashari (pembangunan manusia) seperti yang
diutarakan oleh Ton Khaldun (2004) menekankan pembangunan yang menyeluruh
sehingga menghasilkan kehidupan manusia yang seimbang’ Dalam Islam
pembangunan manusia merupakan awal yang baik sebelum melahirkan masyarakat

" Haris Hermansyah. “Kebijakan Fiskal dan Pengaruhnya terhadap Perekonomian Nasional™,
dikutip dan hitp:/fharishermansyah84.blogspot.co.id/201 5/04/makalah-pengaruh-kebijakan-
fiskal 28.html, diakses 12 Maret 2017 jam 14.25 WIB.

% Tanpa nama. “10 Peran Kebijakan Fiskal Dalam Perckonomia™, dikutip dari
dosenekonomi.com/ilmu-ekonomi/perpajakan/peran-kebijakan-fiskal dosenekonomi.con/ilmu-
ekonomi/perpajakan/peran-kebijakan-fiskal, diakses pada hari Selasa 4 April 2017 jam 15.30 WIB.

¥ Khalif Muammar, “Factor kegemilangan Tamadun Islam: Pengajaran dari Masa Lalu”,
Hadhari Bil Universitas Kebangsaan Malaysia (2009), him. 18.
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Madani, manusia tidak hanya dilihat dari sudut kebendaan dan ekonomi semata—
mata tetapi sebagai makhluk Allah yang dianugerahkan roh dan akal. Pembangunan
manusia seutuhnya meliputi pembangunan fisik (kesehatan masyarakat, ekonomi
dan Infrastruktur), rohani (akhlak, etika masyarakat dan pemimpin serta
meninggikan niali keTuhanan) dan intelektual yang merupakan bagian dari
mengembangkan Akal manusia.

Adanya otonomi daerah membuka peluang pengembangan kreatifitas
pemerintah daerah dan masyarakat setempat dalam membuat dan memperbaiki
kebijakan serta sistem ekonomi dan social di suatu wilayah. Salah satu bagian dari
kebijakan otonomi daerah adalah desentralisasi fiskal Dana dari APBN untuk
mewujudkan ketahanan fiskal yang berkelanjutan dan memberikan stimulus
terhadap aktifitas perekonomian-masyarakat,'” Sebagaimana tujuan desentralisasi
fiskal seharusnya kebijakan tersebut mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat
daerah, kenyataanya kadang Kala kébijakanfiskal yang diambil oleh pemerintah
daerah hanya untuk mendukutig kepentingan(para pengambil keputusan, pengusaha
dan merugikan masyarakatl seéaragamum. Hal ini yang mengakibatkan
perekonomian daerah meningkat sedangkanlkesejahteraan masyarakat mengalami
penurunan. Karena dampak |dari_tumbuhnya” perekonomian hanya dinikmati oleh
sebagian masyarakat yang memiliki kekuasaan dan pengaruh.

Menurut Joko Tri Haryanto justru dari pola inilah yang menjadikan
pelaksanaan desentralisasi fiskal dan ‘etonomi” daerah..di Indonesia semakin
bergantung kepada Pemerintah Pusat, munculnya praktek dinasti penguasa di daerah
serta maraknya perilaku kortipsi para pejabat publik. Idiom yang muncul kemudian
desentralisasi fiskal dan otonomi daerah tak lain hanya memindahkan eksternalitas
negatif dari PemerintahwPusat)di era Orde-Baru mentju Pemerintah Daerah (Pemda)
di era reformasi ini.'' Padahal seharusnya adanya kebijakan fiskal dan otonomi
daerah memberikan peningkatan pembangunan kesejahteraan untuk masyarakat
daerah serta mengakomodir semua kebutuhan masyarakat daerah.

Teori Abdul Mananan di harapkan dapat menjadi Barometer untuk mencapai
kesejahteraan, distribusi kemakmuran dan kebahagian yang merata bagi masyarakat
yang sesuai konsep Islam yang diadopsi oleh Abdul Mannan. Teori Abdul Mannan
juga banyak memaparkan terkai solusi untuk meningkatkan kesejahteraan
masyarakat dengan ekonomi Islam, untuk membcrikan batasan kewajiban dan
tindakan yang seharusnya tidak dilakukan pemerintah daerah. Ada beberapa konsep

1 Pramono Hariadi, “Dampak Pelaksanaan Otonomi Daerah terhadap Kesejahteraan
Masyarakat Jawa Tengah” Trikonomika Volume 9, No. 2, Desember 2010. Him: 72.

1 Joko Tri Haryanto, “Desentralisasi Fiskal Seutuhnya”, pegawai Badan Kebijakan Fiskal
Kementerian Keuangan RI, hlm. 1-2.



yang ditawarkan dalam ekonomi Islam pemikiran Abdul Mannan yakni teori
konsumsi, produksi, distribusi dan paling banyak dikaji atas pemikirannya yakni
kebijakan fiskal yang sangat urgen dalam suatu kajian di sebuah Negara ataupun
daerah. Alasan penulis menggunakan teori kebijakan Fiskal Mannan dalam melihat
suatu pembangunan social ekonomi karena Mannan sendiri merupakan tokoh
pemikir Islam kontemporer yang sukses memberikan sumbangsi pemikiran terkait

bank syariah di dunia dengan menghilangkan bunga dan merubah paradigma
ekonomi.

Ide Mannan tersebut pada akhirnya juga mengilhami pendirian bank-bank
syariah yang saat ini menjamur di dunia, termasuk di Indonesia.'? Sehingga sangat
layak mengangkat perspektif kebijakan fiskal Mannan melihat kesusksesanya atas
ide pendirian Bank syariah didunia yang menjadi solusi bagi banyak kalangan
khususnya kaum Muslim dan mempantu-sistemkeuangan ummat Islam. Diharapkan
dengan pengembangan kebijakan Fiskal Mannan akan berdampak semakin baiknya
sistem ekonomi yang ada saat ini|di Negara-negara|Islam maupun negara dengan
jumlah muslim yang cukup banyak.

Islam adalah agama yang sempurnaldan mempunyai system tersendiri dalam
menghadapi permasalahan kehidupan;-baik yang-bersifat materi maupun imateri.
Termasuk dalam ekonomi, mustahil’ Islam’ tidak “dilengkapi dengan sistem dan
konsep ekonomi. Sistem dalam Islam dapat digunakan oleh manusia sebagai
panduan dalam menjalarikan jkegiatan—ekofioniy Sistem sekonomi dan kebijakan
fiskal sudah ada sejak” Rasulullah memjadi “pémimpin “dalam™suatu Negara dan
dikembangkan oleh Khulafaurasyidin, yaksi, pembangunan Infrastruktur berupa
masjid dan baitull mal, serta adanya departemen Jaminan social untuk yatim-piatu
dan janda istri mujahid dimasaritoy'¥Adapunipemikir Islam yakni Abdul Mannan
telah memaparkan hampir seluruliaspek ekonomi Islain secara utuh dan rinci dengan
mengikutu Al-Qur’an dan Sunnah mencontoh system Rasul.

Mannan benar-benar ingin membangun sebuah peradaban ummat Islam
dengan ilmu ekonomi Islam mulai dari kerangka paradigma teorinya, aspek individu,
kelembagaan sampai ke tingkat negara. Untuk alasan tersebut penulis beranggapan
bahwa penerapan teori kebijkan fiskal bisa menjadi pintu awal gerakan pertumbuhan
sosial ekonomi disuatu daerah dengan melibatkan semua stakeholder, yakni
masyarakat, pemerintah dan pihak swasta. Pembangunan sosial ekonomi
menggunakan perspektif kebijakan fiskal Mannan diharapkan dapat menjadi solusi

12 Fahrur Ulum, “Telaah Kritis atas Pemikiran Ekonomi Islam Abdul Mannan™, 4{-Qdniin,
Vol. 12, No. 2, Desember 2009, hlm. 455.

3 Adiwarman Karim, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, Edisi ke 3, (Jakarta: PT Raja
Grafindo Persada, 2012), him: 62.
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perekonomian ummat Islam yang arah dan kebijakannya masih terombang-ambing,
diskrimanasi ekonomi dan ketimpangan social terjadi dimana-mana konglongmerasi

menyisakan banyak kemiskinan yang terisolir, masalah kesejahteraan semakin sulit
dipecahkan.

Kebijakan fiskal Mannan yang diadaptasi dari Sistem Ekonomi Islam
seharusnya mampu menyelesaikan masalah Ekonomi daerah di Indonesia karena
sebagaian besar masyarakatnya adalah ummat Islam, begitupun dengan
pemerintahan yang banyak dijalanakna oleh pemerintah yang notabennya Muslim,
hal ini juga karena konteks Mannan dianggap relevan bagi masyrakat Indonesia.
Seharusnya kebijakan yang dibuat banyak menguntungkan ummat Islam karena
Islam Rahmatan Lil Alamin. Solusi untutuk meningkatkan pembangunan social dan
ekonomi masyarakat yakni produktifitas-sebagai mana kesimpulan dari penelitian
Sukotjo yang ditulis dalam| jurnalnya.'* Bahwa masyarakat akan produktif jika
pemerintah memberikan akses unfuky melakukan kegiatan produksi, baik itu
lapangan kerja, permodalan ‘danjakses dnfrastruktur daerah. Penelitian ini ingin

melihat sejauh mana kebijakan pemerintal |daerah menyediakan ruang dalam
pembangunan social ekonomiz

Masalah pokok dalam pembangunan daerah adalah terletaak pada penekanan
terhadap kebijakan-kebijakan‘yang didasarkan’pada kekhasan daerah menggunakan
potensi sumber daya manusia, kelembagaan dan sumber fisik secara local.!> Apabila
pembangunan | infrastruktur/ terus terhambat karéna alasan dana maka akan
memperlambat peningkatan ekonomi daerah dan masyarakat sekitar, sehingga perlu
adanya langkah untuk meéngatasi /pérmasalahan yang terus-menerus terjadi.
Pemerintah juga mulai melakukan reformat pembiayan lain yang sangat potensial
untuk dimanfaatkan oleh pemerintalindalam mendanai pembangunan Infrastruktur
dan kesejahteraan di Indonesia tersebut dengan Sukuk, dan juga obligasi syariah
yang telah banyak digunakan oleh Negara-negara lain untuk membiayai
pembangunan infrastruktur seperti Malaysia, Bahrain dan Turki.'®

Peneliti kemudian melihat bahwa permasalahan pembangunan Infrastruktur
yang sering terhambat dan cendrung lambat penaganannya terjadi di daerah
Kabupaten Indragiri Hilir Riau fakta ini didapatkan dari beberapa kecamatan dan
desa yang mengalami kerusakan jalan serta minimnya perbaikan infrastruktur dan

4 Sukotjo, “Produktivitas Suatu Faktor Penentu Bagi Pembangunan Sosial Dan Ekonomi™
Majalah Iimiah Ekonomika Volumec 12 Nomor 3, Agustus 2009, hlm: 157.

15 Lincolin Arsyad, Pengantar Perencanaan Pembangunan, (Yogyakarta: BPFE, 2011), hlm.
108.

16 Septian Hario Seto. “Menggagas Pembiayaan Pembangunan Infrastruktur Di Indonesia
Melalui Obligasi Syariah”, hal. 59.
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pasokan listrik, padahal potensi pertanian dan perkebunan didaerah ini cukup
mumpuni yang seharusnya mendukung ekonomi daerah. Terbukti dengan potensi
kabupaten ini salah satunya penghasil kelapa unggulan, hamparan perkebunan
kelapa di Inhil ada 432 ribu hektar baik itu kelapa dalam dan hibrida.!” Belum lagi
potensi unggulan lainnya, yang menjadi pertanyaan dalam diri peneliti apakah
potensi yang dimiliki belum mampu menutupi pembangunan social ekonomi yang
menurut hemat peneliti belum sebaik distribusi didaerah lain yang mana sudah
berinovasi secara aktif dalam pembangunan daerah, padahal pembangunan social
ekonomi daerah dapat menghasilkan output untuk kebaikan daerah dan masyarakat.

Sosial ekonomi ummat di Indonesia harus terus di asah untuk menciptakan
kesejahteraan bersama karena diketahui bahwa ummat yang hidup dalam kefakiran
sangat dekat dengan kekufuran, sehingga setiap ummat atau individu memiliki
kewajiban untuk tolong menolong dalam-kebaikan) Didalam Islam sendiri setiap
muslim memiliki kewajiban untukdnenafkiahi muslim lain dengan adanya zakat,
sedekah, infak dan wakaf. Karena kemiskinan yang terjadi disebuah negara bukan
hanya tanggung jawab pemerintahniamun, juga tanggung jawab masyarakat. Hasil
dari penelitian sebelumnya menyebutkan baliwa rasa percaya merupakan salah satu
yang meningkatkan modal sosial -di wilayah maju, modal sosial juga memiliki
keterkaitan yang nyata dengan tingkat késejahitéraasi/rumah tangga.'’

Pembangunan sosial ekonomi adalah proses mengubah struktur ekonomi yang
belum berkembang [dengan [jalan Zapital investinént dan/human investment yang
bertujuan untuk menihgkatkan kemakmuran penduduk atau income per capita
naik.'” Pembangunan Infrastrukbdrjuga mefupakan/capital investment yang mana
dapat meningkatkan ekonomi suatu daerah. Sedangkan pemberian pembiayaan atau
subsidi ke masyarakat petanidapatimenjadihuman‘inyestiiient untuk meningkatkan
kualitas kinerja dan hasil produksi pertanian. Dalam mengurangi kesenjangan
pendapatan dan kekayaan dapat dilaksanakan dengan tindakan pengaturan wajib dan
sukarela yang Islami berisi dua belas rumusan. Karena manusia memiliki banyak
kebutuhan, dibutuhkan iimu ekonomi untuk merealisasikan secara Islami. Hal ini

'"Bupati Inhil '"Wardan' Paparkan Keunggulan Pertanian Kelapa Dihadapan Komisi B DPRD
Riau 20157, dikwtip dari fup:/detakrian.com/read-5049-bupati-inhil-wardan-paparkan-keunggulan-
pertanian-kelapa-dihadapan-komisi-b-dprd-riau-.htm! di akses hari Senin 10 April 2017 jam 20.20 WIB.

% Nyoman Utari Viprianti, *Studi Sosial Ekonomi Tentang Keterkaitan antara Modal Sosial
dan pembangunan Ekonomi wilayah studi kasus di Empat Kabupaten di Provinsi Bali™ Thesis, Bogor:
Sekolah Pasca Sarjana IPB. Tanpa tahun, him. 3.

1 Hasibuan dalam Wiranto Bagus Suryono, “Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah,
Tingkat [nvestasi dan Tenaga Kerja terhadap PDRB Jawa Tengah”, Tanpa No, Tanpa Tahun, Hal. 2.



menunjukkan bahwa kepuasan manusia tidak hanya diukur dari materi saja tetapi
ada berbagai hal yang mereka butuhkan dalam melangsungkan kehidupannya.?®

Pemberian modal bagi individu yang dianggap memiliki kecakapan dan
amanah merupakan capital investment ataupun dalam suatu usaha menyertakan
modal bagian dari capital investment. Umer Chapra mengatakan,”bahwa tujuan
keadilan sosiol ekonomi dan distribusi kekayaan dan pendapatan merata dipandang
sebagai bagian yang tak terpisahkan dari falsafah moral Islam dan didasarkan
terhadap komitmennya yang pasti terhadap persaudaraan kemanusiaan”. Kurangnya
pemahaman dasar-dasar pengetahuan agama Islam yang benar serta tidak meratanya
informasi akan permasalahan ini menjadikan manusia melakukan transaksi jual beli
yang ada tanpa melihat nilai yang ada pada transaksi tersebut.

Pembagunan sosial e¢konomi/harus \terus dilakukan terutama untuk
mendapatkan informasi dan_rtumusan bagdimana meningkatkan kesejahteraan
ekonomi untuk individu maupun nieningKatkan ekonomi dalam hal yang lebih luas.
Rumusan kebijakan fiskal Abdul Mannan menjadi rujukan peneliti untuk pertanyaan
terkait bagaimana pemerintah daerah menerapkan kebijakan fiskal untuk
meningkatkan pembangunan sosial ekenomi di kabupaten Indragiri Hilir, serta untuk
melihat program apa yang menjadikan peningkatan ekonomi masyarakat sebagai
gambaran sejauh mana penerapan kebijakan fiskal di kabupaten tersebut.

Fungsi dari kebijakan fiskal antara-lain;2-1) mengalokasikan faktor-faktor
produksi yang tersedia'dalai masyarakaty-sehingga kebutuhan masyarakat berupa
Public goods seperti jalan, jembatan, pendidikan dan tempat ibadah dapat terpenuhi
secara layak dan dapat dinikmati-eléh selurthn masyarakat, 2) fungsi Stabilisasi,
agar terpeliharanya keseimbangan, ekonomi-terutamaberupa kesempatan kerja yang
tinggi, tingkat harga-harga“ummm’ yang=relatif ‘stabil dan tingkat pertumbuhan
ekonomi yang memadai, 3) Fungsi Distribusi, yaitu fungsi yang mempunyai tujuan
agar pembagian pendapatan merata bagi masyarakat. Fungsi kebijakan fiskal ini
kemudian disandingkan dengan materi ekonomi Islam yang lebih spesifik untuk

menemukan wind-wind solution meningkatkan ekonomi ummat dan pemerataan
kesejahteraan dalam suatu daerah.

Kajian ekonomi Islam solusi terhadap kebijakan fiskal dalam suatu daerah
masih sangat jarang dikaji untuk itu dalam lingkup yang masih sederhana penulis

2 Taufik, “Manusia dalam  pandangan ekonomi  Islam,”  dikutip  dari
http://taufikopini.blogspot.co.id/2011/01/manusia-dalam-pandangan-ekonomi-islam.html, pada Selasa 4
April 2017 jam 17.30 WIB.

21 Ady Supriadi, “Keterkaitan antara kebijaka fiskal dengan Pengeluaran Pemerintah”, Dikutip
dari http:/fwww.skokul.com/1780/keterkaitan-antara-kebijakan-fiskal-dengan-pengeluaran-pemerintah/,
diakses pada Sabtu tanggal 2 Desember 2017.
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ingin melihat pengaplikasian kebijakan fiskal dari teori Mannan yang berlandas
kesejahteraan untuk ummat dengan pendekatan sistem ekonomi Islam bagian mana
saja yang sudah diterapkan di Kabupaten Indragiri Hilir dan telah dilaksanakan oleh
pemerintah daerah. Terkait kebijakan apa saja yang menurut Mannan dalam
penerapan kebijakan fiskal yang masih banyak menguntungkan para pembuat
kebijakan dan masih merugikan masyarakat. Teori Mannan bertujuan untuk
meminimalisir dampak buruk dari kebijakan fiskal yang diambil tanpa pertimbangan
Agama, moral dan hal-hal mendasar dalam ekonomi dan Islam.

Berdasarkan paparan diatas maka penulis mencoba untuk menganalisa lebih
lanjut kriteria kebijakan fiskal yang layak untuk diterapkan menggunkakan teori
Abdul Mannan dan sejauh mana kesesuaiannya, sehingga diharapkan tercipta
peningkatan kesejahteraan sosial ekonomi di dalam suatu daerah dan melibatkan
komunikasi yang baik antara pemegintah ‘daerah/ masyarakat lokal dan pihak swasta
untuk bersinergi meciptakan masyarakat bahagia atau madani sebagaimana teori
Mannan serta daerah yang sejahtera dengan menerapkan nilai-nilai Islam dalam
setiap kegiatan ekonomi dan kebijakan, pemerintahl pro masyarakat luas. Potret
daerah Indragiri Hilir bertujuan sebeagai bahan analisis Maka penulis tertarik untuk
melakukan penelitian dengan judul| *Pembangunan-Sosial Ekonomi Di Kabupaten
Indragiri Hilir Riau Perspektif Teori Kebijakan Eiskal Abdul Mannan.”

B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian

Supaya penelitian ini lebih teraralidaruntuk'memfoktiskan permasalahan agar
lebih tepat sasaran maka peneliti membatasi pembahasan mengenai Keseseuaian
Kebijakan Fiskal Daerah Dengan, Kebijakan-\Fiskal|\Abdul Manan Dilihat Dari
Pembangunan Sosial Ekonomi Daerah di Indragiri Hilir Riau. Sehingga peneliti
dapat mengemukakan masalah pokok.dalam ‘penelitiaid inif-yaitu:

1. Bagaimana Potret Pembangunan Sosial Ekonomi Pemerintah Kabupaten
Indragiri Hilir?
2. Bagaimana Kesesuaian Kebijakan Fiskal di Kabupaten Indragiri Hilir dengan
Kebijakan Fiskal Abdul Mannan?
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
1. Tujuarn
ay Mengetahui Potret Pembangunan Sosial Ekonomi dari kebijakan Fiskal
Pemerintah di Kabupaten Indragiri Hilir,
b) Menganalisis Kesesuaian Kebijakan Fiskal Kabupaten Indragiri Hilir dengan
Kebijakan Fiskal Abdul Mannan.
2. Manfaat Penelitian
a) Manfaat Teoritis



1)

2)
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Memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan Ilmu Ekonomi,
dan Teori Kebijakan Fiskal yang sesuai dengan Ekonomi Islam.

Memaparkan Teori pemikiran Abdul Mannan Terkait konsep Kebijakan
Fiskal yang tepat untuk diterapkan dalam Pembangunan sosial ekonomi.

b) Manfaat Praktis

D

2)

3)

Sebagai bahan evaluasi bagi pemerintah daerah untuk mengahadirkan
kebijakan fiskal yang mendorong pertumbuhan pembangunan social
ekonomi di daerah dengan konsep Ekonomi Islam.

Penelitian ini sebagai referensi bagi Pemerintah daerah agar menyiapkan
Kebijakan Fiskal yang dapat Menjadi Solusi Pembanguanan Sosial dan
Ekonomi daerah.

Penelitian ini juga sebagai-bahan-pertimbangan bagi pemerintah daerah
untuk menghadirkan kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi
masyarakat daerah.

D. Sistematika Pembahasan

1. BAB I, terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian
dan manfaat penelitian.

Latar Belakang Masalalimerupakan alasan pemaparan masalaha kenapa
kemudaian penéliti” ingin’) mengambil masalah penelitan tersebut,
memaparkan kelebihan dalam penggunaan teori yang diambil dan
disesuaikan denganpermasalahan kebijakan yang terjadi di setiap daerah
untuk’ dijadikan’ scbagai solusipengembangan’ potensi daerah dalam
mencapai Pembangunan seciali ekonomi dan menciptakan kebijakan
fiskal yang kondusif'dan‘mementingkan kebahagian masyarakat secara
luas, karenaplslam smerupakan=systermy ekenomi dan politik yang paling
ideal untuk diterapkan 'dimanaputi-dan’ kapan pun. Sehingga teori dari
salah satu tokoh pemikir Islam dijadikan acuan dalam mengatasi
masalah.

Rumusan Masalah, merupakan pengkerucutan dari permasalahan yang
dilihat dan ingin dirumuskan untuk menghasilkan suatu jawaban, yang
mana jawaban Akan terpapar secara jelas dalam penelitian yang akan di
lakukan.

Tujuan Penelitian, pencapaian yang Akan diperoleh dari hasil
perumusan masalah terkait pembanguan social ekonomi dalam teori
kebijakan fiskal.

Manfaat Penelitian, dari penelitian ini harus ada manfaat untuk
kedepannya setelah dilakukan penelitian, sehingga penerapan penelitian
untuk mencapai kebijakan fiskal yang memberi kontribusi besar bagi
pembangunan social ekonomi dalam suatu daerah.
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2. BABII

Kajian Penelitian Terdahulu, yakni merupakan suatu gambaran dan
literature review untuk mengarahkan penelitian yang akan di lakukan
terkait kebijakan fiskal, dan pembangunan social ekonomi, karena
penelitian yang akan dilakukan merupakan penerapan kebijakan Fiskal
Islam yang sesuai dengan Al-Qur’an dan Sunnah diharapkan dapat
diterima dan menjadi solusi dalam penetapan kebijakan fiskal daerah
atau bahkan Negara.

Landasan Teori, untuk memperkuat suatu penelitian dan memberikan
acuan dalam penelitian terkait kebijakan fiskal sehingga dalam landasan
teori sangat banyak memasukkan pemikiran ekonom Islam terutama
pemikiran Abdul Mannan dan tokoh-tokoh Islam lainnya yang mengacu
pada teori kebijakan fisKal dai_sécial ekonomi serta kesejahteraan.
Kerangka Berfikir akan mengarahkan pola pemikiran yang akan dicapai
dan arahan alur dalam penelitian:

3. BABHI

Metode Penelitian, merupakan fata cara lyang akan penelitian lakukan
terkait pengumpulan iifomasi /dan pengolahan hasil data yang nanti
didapatkan, kemudian dianalisis-untuk mengetahui hasil dari penelitian.

4. BABI1V: HASIL DAN PEMBAHASAN-PENELITIAN

Konsep kebijakan fiskal Abdul mannan akan dipaparkan secara
mendalam dan dikaitkan dengankonteks kekinian juga di analisis untuk
melihat ada tidaknya nilai-nilai dari teori Mannan yang sudah diterapkan
di Kabupaten Indragiri Hilir.

Konsep pembangunan social di Kabupaten Indragiri Hilir, dalam
penyelenggaraan\|daerah  adaN kebijakan| yang dibuat dan telah
dilaksanakan dalam daerah, apakah pelaksanaannya sudah mengacu
kepada pembangunan social ekonomi masyrakat di daerah Kabupaten
Indragiri Hilir

Kesesuaian Kebijakan Fiskal Kabupaten Indragiri Hilir dengan
Kebijakan Fiskal Abdul Mannan, dari hasil analisa dan wawancara yang
dilakukan peneliti, peneliti akan merumuskan bagian-bagian apa saja
dari program pemerintah daerah kabupaten Indragiri Hilir Riau yang
sudah sesuai dengan kebijakan fiskal teori Abdul Mannan dan apa saja
dampak dari kebijakan yang mengarah pada pembangunan sosial ini.

5. BAB V: PENUTUP DAN KESIMPULAN
Merupakan kesimpulan dari pembahasan dan alasan dari semua jawaban
dirumasan masalah dipaparkan secara singkat untuk memudahkan pembaca.



BAB II

KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU, KERANGKA TEORI DAN
KERANGKA BERPIKIR

A. Kajian Penelitian Terdahulu

Dalam jurnal Paradigma Kontemporer Ekonomi Islam (Muh. Abdul Mannan
versus Syed Nawab Haedar Nagvi) dalam jurnal ini membahas mengenai bagaimana
Mannan dan Haedir Naqvi membangun teori dan sistem ekonomi Islam dan
bagaimana perbedaan pandangan mengenai penafsiran sistem ekonomi Islam.
Pemikiran kedua tokoh kontemporer ekonomi Islam ini memiliki keunikan vakni
memiliki pendekatan yang lebih inovatif. Mannan juga menegaskan bahwa Ekonomi
Islam merupakan ilmu penggtahdan yang mempelajari masalah-masalah ekonomi
rakyat yang berazaskan nonma danilai-nilai dasar Islam. Ilmu ekonomi Islam
adalah ilmu tentang manusia, bukan ‘sebagai Individu yang terisolasi, tetapi
mengenai individu sosial |yang, meyakiniz nilai-nilai hidup Islam. Langkah
operasional yang dirnmuskan-Mannan yakni Melakukan evaluasi atas tujuan yang
telah ditetapkan sebelumnya atau \atas ptarget bagaimana memaksimalkan
kesejahteraan dalam seluruh kerangka-yang ditetapkan pada langkah kedua maupun
dalam dua pengertian pengembalian-(refurn); yaitu pengembalian ekonomi dan non-
ekonomi, membuat pertimbangan-pertimbangan positif dan normative menjadi
relative tidak berbeda,! Maphan-sangat banyak mefnbicarakan tentang kebijakan
untuk mensejahterakan masyarakat umum yakni dalam kategori kebijakan
pemerintah, oleh karena itu _peneliti menjadikan jurnal ini sebagai rujukan utama
untuk melihat apa saja rumusan kebijakan fiskal yang disarankan Abdul Mannan dan
dapat mencapai kesejahteraan sosial bagirasyarakat.

Pemikiran Ekonomi Abdul Mannan dalam website resmi Jumal Ahmad, Abdul
Manan ketika menjelaskan pengertian ekonomi Islam menyebutkan “Islamic
economics is a social science which studies the economics problems of a people
imbued with the values of islam”. Dimana menurut beliau ilmu ekonomi Islam
adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi
masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Mannan berpendapat bahwa
persoalan-persoalan yang berkaitan dalam masalah produksi harus diselesaikan dan
dipastikan status hukumnya. Beberapa masalah yang pokok yang berkaitan dengan
faktor produksi yang harus tuntas penyelesaiannya adalah menyangkut: sistem
penguasaan tanah dalam, kebijakan tentang kependudukan dan hubungan industrial.
Ketiga hal itu dianggap penting dan menentukan dalam kaitannya dengan produksi

! Yusup Asdar, “Paradigma Kontemporer Ekonomi Islam Muh. Abdul Mannan versus Syed
Nawab Haedar Naqvi”, Desember 2014, Vol. 11, No. 2, hlm. 234.
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dalam ekonomi Islam, sedangkan kapitalisme maupun sosialisme telah dianggap
gagal dalam menyelesaikan persoalan itu. Dalam persoalan pemerataan ekonomi,
sejumlah paket kebijakan operasional yang diharapkan mempunyai implikasi
berjangka penjang guna mengurangi kesenjangan pendapatan dan kekayaan dapat
direncanakan dengan melaksanakan tindakan pengaturan wajib dan sukarela yang
secara Islami dibenarkan.?

Jurnal International di tulis oleh F.R. Faridi yang berjudul Theory of Fiscal
Policy in an Islamic State, dalam jurnal ini memberikan pengetahuan bahwa Perilaku
sistem ekonomi Islam di masa lalu telah diambil sebagai proyeksi teoritis di masa
depan atau masa sekarang. Unsur-unsur utama dari teori System ekonomi Islam ini
dapat diringkas sebagai berikut: yaitu sektor swasta dengan keuntungan, sektor
sukarela dan sektor publik. Tiga sektor tersebut bekerja sama memberikan kerangka
kelembagaan dari Ekonomi Islam/ Zakas herapakan instrument kebijakan fiskal
yang masih minimum dan masih dilupayakan maksimal untuk mengubah situasi
kemiskinan dan ketimpangan social yang terjadi) Jurnal ini dijadikan Literatur
Review karena membahas mengenai teorizkebijakan fiskal di Negara Islam,
perbedaan penelitian dengan jumal-ini unfuk meéngkonfirmasi ke daerah terkait
kebijakan fiskal yang sudah dijalankan daerah apakah memiliki kesamaan dengan
tujuan kebijakan fiskal Islam yang dalam|perspektifKebijakan fiskal Abdul Mannan.

Turnal Kebijakan Fiskal Negara Indonesia dalam Perspektif Ekonomi Islam
yang ditulis oleh Supangat themaparkan-bahwa kebijakan fiskal dalam Islam bersifat
lentur dan terbuka terhadap ijtihad. Nash-nash terkait dengan kebijakan fiskal tidak
terlepas dari keadaan sosio-hist@ris=masyarakat Islam awal. Beberapa jenis pajak
yang dipungut oleh pemerintah merupakan reformulasi pajak yang diterapkan pada
masa awal Islam. Dengan demikian, sistem|-kebijakan/fiskal Negara Indonesia
sclama ini masih dalam koridor syari“ah. Hanya saja, implementasi sistem tersebut
masih jauh dari yang diharapkan, jika tidak dikatakan bertolak belakang.
Persamaannya jurnal ini dengan penelitian yang dilakukan mencari kesesnaian
kebijakan fiskal dengan kebijakan fiskal Islam, perbedaanya perspektif yang
digunakan dalam penelitian ini adalah hasil ide dan gagasan Abdul Mannan.
Pencapainan jurnal ini untuk menjadikan zakat sebagai salah satu instrument fiskal

2 Jumal Ahmad, “Pemikiran Ekonomi Abdul Mannan”, Dikutip  dari

https://ahmadbinhanbal.wordpress.com/2014/02/19/pemikiran-ekonomi-abdul-mannan/, diakses pada hari
Sabtu tanggal 14 Januari 2017 jam 13.00 WIB.

3 F.R. Faridi, “Theory of Fiscal Policy in an Islamic State ”, J. Res. Islamic Econ., Vol. 1, No.
1, hlm: 20-25.

4 Supangat. “Kebijakan Fiskal Negara Indonesia Dalam Perspektif Ekonomi Islam ", Jurnal
Economica, volume 1V/ Edisi 2/ November 2013. IAIN Walisongo: Semarang, him. 104-105.
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di Indonesia sedangkan peneliti ingin melihat sejauh mana pengaruh kebijakan fiskal
terhadap peningkatan social masyarakat.

Tulisan Fahrul Ulum dalam jurnal yang berjudul Telaah Kritis atas Pemikiran
Ekonomi Islam Abdul Mannan, hasil dari penelitian kualitatif ini merumuskan
bagaimana pemikiran Mannan terkait kesejahteraan masyarakat dan merumuskan
hal-hal yang harus dilakukan masyarakat, swasta dan pemerintah untuk mencapai
kesejahteraan dengan kepemilikan yang beradil dan taat aturan serta bermoral,
prodksi dan distribusi yang harus sesuai dengan sumber hukum dan berkeadilan.
Mannan banyak merumuskan perkembangan Ilmu Ekonomi dari segi Teori dan
menolak pendapat pemikir marxis dan kaum neo klasik positivis.> Persamaan
penelitian yang akan di lakukan dengan jurnal ini yakni pembahasan mengenai
kebijakan dan pemikiran abdul mannan terkait Kebijakan Fiskal yakni lebih spesifik
mengenai bagaimana cara kesegjahteraan’ masyarakat umum didalam suatu daerah
atau negara. Jurnal ini memaparkanysemya| Teori/ pemikiran Abdul Mannan,
sedangkan penulis hanya pemikiran /AbdulMannan terkait kebijakan Fiskal dan
membandingkan dengan kebijakaniFiskal'di daerah.

Jurnal yang ditulis olelcAan Jaelani (20]12) Pengelolaan APBN Dan Politik
Anggaran Di Indonesia Dalam Perspektif Ekonomi Islam.® Dalam jurnal tersebut
membahas mengenai fungsi dari‘ddna APBN-untuk pembangunan dan kesejahteraan
masyarakat namun kebijakan pemerintah vang dituangkan dalam bentuk APBN
justru berlawanan arah _dengan peran pemerintah yang_semestinya mewujudkan
kesejahteraan bagi||masyarakat. Menggunakan [perspektifekonomi Islam karena
peneliti mengetahui bagaimana tata kelola kenegaraan yang baik saat Nabi
Muhammad sebagai pemimpin.negara\saat’ itu. Dalam konteks pengelolaan
keuangan negara, sejak masa. Nabi, Muhammad ,dan masa-masa berikutnya,
pengelolaan keuangan negara ‘dalam wujudnya sekarang ini berupa APBN, telah
memiliki mekanisme dan pengelolaan yang bersifat khas sesuai dengan kondisi
sosial, politik, dan budaya yang melingkupinya. Karena itu, APBN digunakan untuk
kepentingan pembangunan dan politik anggaran yang memiliki komitmen dalam
membela kepentingan masyarakat. Sedangkan system kapitalis dan sosialis masih
memperdebatkan keikut sertaan pemerintah, menganggap pemerintah tidak perlu
ikut campur dalam perekonomian kecuali terkait dengan aturan-aturan yang tidak
ditentukan oleh setiap individu. Kesamaan jurnal ini dengan penelitian yang akan
dilakukan yakni mencari rumusan yang tepat untuk permasalahan kebijakan yang
terjadi sehingga jurnal ini dijadikan salah satu literature review.

® Fahrul Ulum, “Telaah Kritis atas Pemikiran Ekonomi Islam Abdul Mannan™. 4/-Qaium. Vol.
12, No. 2, Desember 2009.

6 Aan Jaelani, “Pengelolaan APBN Dan Politik Anggaran Di Indonesia Dalam Perspektif
Ekonomi Islam”. Jurnal MPRA 2012. IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
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Jurnal Kebijakan Fiskal dalam Islam ditulis oleh Lilik Rahmawati Prinsip-
prinsip ekonomi Islam yang mengakui kebebasan manusia atas nilai-nilai tauhid, hak
memiliki harta atas dasar kemaslahatan, melarang penumpukan harta, serta distribusi
kekayaan justru yang sesuai dengan sifat dasar dan kebutuhan manusia. Negara
Islam sangat signifikan dalam menjamin kesejahteraan dan kebutuhan rakyatnya,
negara akan melakukan berbagai kebijakan. Kebijakan tersebut dinamakan
kebijakan fiskal, yakni merupakan kebijakan pemerintah terhadap penerimaan dan
pengeluaran negara untuk mencapai tujuan-tujuannya. Tegaknya suatu Negara
bergantung pada kemampuan pemerintah mengumpulkan pendapatan dan
mendistribusikannya pada kebutuhan kolektif masyarakat, sehingga keuangan
publik yang dipraktekkan pada masa Istam awal memiliki basis yang jelas pada
filsafat etika dan sosial Islam yang menyeluruh. Kebijakan fiskal dalam Islam
bukanlah semata-mata sebagai suatu kebutuhan untuk perbaikan ekonomi maupun
untuk peningkatan kesejahteraan rakyat~saja, ‘akan \tetapi lebih pada penciptaan
mekanisme distribusi ekonomi yang adilfkarena“kebijakan fiskal dalam Islam
merupakan kewajiban oleh pemerintah dan hak/nagyarakat. Karya al-Kharaj yang
ditulis Abu Yusuf berusaha menganalisisymasalah keuangan dan menunjukkan
beberapa kebijakan yang harus diasopsi |untukUkesejahteraan rakyat.” Dalam
penelitian ini membandingkan systém perpajakan” dan kebijakan fiskal Negara
Indonesia dan kebijakan fiskal Islam-di’Zaman Rasulullah dan sahabat.

Peranan Wakaf dalam Pembangunan Ekonomi Umat Islam dun Aplikasinya
di Malaysia ditulis oleh, Asmak, Ab, Rahman, wakaf dalam konteks pembangunan
ekonomi adanya fatwa berwakaf ddlam.bentuk wang tunaifhal ini.masyarakat Islam
di Malaysia dapat berwakaf dengan.tunai tanpa rasa ragu-ragu lagi juga dengan
mewakafkan saham. Perwakafaneyanhg-.dibuat adalah dalam bentuk pembelian
saham-saham wakaf yang,diterbitkan-oleh ;Majlis-Majlis, Agama Islam Negeri,
institusi tertentu dan juga mewakafkanwang dalam-bentuk penyertaan takaful wakaf.
Secara khususnya bahagian wakaf setiap daerah memiliki fungsi untuk melakukan
pergerakan ekonomi bagi masyarakat. Harta-harta wakaf kontemporari yang
diperkenalkan seperti wakaf saham, saham wakaf, wakaf tunai dan takaful wakaf
merupakan satu bentuk perwakafan yang di luar kebiasaan amalan masyarakat
Muslim, dana wakaf dibuat dalam bentuk pembangunan harta, pembangunan tanah
wakaf disediakan untuk aktivitas pembangunan sosio ekonomi yang dirancang dari
masa ke semasa bagi kebajikan pembangunan ekonomi ummah dan kepentingan
agama Islam kerana Allah SWT, selama-lamanya. Apabila masyarakat mendapat
kemudahan menerima Dana kesehatan, pendidikan dan pelatihan skill, maka dari
sudut kemanusian mereka juga telah membangun, karena apabila mereka sehat dan

7 Lilik Rahmawati, “Kebijakan Fiskal dalam Islam™. A/-Qaniin, Vol. 11, No. 2, Desember 2008.
TAIN Sunan Ampel: Surabaya.
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terdidik serta mempunyai keahlian, Akan membuka peluang untuk meningkatkan
taraf ekonomi keluarga mereka. Pembangunan ekonomi tidak sekadar diukur dari
pembangunan bersifat fiskal, tetapi secara mendasar pembangunan insan juga
merupakan sebahagian dari pada keperluan dalam pembangunan ekonomi.?

Peran Ekonomi Syariah dalam Pembangunan Daerah jural yang ditulis oleh
Syafi’i Antonio & Aam S. Rusydiana, paradigma pembangunan yang tidak
menyerahkan sepenuhnya pertumbuhan ekonomi pada peran pengusaha-pengusaha
besar, melainkan pada semua pihak terutama usaha mikro, kecil, dan menengah
(UMKM). Dengan adanya Otonomi daerah dimaksudkan untuk meningkatkan
efektivitas pelayanan masyarakat, menumbuhkan semangat demokratisasi dan
pelaksanaan pembangunan daerah secara berkelanjutan, dan lebih jauh diharapkan
Akan menjamin tercapainya keseimbangan kewenangan dan tanggung jawab antara
pusat dan daerah. Setidaknya ada tiga hal yangunenjadi sumbangan ekonomi syariah
bagi ekonomi nasional Pgetfama, ekonomi| syariah memberikan andil bagi
perkembangan sektor riil. Kedua, gkonomi syariah lewat industri keuangan syariah
turut andil dalam menarik investasiluarmegeri ke Indonesia, terutama dari negara-
negara Timur-Tengah. Ketiga, gerakan ekonomi syariah mendorong timbulnya
prilaku ekonomi yang etis di- masyarakat Indonesia. Implikasi Ekonomi Syariah
terhadap Pembangunan Ekonemi-Daerah;-semakin banyaknya bank-bank syariah
nasional yang membuka cabang di daerahdaerah sehingga membawa implikasi bagi
pembangunan ckonomi setempat karena adanya aktivitas intermediasi yang
dilakukan perbankan, syariahs Mengajarkarr kewjrausahaan-dan investasi yang etis
kepada masyaraKat. PemetintalDaerah™harus"dapat"miendaya gunakan potensi
sumber daya daerah secdrd_optimal ABerkurangnya ketergantungan pemerintah
daerah terhadap Pemerintah Pusat'Séhingga daerah dituntut mampu meningkatkan
profesionalisme apafaturfPémetintah Dagrali; inélaksanakan reformasi akuntansi
keuangan daerah dan mafajemén keuangan daerah, “melaksanakan perencanaan
strategik secara benar, sehingga akan memacu terwujudnya otonomi daerah yang
nyata, dinamis, serasi, dan bertanggung jawab, yang dapat memperkokoh basis
perekonomian daerah.

Jurnal Flypaper Effect Theory Dalam Implementasi Kebijakan Desentralisasi
Fiskal, yang ditulis oleh Suyanto (2010) membahas mengenai Dana transfer
pemerintah pusat ke pemerintah daerah untuk pembangunan daerah Pemerintah
daerah dalam menerima transfer/hibah dipergunakan untuk meningkatkan

8 Asmak Ab Rahman. “Peranan Wakaf dalam Pembangunan Ekonomi Umat Islam dan
Aplikasinya di Malaysia™. Shariah Journal, Vol. 17, No. 1 (2009) 113-152. Academy of Islamic Studies,
University of Malaya.

% Syafi’i Antonio & Aam S, “Peranan Ekonomi Syari’ah dalam Pembangunan Daerah”.
HARMONI, Jurnal Multikultural & Multireligius Vol. IX, No. 33 Januari - Maret 2010, Lembaga Penelitian
dan Pemberdayaan Masyarakat (LPPM) Tazkiya Bogor.
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pengeluarannya tanpa harus meningkatkan pajak daerah. Bantuan dana pemerintah
pusat seharusnya dapat meningkatkan pendapatan pemerintah atau masyarakat local,
jika tidak memberikan pengaruh yang sama besarnya maka hal inilah yang disebut
fhypaper effect. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan dana
desentralisasi membuat daerah otonom semakin tergantung pada dana transfer dari
pemerintah pusat untuk membiayai pengeluarannya, Pengelolaan dana-dana
desentralisasi sebagai sumber utama pembiayaan APBD perlu dilakukan lebih
efisien dan efektif agar pengeluaran APBD betul-betul menyentuh pada kebutuhan
masyarakat lokal sesuai preferensi yang dibutuhkan, terutama layanan dasar bidang
pendidikan dan kesehatan, serta infrastruktur.'® Kerja Sama pemerintah daerah dan
dprd setempat untuk mengelola APBD dan memberikan kesejahteraan bagi
masyrakat daerah.

Desentralisasi Fiskal Kontemporer-Dalam-Perspektif Kebijakan Publik Islam
Any Setianingrum (2013) Unsur-unsur utama dari teori fiskal Islam ini adalah: 1)
Ekonomi Islam terdiri dari ekonoini tiga sektor;; yaitu, sektor swasta, sektor
sosial/sukarela, dan sektor publik. Tiga sector bekefja sama, memberikan kerangka
kelembagaan pada perekonomian Islam; 2)Zakat sebagai dasar dari system fiskal;
3) Penerapan semua instrumen|>fiskal| melarang adanya eksploitasi yang
menyebabkan riba, gharar/ ketidak pastiangspekulasi, produk/jasa yang diharamkan
dan semua bentuk kezaliman. 4) Alokasi,-distribusi dan fungsi stabilisasi dari
ekonomi Islam diproses dan dilaksanakan melalui semua sector tersebut secara
bersama-sama; 5) Peran, sektor public.dibanding-sekior, lain adalah minimal tapi
penting sejauh beroperasi terus menerus-untukumemastikan-alekasi optimal sumber
daya yang ada dalam masyarakat,jdistribusi pendapatan, dan membangun stabilitas.
Dalam negara Islam kebijakan fiskKalmerupakan saldh'satu dari berbagai alat yang
bekerja untuk mencapai tujuan Svyariahs, Secara=teknis, jseperti negaranegara lain,
negara Islam juga memiliki tanggungjatvab untuk trenjaga hukum dan ketertiban
dan untuk menyediakan infrastruktur yang dibutuhkan untuk mendorong
pertumbuhan ekonomi. Negara dalam perspektif Islam juga harns aktif dalam
mengurangi kesenjangan pendapatandan kekayaan dan mempromosikan tatanan
ckonomi dan sosial yang egaliter. Kebijakan fiskaldalam negara Islam tidak harus
menjadi faktor penghambat. Ibn Khaldun memperingatkan terhadap kemungkinan
efek samping dari pajak yang berlebihan pada keinginan untuk berinvestasi
danselanjutnya bisa menghambat pertumbuhan ekonomi. Secara umum, efektivitas
desentralisasi fiskal tergantung pada faktor-faktor seperti ukuran negara, tingkat
privatisasi dalam perekonomian, kemampuan pemerintah daerah untuk
meningkatkan pendapatan, transparansi dankapasitas administrasi dan kelembagaan

10 Suyanto, “Flypaper Effect Theory Dalam Implementasi Kebijakan Desentralisasi Fiskal”,

Jurnal Ekonomi Pembangunan Volume 11, Nomor 1, Juni 2010, Fakultas Ekonomi Universitas Dr.
Soetomo Surabaya.
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local.!! Kebijakan desentralisasi fiskal yang dijalankan pada era modern saat ini,
minus zakat dan instrumen sosial Islam lainnya, yakni infak, shadaqah dan wakaf,
memiliki kerangka tujuan yang sejalan dengan perspektif ekonomi Islam, namun
penyimpangan pada implementasi masih banyak, yang diindikasikan karena masih
banyaknya muatan eksploitasi sebagaimana yang dilarang dalam Islam.

Analisis Pengaruh Kebijakan Fiskal Terhadap Upaya Penanggulangan
Kemiskinan Provinsi Sulawesi Utara (Periode 1994-2013) jurnal yang ditulis oleh
Yoan Bahalau, Een Novritha Walewangko dan Hanly F. Dj. Siwu, penelitian ini
bertujuan untuk menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah pada sektor
pendidikan dan sektor kesehatan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Sulawesi
Utara, metode analisis yang di gunakan adalah analisis regresi linier berganda.
Berdasarkan hasil estimasi, pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan dan
kesehatan secara simultan (bersama=sama)-memberikan pengaruh yang signifikan
terhadap tingkat kemiskinan, Pada banyak negara berkembang termasuk Indonesia,
tingkat kemiskinannya masili reldtifdinggy |dan oleh karenanya desentralisasi
diharapkan Akan menciptakan kebijakan-kébijakan yang lebih responsif terhadap
kebutuhan penduduk miskin/-Salah’safu upaya yang dilakukan pemerintah dalam
rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat'Indonesia khususnya daerah Provinsi
Sulawesi Utara adalah dengan meningkatkan mutu pendidikan dan kesehatan.
Pemerintah daerah di tuntut) juntuk | melakukan berbagai macam program
pembangunan pendidikan, di barengi dengan tekad untuk memprioritaskan alokasi
anggaran terhadap jsektor, pendidikan=sama halnya pulardengan sektor kesehatan
dimana pemerintah! memiliki tugas'dan tanggung jawab“terhadap berbagai macam
program dalam rangka wntukpmeningkatkan fasilitas.'> Pengelolaan anggaran
pemerintah pada sektor pendidikan’dan ‘kesehatan memerlukan manajerial dan
akuntabel dalam menjagaragar,danawyang-ada dapat di salurkan sesuai dengan yang
di rencanakan.

Jurnal yang ditulis oleh Sugeng Hadi Utomo dan Hadi Sumarsono (2009) yang
berjudul Dampak Kebijakan Desentralisasi Fiskal terhadap Efisiensi Sektor Publik
dan Pertumbuhan Ekonomi di Jawa Timur. Kebijakan desentralisasi fiskal
dipandang sebagai salah satu cara untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi
ekonomi publik sehingga berdampak positif bagi pertumbuhan ekonomi. Untuk
meningkatkan pengaruh pembelanjaan publik terhadap pertumbuhan, pemerintah
kabupaten/kota di Jawa Timur perlu meningkatkan efektifitas penganggaran melalui

' Any Setianingrum. “Desentralisasi Fiskal Kontemporer Dalam Perspektif Kebijakan Publik
Islam”, Fakultas Ekonomi Universitas Az Zahra Jakarta, Ekonomika-Bisnis Vol. 4 No.1 Bulan Januari
Tahun 2013.

12 Yoan Bahalau, Een Novritha Walewangko dan Hanly F. Dj. Siwu, “Analisis Pengaruh

Kebijakan Fiskal Terhadap Upaya Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Sulawesi Utara (Periode 1994-
2013)”, Jurnal Berkala llmiah Efisiensi, Volume 15 No. 04 Tahun 2015.
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sistem perencanaan program yang lebih baik (bottom- up melalui musrenbang), baik
di tingkat desa, kecamatan, maupun tingkat Kabupaten.'>

Jurnal Studi Sesial Ekonomi Tentang Keterkaitan antara Modal Sosial dan
pembangunan Ekonomi wilayah studi kasus di Empat Kabupaten di Provinsi Bali,
yang ditulis oleh Nyoman Utari Viprianti, terabaikannya pembangunan sumber daya
social menyebabkan lemahnya stok modal social sehingga menekan produktivitas
kerja dan mendorong terbangunnya jaringan kerja yang tidak efisien, lemahnya
norma serta hilangnya nilai-nilai bersama yang akhirnya merugikan semua pihak
yang berinteraksi dalam proses pembangunan. Hasil dari penelitian sebelumnya
menyebutkan bahwa rasa percaya merupakan salah satu yang meningkatkan modal
sosial di wilayah maju, modal sosial juga memiliki keterkaitan yang nyata dengan
tingkat kesejahteraan rumah tangga.!* Kesimpulan dari penelitian yang dilakukan
Nyoman karakteristik social ekonomi-di-Bali;-maka strategi terbaik yang harus
dipilih oleh pemerintah daerah dan masyarakat- dalam upaya merevitalisasi modal
social di Bali yakni bekerja sama {coopérative) fanpa menghilangkan semangat
persaingan (coompetition). Implikasi dari strategiCtersebut masing-masing pihak
harus bersedia mengalokasikan danauntukimeémbangun aktivitas social. Kebijakan-
kebijakan pemerintah daerah diharapkan mampu’ meningkatkan ekonomi dan
kerjasama social di masyarakat setempat.

Kebijakan Distribusi Ekonomidsiam| Dalam~Membangun Keadilan Ekonomi
Indonesia yang ditulis oleh Ruslan Abdul Ghofur Noor (2012) datlam jurnal ini
harapan untuk tawaran yang diajukan.merupakan-konsep yangterlahir dari sistem
ekonomi Islam yangwsaat ini diharapkan ‘wrampu menawarkan konsep lebih
menjanjikan, dan tetap sesuai demgan kepribadian bangsa dalam menciptakan
keadilan ekonomi.'” Afzalur Rahtnan menjelaskan’bahwa pemahaman distribusi
secara adil dalam kontekspsyariah, bukanlah pdistribusy yang ditawarkan sosialis
dengan sama ratanya dan' kapitalisme=dengan-sistém pajak progresifnya. Namun
keadilan distribusi yang dimaksud ialah keadilan distribusi yang dituntun oleh nilai
syariah. Kebijakan distribusi yang ditawarkan ekonomi Islam dengan tidak berpihak
hanya pada salah satu agen ekonomi, dan diperkuat dengan prinsip-prinsip yang jelas
memberikan arahan bahwa keadilan ekonomi harus ditegakkan. Hal awal yang dapat
dilakukan ialah memberikan pemahaman yang sejelas-jelasnya kepada pemerintah
dan masyarakat selaku institusi ekonomi bahwa terciptanya keadilan ekonomi

3 Sugeng Hadi Utomo dan Hadi Sumarsono. “Dampak Kebijakan Desentralisasi Fiskal
terhadap Efisienst Sektor Publik dan Pertumbuhan Ekonomi di Jawa Timur *, JESP I'ol. 1, No. 2, 2009.

4 Nyoman Utari Viprianti. *Studi Sosial Ekonomi Tentang Keterkaitan antara Modal Sosial
dan pembangunan Ekonomi wilayah studi kasus di Empat Kabupaten di Provinsi Bali”. Thesis, Bogor:
Sekolah Pasca Sarjana IPB. Tanpa tahun.

15 Ruslan Abdul Ghofur Noor, “Kebijakan Distribusi Ekonomi Islam Dalam Membangun
Keadilan Ekonomi Indonesia”, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Raden Intan, Lampung ISLAMICA,
Vol. 6, No. 2, Maret 2012.
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merupakan tanggung jawab bersama, bukan hanya tanggung jawab salah satu
institusi yang ada, melainkan tanggung jawab bersama selaku agen ekonomi dan
institusi ekonomi.

Pengaruh Kapasitas Fiskal Daerah Dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Pada
Indeks Pembangunan Manusia jurnal yang ditulis oleh Cok Istri Krisnanda Widani
dan Ni Made Adi Erawati, Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, menganalisis
dan mendapatkan bukti empiris tentang pengaruh kapasitas fiskal daerah (dengan
parameter PAD, DAU, DBH) dan pertumbuhan ekonomi daerah pada IPM di
Kab/Kota Provinsi Bali. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh
dari Biro Keuangan Provinsi Bali dan Badan Pusat Statistik. Teknik analisis data
yang digunakan meliputi: uji asumsi klasik, uji koefisien determinasi, uji F, dan uji
t. Hasil pengujian menunjukkan bahwa PAD dan DAU berpengaruh negatif dan
tidak signifikan pada IPM, sedangkan~DBH berpengaruh positif tetapi tidak
signifikan terhadap IPM, dar/Pertumbuhan Ekonomi Daerah berpengaruh positif
dan signifikan pada IPM Kabupatei/Kota Provinsi Bali.'®

Partisipasi Masyarakat DangStakeholder Dalam Penyelenggaraan Program
Corporate Social Responsibility (CSR) Dan Dampaknya Terhadap Komunitas
Perdesaan.”” Jurnal ini lebih menyoroti ‘peran masyarakat dan LSM dalam
meningkatkan kehidupan social-danh ‘ekonomi masyarakat didesa, penelitian ini
bertujuan untuk mengidentifikasi hubungan antara tingkat partisipasi masyarakat
dan pemangku kepentingan dalam menyelenggarakan program CSR. Sedangkan
dalam penelitiany tesis) penulis=bertujuan mengidetifikasi pembangunan social
ekonomi yang ‘telah dilakukan-pemerintah“daerah’serta“dampak dan pengaruhnya
bagi kehidupan masyarakat dfidragiri Hilir.

Sinergitas Pemerintah,"Dunia Usalla Dan Masyarakat Sipil (Civil Society)
Melalui Corporaté |Sotial™Responsibility™ (CSR) Palam Program Pengentasan
Kemiskinan Di Kota Cilegon™ Merupakan=jurfial yang membahas bagaimana
sinergi antara pemerintah dunia usaha dan masyarakat dalam mengentaskan
kemiskinan melalui dana-dana CSR yang dimiliki oleh perusahaan dan peran
masyarakat. Jurnal ini menjadi rujukan dalam penelitian karena sama-sama ingin
melakukan pembangunan social ekonomi perbedaannya adalah karena

16 Cok Istri Krisnanda Widani dan Ni Made Adi Erawati, “Pengaruh Kapasitas Fiskal Daerah
Dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Pada Indeks Pembangunan Manusia™. E-Jurnai Akuntansi Universitas
Udayana Bali, Vol.17.1. Oktober 2016.

17 Isma Rosyida dan Fredian Tonny Nasdian, “Partisipasi Masyarakat Dan Stakeholder Dalam
Penyelenggaraan Program Corporate Social Responsibility (CSR) Dan Dampaknya Terhadap Komunitas
Perdesaan”. Jurnal Sodality Institut Pertanian Bogor Fakultas Ekologi Manusia, ISSN: 1978-4333, Vol.
05, No. 01 30 Maret 2011.

18 [pah Ema Jumiati, “Sinergitas Pemerintah, Dunia Usaha Dan Masyarakat Sipil (Civil
Society) Melalui Corporate Social Responsibility (CSR) Dalam Program Pengentasan Kemiskinan Di Kota
Cilegon™. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Tanpa Tahun.
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pembangunan social ekonomi yang dilakukan dalam jurnal ini hanya sekedar dalam
memngetaskan kemiskinan, sedangkan peneliti ingin melakukan pembangunan
social ekonomi lebih dari pengentasan kemiskinan. Dalam jurnal ini peneliti ingin
menghasilkan output untuk mengentaskan kemiskinan masyrakat cilegon dengan
kesepakatan-kesepakatan yang dibangun bersama, untuk kepentingan ke depan
dalam jangka panjang. Sedangkan penelitian tesisi ini ingin melihat sejaiuh mana
peran pemerintah dalam pembangunan social ekonomi dan sinergitas yang telah di
lakukan dalam perode pemerintah saat ini.

Sehingga dari beberapa penelitian yang disebutkan diatas penelitian ini
berbeda karena bukan merupakan penelitian kuantitatif yang biasanya banyak
digunakan dalam penelitian kebijakan fiskal, penelitian kebijakan public biasanya
menghitung jumlah pendapatan dan melihat pengeluaran dari anggaran kebijakan
fiskal, sedangkan penelitian ini merupakan-penelitian kualitatif yang lebih melihat
pendektan secara teoritis menggunakan teori salah satu tokoh pemikir Islam
kontemporer (Muhammad Abdul Mannan) yang gagasannya membuat sejarah baru
dalam ekonomi khususnya dalam méndukung dan mmenyebarkan pengaruh ekonomi
Islam didunia dalam bidang pebankan@lslam. Sehingga gagasan nya terhadap
penerapan kebijakan Fiskal Islamyang| sesuai dengan Al-Qur’an dan Sunnah
diharapkan dapat diterima dan menjadi/solusi dalaim penetapan kebijakan fiskal
daerah atau bahkan Negara untuk mengulang guksésfiya pengenalan system ekonomi
Islam bukan hanya dalam perbankan tetapi juga system kebijakan fiskal yang sesuai
dengan Islam yang di bumikan, Penelitian-ini juga melakukan kebijakan fiskal apa
saja yang secara tidak. JJangsung ‘sudah.mengaitkan nilaisnilai 4slam dan dari hasil
penerapannya menghasilakn solusiwserta perubahany dalam pembangunan social
ekonomi didaerah Kabupaten Indragiri-Hilir Riau.

. Kerangka Teori

Ekonomi Islam yang dimaksud Muhammad Abdul Mannan adalah “sosial
science which studies the economics problems of peole imbued with the values of
Islam” (Ilmu ekonomi Islam adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari
masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilbami oleh nilai-nilai Islam). Ekonomi
Islam telah ditandai sebagai ekonomi tiga sektor, yaitu sektor swasta dengan
keuntungan, sektor sukarela dan sektor publik. Ketiga sektor bekerja sama
memberikan kerangka kelembagaan Ekonomi Islam (4n Islamic economy has been
characterized as a three sector economy, namely the private sector with profit, the
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voluntary sector and the public sector. The three sectors working in conjunction
furnish the institutional framework of an Islamic economy). "

Keunggulan sistem ekonomi Islam berupa menyatunya nilai moral dan nilai
spiritual didalam sistem tersebut. Nilai moral itulah yang tidak ada dalam kegiatan
perekonomian model sistem ekonomi kapitalis ala barat. Jika tidak ada kontrol nilai
moral, maka yang timbul adalah perilaku para pelaku ekonomi yang cenderung
merusak dan dapat merugikan masyarakat umum. Sebagai contoh munculnya
praktek-praktek monopoli, riba dan berbagai teknik kecurangan-kecurangan yang
terus muncul dalam berbagai modus. *°

1. Pemikiran Abdul Mannan
Muhammad Abdul Mannan lahir di Bangladesh pada tahun 1938 Setelah
menerima gelar master di-bidang-ekonomi dari Universitas Rasjshahi pada

1960, ia bekerja di berbagai kantor ekonomi pemerintah d Pakistan. Pada 1970

ia pindah ke Amerika|Serikatfdan di sana ia mendaftarkan diri di Michigan

State University untuk/program M.A) |(Economics). Pada 1973 ia lulus

program Doktor dari universitasiyang_sama, dalam bidang minat beberapa

bidang ekonomi, seperti bidang pendidikan, ekonomi pembangunan,
hubungan industrial dan_keuangan. ~ Setelah mendapatkan gelar doktor

Mannan mengajar di Papua Nugini daipada 1978 ia ditunjuk sebagai profesor

di International Centre for mic Economi di Jeddah (kini bernama Centre for

Research in Islamic,Economics)s

Selama 30 tahun kariernya, Mannan berperan dalam sejumlah besar
organisasi pendidikan=dan ekonemt, /Pada 1970 la menerbitkan buku
utamanya yang pertama, yaitu Islamic Economics Theory and Practice. Buku
ini dipandang gleh kebanyakan‘mahasiswa, dai sarjana ekonomi Islam sebagai
buku teks pertama ekonomi Islam. Untuk sumbangannya bagi pengembangan
ekonomi Islam, Mannan dianugerahi Award of Pakistan pada 1974, yang bagi
Mannan setara dengan hadiah Pulitzer.?!

Mannan mendefinisikan ekonomi Islam sebagai ilmu sosial yang
mempelajari masalah-masalah ekonomi bagi suatu masyarakat yang diithami
oleh nilai Islam. Ekonomi berhubungan dengan produksi, distribusi dan
konsumsi barang serta jasa dalam kerangka (suatu) masyarakat Isiam yang di
dalamnya jalan hidup Islami ditegakkan sepenuhnya. Ekonomi I[slam

' F.R. Farid, “Theory of Fiscal Policy in an Islamic State™, J. Res. Islamic Econ., Vol. 1, No.
1, pp. 15-30 (1403/1983). King Ahdulaziz University, Jeddah, Saudi Arabia, hlm. 15.

2 Djoko Setyo Hartono, “Ekonomi [slam Sebagai Solusi Altenatif Krisis Ekonomi Eropa”,
Seminar Nasional Ilmu Ekonomi Terapan 112 Fakultas Ekonomi UNIMUS 2011, hlm. 118.

2l Mohammed Aslam Haneef, Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer analisis komparatif
terpilih, (Jakarta: Rajawali, 2010), him. 16.
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merupakan studi tentang masalah-masalah ekonomi dari setiap individu dalam
masyarakat yang memiliki kepercayaan terhadap nilai-nilai kehidupan Islami,
yakni homo Islamicus. Dihadapkan pada masalah “kelangkaan™ bagi Mannan,
sama saja artinya dengan kelangkaan dalam ekonomi Barat, pilihan individu
terhadap alternatif penggunaan sumber daya saling berbeda, dipengaruhi oleh
keyakinannya terhadap nilai-nilai Islam. Dengan demikian, yang
membedakan sistem ekonomi Islam dari sistem ekonomi lain adalah sifat

motivasional yang mempengaruhi pola, struktur, arah dan komposisi produksi,
distribusi dan konsumsi.??

Landasan teoritis Mannan berisi sejumlah asumsi dasar Manusia Islam
(Islamic man) yang dimaksud ialah seseorang yang menginginkan bersatunya
ekonomi dan moral yang maksimum, dianggap bersifat individualistik, tetapi
sekaligus kooperatif dan bertanggung/\jawab, secara sosial. Bagaimana
kontradiksi yang sedemikian jelas inidipecalikan, tidaklah jelas. la juga tidak
percaya pada harmony of interests, yang menjamin terbentuknya pasar seperti
yang dikemukakan oleh Adam\Smith:y Dalam model eklektik itu ia
menyimpulkan bahwa perekoniomian Islamdiharapkan akan bekerja pada
perpotongan antara sistemo pasar|\dan pperencanaan terpusat, yaitu
menggabungkan yang terbaik-antara keduanya,

Mannan juga menolak materialisme historis dan percaya bahwa hal itu
merupakan ‘‘versiy moraly dan pspiritual”¢dari-manusiagyang memadukan
kegiatan ekonomd] Social, politik;=dan biologis,” yaitu Berlawanan dengan
determinasi ckonomi Marxisihé. la jnelihat jadanya kebutuhan terhadap
perubahan menuju yang lebii™baik™dan menyatakan bahwa hanya ekonomi
Islam yang dapat mémberikan perubahamterseébutikarena nilai-nilai etika dan
kemampuan motivasional yang “dimilikinyd. 1@ juga menyebarkan gagasan
mengenai perlunya membebaskan diri sendiri dari paradigma kaum neoklasik
positivis, dengan menyatakan bahwa observasi harus ditujukan kepada dan
dilengkapi dengan data historis dan data wahyu.

Mannan mendukung pandangan yang menyatakan bahwa kepemilikan
absolut terhadap segala sesuatu hanyalah ada pada Allah SWT. Sebagai wakil
amanah (khalifah Nya) di muka bumi, manusia diharuskan menggunakan
semua sumber daya yang telah disediakan untuk kebaikan dan
kemaslahatannya. Kepemilikan individu dikenal dan dilindungi dalam Islam,
tetapi legitimasi kepemilikan bergantung pada kewajiban moral, agama, dan
kemasyarakatan individu yang bersangkutan, selama tidak terjadi eksploitasi

2 Jbid, him. 17.
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ataupun pencabutan atas hak pihak lain. Setiap orang memiliki hak yang sama
mengenai sumber-sumber produktif yang tersedia, dan setiap orang memiliki
hak yang sama untuk berpartisipasi dalam proses distribusi. Penguasaan
kekayaan fungsionu dibenarkan dan mendorong penggunaan modal secara
produktif dan menguntungkan.

Mannan menyusun aturan berkaitan dengan kepemilikan individu dalam
sistem ekonomi Istam, yaitu:

1) Tidak boleh ada aset yang menganggur. Setiap aset harus di manfaatkan
secara terus-menerus;

2) Pembayaran zakat diwajibkan apabila telah memenuhi syarat;

3) Penggunaan yang menguntungkan atau penggunaan untuk kegiatan yang
menguntungkan;

4) Penggunaan aset tidak boleh untuk hal-hal yang dapat membahayakan,
baik bagi dirinya maupun orang lain;

5) Kepemilikan kekayaanisecarafsah;

6) Penggunaan yang seimbang;

7) Keuntungan dari penggpndan yang benar serta tidak diperkenankan
konsentrasi kekayaan-keépadasekelompok masyarakat;

8) Penerapan hukum Islam tentang warisan.

Negara boleh intervensi dalam perekonomian apabila terdapat
pelanggaran) ftertiadap sberbagai) attirap ~tersebut£Akan tetapi, ia tidak
menyebutkan ‘apakah ‘individu yang melanggar masih boleh memegang hak
kepemilikannya “derigdi sanksi htkum” ataukah ia harus kehilangan haknya.

Kemudian, berkaitan défgan mekanisme pasar, Mannan tidak yakin jika
mekanisme pasarsajaSudateukupifukinienentukan semua harga dan jumlah
output, khususnya jika berhubungan dengan pemberian bagi si miskin.
Disebabkan oleh konsep permintaan efektif yang mendasari mekanisme pasar,
ketidakmerataan pendapatan dan kekayaan pasti akan menyebabkan kegagalan
mekanisme pasar dalam penyediaan kebutuhan dasar untuk kepentingan
permintaan si kaya. Mannan mengemukakan konsep kebutuhan efektif untuk
menggantikan konsep permintaan efektif.

1.1. Kebijakan Fiskal Mannan

Kebijakan Fiskal dan Angaran Belanja dalam Islam menurut
Mannan bertujuan untuk mengembangkan suatu masyarakat yang
didasarkan atas distribusi kekayaan yang berimbang dengan
menempatkan nila-nilai material dan spiritual pada tingkat yang Sama.
Menurut Mannan Al-Quran adalah satu-satunya kitab yang meletakkan
perintah yang tepat tentang kebijakan Negara mengenai pengeluaran
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pendapatan. Kebijakan fiskal dianggap sebagai alat untuk mengatur dan
mengawasi perilaku manusia yang dapat dipengaruhi melalui insentif
atau meniadakan insentif yang disediakan dengan meningkatkan
pemasukan pemerintah. Mannan juga mengutip yang dikatakan Profesor
R.W. Linson "dalam membuat pengeluaran pemerintah dan dalam
memperoleh pemasukan pemerintah, penentuan jenis, waktu dan
procedural yang harus diikuti,” hal ini diarahkan untuk mencapai tujuan
khas tertentu.”

Mannan meghendaki kebijakan fiskal yang tidak hanya meletakan
orientasi material, akan tetapi perlu meletakkan perspektif nilai-nilai
spiritual. Peranan negara adalah merestrukturisasi pola dan organisasi
produksi yang menurut Mannan (1984) mencakup hal-hal berikut:

1) Penekanan pada kerja sama dan persaingan yang diawasi

2) Penekanan pada bagi 'Hasil'dan_ partisipasi berkeadilan untuk
menggantikan bungaj

3) Kebijakan moneter|dan fiskal yang terdefinisikan dengan jelas demi
stabilisasi;

4) Kebijakan upah yang bagus;

5) Memajukan integrasPekonomi antarnegara Muslim;

6) Perlindungan umum-atas kegidtan-ekonomi.

7) Penyediaan kebutuhan dasar bagi semua orang.

Penierintaliharus/mengambil perampenting dalam perekonomian
karena aloKasi sumber daya tidak dapat diserahkan pada kebebasan
individu dalam kaitannya [pencapaian\kesejahteraan bersama. Dengan
mendukung kontrol dan pengawasan Mannan menyatakan bahwa
keadilan lebili ‘penting )daripada, efisiensi, tepitama jika berhubungan
dengan kebutuhan dasar.

Berkaitan dengan instrumen fiska! dalam perekonomian, Mannan
menggap zakat sebagai poros keuangan Negara Islam. Zakat merupakan
sumber utama penerimaan vang tidak dipandang sebagai pajak lebih
sebagai kewajiban agama karena kedudukannya sebagai salah satu rukun
Islam. Zakat merupakan sebuah elemen sosialisme Islam yang
digagasnya. Meletakkan wakaf sebagai instrumen kebijakan fiskal yang
potensial dan zakat sebagai pendukung untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat.

2 Muhammad Abdul Mannan, /slamic Economics Theory and Practice, alih Bahasa M.
Nastangin, Teori dan Praktck Ekonomi Islam, (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1997), him. 230.



27

Mannan juga menyatakan bahwa system produksi dalam Islam
harus dikendalikan oleh kriteria objektif maupun subjektif. Kriteria yang
objektif akan tercermin dalam bentuk kesejahteraan yang dapat diukur
dari segi uang. Kriteria subjektif dalam bentuk kesejahteraan yang dapat
diukur dari segi etika ekonomi yang didasarkan atas perintah-perintah
kitab suci Al-Qur’an dan sunnah. Jadi dalam Islam keberhasilan sebuah
system ekonomi tidak hanya disandarkan pada segala sesuatu materil
tapi agar bagimana setiap aktifitas ekonomi bisa menerapkan nilai-nilai,
norma, etika atau dengan kata lain akhlak yang baik dalam
berproduksi.?*

1.2. Pembangunan Sosial Ekonomi Mannan

Pembangunan—ekonomi—social menurut Abdul Mannan yakni
pertumbuhan ekonomi dalam masyarakat Muslim berdasarkan prinsip
menggembirakan {at-targib), yang terdapat didalam Al-Qur’an dan
Sunnah. Sedangkan menurut/Yusuf Qardhawi pembangunan ekonomi
dalam Islam untuk mewujudkam kehidupan yang baik (al-hayat at-
fayibah) sebagaimana | disebutkan didalam Al-Qur’an. Tujuan
pembangunan ekonemi “untuk-! merubah masyarakat sehingga
mendapatkan ridho Allah:

Mannan memandang bahwa “keterlibatan Islam yang bersifat
pragmatis dan realistis jbagi ¢si* miskin jadalalr sangat tulus sehingga
distribusi pendapatan=menjadi=pusat berputarnya pola dan organisasi
produksi dalamSuatu negara Islam”. Mannan menambahkan bahwa
"Pertimbangan’distribust yang harus memengaruhi produksi barang jasa,
sehinggajla jugasmenjadiviridikator konsumsi”.

Berkaitan dengan produksi dalam Islam, menurut Mannan, tujuan
perusahaan bukan hanya memaksimalkan keuntungan, melainkan juga
harus memperhatikan moral, sosial, dan kendala institusional.
Perusahaan tidak lagi dipandang hanya sebagai pemasok komoditas
tetapi juga sebagai penjaga bersama (yaitu, bersama pemerintah) bagi
kesejahteraan ekonomi dan masyarakat. Proses produksi menurut
Mannan (1984) adalah kerjasama antara para anggota masyarakat untuk
menghasilkan barang dan jasa bagi kesejahteraan ekonomi di
masyarakat. Nilai persaudaraan, jika diaplikasikan ke dalam lingkungan
ekonomi, akan melahirkan lingkungan kerja sama dan bukan persaingan;
penyebaran lebih luas dan bukan konsentrasi ataupun eksploitasi sumber

23 M. Abdul Manna, Islamic Economic Theory and Practice, alih Bahasa M. Nastangin, Teori
dan Praktik Ekonomi Islam, Cet. 1 (Yogyakarta: PT. Dhana Bakti Prima Yasa, 1997), Hlm. 54-55.
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daya alam (manusia) lebih lanjut. Akhimya, menurut Mannan, produksi
merupakan proses sosial. Dalam proses sosial ini ia menetapkan
keputusan produksi tidak seperti pendekatan neoklasik yang
memandang keduanya secara terpisah. Mannan setuju dengan gagasan
pembagian kerja dan spesialisasi untuk mem produksi secara efisien dan
adil, tetapi secara konstan menekankan perlunya humanisasi proses
produksi.

Secara umum, pemikiran ekonomi yang disampaikan oleh M.A.
Mannan adalah sebagai berikut;

1) Perekonomian Islam diharapkan akan bekerja pada perpotongan
antara sistem pasar dan perencanaan terpusat.

2) Kepemilikan absolut terhadap segala sesuan hanyalah ada pada Alah
Sebagai wakil amanah~(khdlifah-Nya) di muka bumi, manusia
diharuskan menggunakansemua symber daya yang telah disediakan
untuk kebaikan dan/kemaslahatannya.

3) Pemerintah harus mengambil™peran penting dalam perekonomian
karena alokasi sumber daya tidak @dapat diserahkan pada kebebasan
individu dalam kaitannya/dalam pencapaian kesejahteraan bersama.

4) Proses produksi merupakan tsaha‘kerja sama antara para anggota
masyarakat untuk menghasilkan barang dan jasa bagi kesejahteraan
ekonomi di masyarakat.

Mannan menerbitkan bukunya pada tahun 1984 yang berjudul The
Making Of Islamic| Feenomic fSeciety jdan The Frontier Of Islamic
Economics. Mannan memberikan kontribusi dalam pemikiran ekonomi
Islam melalui| bukunya (yang ‘berjudul~Is/amic\, Economic Theory and
Practice yang menjelaskan bahwa sistem ekonomi Islam sudah ada
petunjuknya dalam Al-Quran dan Hadits.

Dari sumber hukum Islam Mannan merumuskan langkah
operasional yakni salah satunya mengimplementasikan kebijakan yang
telah ditetapkan, Melakukan evaluasi atas tujuan yang telah ditetapkan
sebelumnya atau atas target bagaimana memaksimalkan kesejahteraan
dalam seluruh kerangka yang ditetapkan, dan Membandingkan
implementasi kebijakan yang telah ditetapkan pada langkah dengan
pencapaian yang diperoleh (perceived achievement).

Kelebihannya pemikiran Mannan dapat dikemukakan dalam
beberapa hal:

a) Pandangan dan pemikirannya komprehensif dan integratif
mengenai teori dan praktek ekonomi Islam, menghadirkan
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gambaran keseluruhan dan bukan hanya potongan-potongannya. Ia
melihat sistem ekonomi Islam dalam perspektifnya yang tepat.

b) Karakteristik kedua dari pemikirannya adalah terintegrasinya teori
dengan praktik ekonomi Islam. Muhammad Abdul Mannan dengan
sangat baik mengembangkan argumen yang jitu dalam
menggulirkan konsep ekonomi Islam inklusif masalah peranan
asuransi Islam.

c) Ketiga, karakteristik gagasan dan pemikirannya ini telah
meningkatkan tingkat perdebatan mengenai ekonomi Islam,
asuransi dan perbankan Islam, oleh evaluasi kritis dari sebagian
gagasan baru yang berkembang selama dekade baru, dengan
menghadirkan pandangan-pandangan baru dan saran kebijakan
yang relevan~Empat—Belas, (14) Evaluasinya tentang sebagian
usulan dari daporan Dewan| Ideologi Islam Bangladesh telah
memperkaya-perdebatan. Pandangannya tentang konsep asuransi,
uang, perbankamylslamg kerangka mikro dan makro ekonomi,
kebijakan fiskal dan“Anggaran Belanja dalam Islam di dasarkan
atas pemahaman yang|luas dan akurat.

Konsep wakaf tuniai pemikiran Abdul Mannan, Wakaf merupakan
instrumen fiskal yang mamiliki'ciri keabadian, yang artinya apabila harta
tertentu telah diwakafkan maka hal itu tidak akan berubah hingga hari
akhir, Menurut Abdul Mannan, yyang merupakan salah satu pioneer
dalam’ pengembangan-wakaf tumai dalam ekonemi Islam. Bahwa wakaf
tunai memilikj @t yyang sangat penting bagi perekonomian negara,
sebagal sarana “transfer” harta kekayaan orang kaya kepada para
pengusaha, dan~wapgayiasyarakat dalamamembiayai berbagai program
keagamaan, 'sosial,~dan pendidikan"dalam negara-negara Islam. Di
samping itu, wakaf tunai juga dapat berfungsi sebagai investasi yang
strategis untuk menghapuskan  kemiskinan dan menangani
ketertinggalan dalam bidang ekonomi, kesehatan, pendidikan dan riset.
25

Kebutuhan dan Urutan Prioritas dalam Islam, Mannan
menggolongkan kebutuhan-kebutuhan manusia dalam tiga judul:
Pertama, Keperluan biasanya meliputi semua hal yang diperlukan untuk
memenuhi segala kebutuhan yang harus dipenuhi. Kedua, Kesenangan
didefinisikan sebagai komoditi yang penggunaannya menambah
efisiensi pekerja, akan tetapi tidak seimbang dengan biaya komoditi

> Martini Dwi Pusparini, “Konsep Wakaf Tunai Dalam Ekonomi Islam: Studi Pemikiran

Abdul Mannan”, FALAH Jurnal Ekonomi Syariah, Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, hlm.
26.
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semacam itu. Ketiga, kemewahan menunjuk kepada komoditi yang

penggunaanya menambah efisiensi seseoarang bahkan mungkin

menguranginya (misalnya: perhiasasan, kendaraan mewah dl1). 26

2. Kebijakan Fiskal

Kebijakan fiskal diartikan tindakan kebijaksanaan yang dilakukan oleh
pemerintah, yang berkaitan dengan pendapat dan pengeluaran vang di daerah
maupun dalam negara’’. Kebijakan {iskal adalah kebijakan pemerintah yang
berkaitan dengan pengaturan kinerja ekonomi melalui mekanisme penerimaan
dan pengeluaran pemerintah. Kebijakan fiskal terwujud dalam APBN
(Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) maupun APBD (Anggaran
Pendapatan Belanja Daerah).?

Kebijakan disuatu daerah bisa mempunyai konsekuensi jangka pendek
dan jangka panjang. Suatu kebijakan-publikanestinya lebih banyak diarahkan
pada upaya pencapaian utilitastertinggi dari masyarakat. Pada pelaksanaannya
banyak sekali yang menjadi liambatanidan kesulitan ini bertambah manakala
pemerintah daerah berhadapén dengan perubahan kebijakan. Tidak dapat
dipungkiri kemudian kekuatan kompromi politik kemudian menentukan arah
kebijakan.?’

Beberapa pandangan| —kebijakan. fiskal menurut pandangan ahli;
Kebijakan Fiskal adalah rlangkah-langkah| pemerintah untuk membuat
perubahan-perubahan dalam sistem pajak atau dalam perbelanjaannya dengan
maksud untuk mengatasi nasalah-masalah-ekonoemi,yang-dihadapi. Menurut
Prathama Rahardja Kebijakan—Fiskal «adalah’ Kebijakan ekonomi yang
digunakan pemerintah uantuke mengelelah/ mengarahkan perekonomian ke
kondisi yang lebih baik atdu=yang-diinginkan 'dengan cara mengubah-ubah
penerimaan dan pengeluaran,pemerintahs

3. Pembangunan Sosial Ekenomi

Konsep Pembangunan Ekonomi Islam, pembangunan ekonomi yang
disertai perubahan social budaya, akan banyak menimbulkan masalah moral,
oleh karena itu alternative yang dapat dilakukan oleh ilmu ekonomi agar
merespon aspek moral dengan cara mengaitkan pembangunan ekonomi

2 M. Abdul Manna, Islamic Economic Theory and Practice, alih Bahasa M. Nastangin, Teori
dan Praktik Ekonomi Islam, Cet. 1 (Yogyakarta: PT. Dhana Bakti Prima Yasa, 1997), hlm. 48.

7 Ibnu Syamsi, “Dasar-dasar Kebijaksanan Keuangan Negara™. (Jakarta: Bina Aksara, 1983),
him. 46.

2% Siti Mujiatun, “Kebijakan Moneter Dan Fiskal Dalam Islam *, Fakultas Ekonomi UMSU,
tanpa tabun, hlm: 74.

2 Asnita Frida Sebayan, Kinerja Kebijakan Fiskal Daerah Di Indonesia Pasca Krisis, Jurnal
Ekonomi Pembangunan Vol. 10 No. 3, Desember 2005 Him: 204
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dengan agama.’® Dalam jurnal Asmuni teori Khursyid pembangunan ekonomi
tidak terbatas variable ekonomi semata tetapi aspek moral dan social, material
dan spiritual. Khursyid juga memaparkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak
lepas dari keadilan distribusi pendapatan dan kekayaan bagi setiap individu
pada seluruh generasi menghapus riba dan mewajibkan zakat. Pembangunan
ekonomi untuk merealisasikan desentralisasi.

Quhaf mengatakan bahwa tujuan pembangunan ekonomi untuk
membentuk lklim yang kondusif bagi keagungan nilai-nilai Islam dalam suatu
masyarakat yang sejahtera secara material dan memenuhi kebutuhan yang
memadai bagi masyarakat Muslim. Quhaf juga perlu menselaraskan
pembangunan ekonomi di berbagai daerah.

Menurut Naqwa Islam harus mewujudkan keadilan distribusi
pendapatan, meskipun dengankeadaan,pertumbuhan ekonomi yang relative
rendah. Tolak ukur unték pertumbuhan ekonomi pada era modern memiliki
indicator-indikator seperti, keadilan datam distribusi pendapatan, keberhasilan
dalam mengatasi penggaguran ataugnembuka lapangan kerja dan lain-lain.

4. Pembangunan EkonomiDaerah

Pembangunan Ekenomi Daerah adalah suatu proses dimana pemerintah
daerah dan masyarakat-mengélola-sumber daya yang ada dan membentuk
suatu pola kemitraan Antara pemerintah daerah deugan sector swasta untuk
menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan
kegiatan ekenemi (pertumbuhanekonomi)idalam wilayah tersebut.!

Masalah pokok datam" pembangunan’ daerah” adalah terletak pada
penekanan terhadap kebijakan-kebijakan pembangunan yang didasarkan pada
kekhasan daerah yang“bersanigkutan dengan menggunakan potensi sumber
daya manusiaj kelémbagaan, danisumber dayafisik secara local (daerah).

Pembangunan~Ekonomi Daerah adalah suatu proses yang mencakup
pembentukan institusi-institusi baru, pembangunan industry-industri
alternative. Setiap upaya pembangunan ekonomi daerah mempunyai tujuan

utama untuk meningkatkan jumlah dan jenis peluang kerja untuk masyarakat
daerah

him. 129

3 Asmuni Mth, “Konsep Pembangunan Ekonomi Islam ”, A/-Mawarid Edisi X tahun 2003,

3 Lincolin Arsyad, Pengantar Perencanaan Pembangunan Ekonomi Daerah,

(Yogyakarta:BPFE, 2011), hIm. 108-109.
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5. Pembangunan Sosial

Secara konseptual, istilah pembangunan sosial (social development) sering
dipertukarkan dengan pembangunan manusia (human development) dan
pembangunan kesejahteraan sosial (social welfare development) memiliki
konsentrasi yang relatif berbeda, meskipun bersinggungan. pembangunan
manusia memfokuskan perhatiannya pada peningkatan modal manusia (human
capital) yang diukur melalui dua indikator utama; pendidikan (misalnya angka
melek huruf) dan kesehatan (misalnya angka harapan hidup). Pembangunan
sosial bertujuan untuk meningkatkan kualitas individu, keluarga, dan
masyarakat melalui pendidikan, kesehatan, jaminan sosial, partisipasi
masyarakat, dan keadilan sosial. 3

3 Romi Sukma, “Strategi Pembangunan Sosial: Upaya Pengentasan Masalah Kemiskina,”
dikutip dari hitp://www.sumbarprov.go.id/details/news/6010, diakses pada hari Sabtu 8 April 2017 jam
12.30 WIB.



C. Kerangka Berpikir
Gambar 1 Kerangka Berpikir Penelitian.

PENERAPAN
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Penjelasan Kerangka Berpikir

(1) Teori kebijakan umum yang dimasukkan dalam kerangka teori sebagai
penghubung tujuan dari kebijakan fiskal di Indonesia dan sebagai
penjelasan dalam penyusunan penelitian ini.

(2) Teori kebijakan fiskal Mannan menjadi rujukan utama dalam penelitian
ni.

(3) Penerapan kebijakan fiskal memiliki fungsi yang sangat luas dalam suatu
daerah atau Negara fungsi kebijakan fiskal ini yang menjadi sangat
penting karena untuk pembangunan social ekonomi di suatu wilayah.

(4) Pembangunan social ekonomi dalam kebijakan fiskal yang diambil dari
pemikiran Mannan ini, akan dilihat yang mana saja yang diterapkan di
Kabupaten Indragiri Hilir.

(5) Kesesuaian dan ketidak sesuaiir denganteori dianalisa dalam pembahasan
penelitian. )

(6) Ketidak sesuaian dengamtedri akan dicarikan solusi yang merujuk keteori
Mannan dan kebutuhanimasyarakat.

(7) Hasil dari penerapan yang sudah sesuai akan dibahas alasan mengapa
dianggap sesuai.



BAB 111
METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, menurut Moleong penelitian
kualitatif adalah suatu penelitian ilmiah yang bermaksud untuk memahami
fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku,
persepsi, motivasi, tindakan dan lain sebagainya.! Dalam hal ini penelitian yang
Akan dilakukan peneliti yakni fenomena terkait tindakan pemerintah daerah dalam
suatu kebijakan Fiskal di daerah Indragiri Hilir Riau, dan apakah fenomena ini ada
kesesuain dengan teori Abdul Mannan.

Penelitian kualitatif deSkriptif dengan \pendekatan Grounded Theory dan
Triangulasi data. Grounded|Theory adalah merupakan salah satu jenis pertanyaan
pada pendekatan model penelitian kualitatif.| Dalam buku Herdiansyah bahwa
pendekatan grounded theory ddalah'pengembangan suatu teori yang berhubungan
erat kepada konteks peristiwa>dipelajan. Teori| vang digunakan pada penelitian ini
adalah Teori Abdul Mannan [terkait Kebijakan Fiskal di dalam suatu pemerintahan.
Akan lebih ideal jika ada kesesuaian antarakebijakan fiskal di suatu Daerah dengan
kebijakan fiskal Abdul Mannan'karena Mannan mendasari teori kebijakannya
dengan nilai-nilai Islam dan konteks Pembangunan social ekonomi masyarakat.
Pertanyaan lanjutan pada grounded theory-dapat dikélempokan berdasarkan aspek-
aspek tahapan pengodean. Beberapa poin penting yang perlu tercantum dalam
pertanyaan penelitian model grounded/theoiy; adalah sebagai berikut: 2
1) Kategori-kategori umum apa saja yang dimunculkan dalam tinjaun (review)

pertama dari data yang diperoleh.

2) Memberikan daya Tarik dari fenomena yang diangkat, apa yang mendasari atau
menyebabkannya? Kondisi apa saja yang memengaruhi? Strategi apa saja yang
digunakan serta apa yang dihasilkan dari fenomena tersebut? Konsekuensi apa
yang akan didapatkan dari strategi yang digunakan tersebut.

B. Tempat atau Lokasi Penelitian

Penentuan lokasi penelitian ini dimaksudkan untuk lebih mempersempit ruang
lingkup dalam pembahasan dan sekaligus untuk mempertajam fenomena sosial yang
ingin dikaji sesuai dengan substansi. Sehingga lokasi penelitian ini yaitu di
Kabupaten Indragiri hilir Provinsi Riau tepatnya pada lembaga pemerintah daerah

! Lexy, Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, cet. XV, (Bandung: Remaja Rosdakarya,
2005), him. 3.

% Haris Herdiansyah, Metode penelitian kualitatif (untuk ilmu-ilmu social), cet. 111, (Jakarta:
Salemba Humanika, 2014), hlm. 96.
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yang membuat kebijakan fiskal, Pemerintah daerah kabupaten Indragiri Hilir
khususnya di kota Tembilahan yang merupakan Ibu kota kabupaten dan pusat
birokrasi daerah.

C. Informan Penelitian

Informan adalah orang yang diwawancarai, diminta informasi oleh
pewawancara dan diperkirakan menguasai dan memahami data, inforinasi, ataupun
fakta dari suatu objek penelitian.® Informan yang Akan diambil dalam penelitian ini
merupakan pejabat daerah di Kabupaten Indragiri Hilir Riau yang memiliki peran
dalam pembuatan, pelaksanaan dan mendukung kebijakan fiskal daerah, baik itu
kepala pemerintah, legislative dan pemerintah daerah dalam dinas terkait kebijakan
fiskal. Antara lain;

1)  Bupati dan Wakil Bupati atau/staf yang mewakili.

2}  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (IDPRD)

3)  Perangkat Daerah (yakni; Dinas PendaptandDaerah, Dinas Sosial dan Lembaga
teknis daerah)

Pengertian lain dari informan ialah sebagai pemberi umpan balik terhadap data
penelitian dalam rangka cross check-data ‘Penelitian ini merupakan penelitian
kebijakan public yang dilakukan pemerintah’ daerah, untuk melihat keberhasilan
kebijakan yang dilakukan harus berdampak terhadapa pembangunan social ekonomi
masyarakat didaerah. Sehinggay masyarakat-yangrada didaepah tempat penelitian di
kabupaten Indragiri Hilir"merasakan“dampak dari kebijakan “fiskal yang dibuoat
pemerintah, maka dalam penelitidii [ini beberapa anasyarakat yang dijadikan
informan untuk mengcross chek hasil 'dati ‘wawancara pemerintah daerah, terkait
kepuasan masyarakat atas kebijakanyfiskal dalamrbeberapa dasawarsa kebijakan.

Namun dalam wawarncara mendalam peran informan tetap menjadi sentral,
walaupun kadang informan berganti-ganti. Tugas pewawancara adalah untuk tetap
menjaga agar peran informan selalu dapat berfungsi sebagaimana perannya dalam
proses social yang sebenarnya.’ Sehingga apabila di lapangan informan berubah
maka hal ini tidak di permasalahkan selama informasi yang dicari peneliti sudah
didapatkan dengan pergantian informan yang ada.

* Burhan Bungin. Penelitian Kualitatif Edisi Kedua. (Jakarta: Prenada Media Group, 2016),
im. 111.
4 Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Kuantitatif. (Jakarta: Kencana, 2011), him. 133.

* Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif Edisi Kedua. (Jakarta: Prenada Media Group, 2016)
tlm. 112.
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Teknik Penentuan Informan

Pemilihan informan sebagai sumber data dalam penelitian ini adalah
berdasarkan pada asas subyek yang menguasai permasalahan, memiliki data, dan
bersedia memberikan informasi lengkap dan akurat. Purposive adalah teknik
penentuan Informan dengan cara peneliti memilih informan menurut kriteria tertentu
yang telah ditetapkan. Kriteria ini harus sesuat dengan topik penelitian. Mereka yang
dipilih pun harus dianggap kredibel untuk menjawab masalah penelitian. Dalam hal
ini peneliti memiliki kriteria informan yakni yang membuat, meberikan usulan dan
melaksanakan kegiatan tersebut dalam pembuatan kebijakan fiskal di kabupaten,
anggota DPRD, bupati dan wakil bupati, serta beberapa perangkat daerah.

Kuota merupakan salah satu penentuan informasi untuk melengkapi teknik
sebelumnya, kuota Informansyang, dipilih bertujuan untuk memenuhi kuota vang
telah ditentukan sebelumnya’’Mereka yang dipilih ini diambil begitu saja, tanpa
metode/cara tentu, sebagai cross ¢hek terhadap hasil wawancara sebelumnya dan
untuk memperkuat hasil penelitianndalam hal'ini yang menjadu informan cross chek
adalah masyrakat yang tinggal di daerah Indragiri Hilir.

Teknik Pengumpulan Data

Setiap penelitian disamping penggunaan metode yang tepat diperlukan pula
kemampuan memilih dan menyusun, tekhnik_dan alat_pengumpulan data yang
relevan, sehingga/akan mempengaruhi‘keobjektifan/dan kevalidtan hasil penelitian.®
Adapun teknik pengumpulan, data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini
adalah triangulasi. Triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang
bersifat menggabungkan _dari berbagai teknik-pengumpulan data dan sumber data
yang telah ada.” Yakni melakukan Observasiywawancara dan dokumentasi.

1) Observasi
Metode observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk
menghimpun data penelitian, data penelitian dapat diamati oleh peneliti.® Pada
penelitian ini peneliti melakukan observasi dari lingkungan atau daerah yang
menjadi subjek penelitian serta Instansi-instansi yang menjadi tempat penelitian.

® Hadari Nawawi, Metode Penelitian Bidang Sosial, cet. XII (Yogyakarta: Gajah Mada

University Press, 2012), him. 100.

7 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D, cet. XXI (Bandung: Alfabeta,

2014), him. 241.

8 Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Kuantitatif. (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 143.



2) Wawancara
Salim mengungkapkan data dalam penelitian kualitatif lebih berupa kata-
kata, maka wawancara menjadi perangkat yang sedemikian penting.” Dalam
penelitian ini peneliti menggunakan teknik wawancara bebas terpimpin, artinya
terlebih dahulu disediakan daftar pertanyaan sebagai pedoman, akan tetapi tidak
menutup kemungkinan adanya variasi dan improvisasi pertanyaan yang
disesuaikan dengan situasi dan kebutuhan data pada saat proses wawancara
terasebut.!® Dalam penelitian ini akan dilakukan wawancara terhadap
narasumber yang telah ditentukan dan terhadap steakholders yang berkaitan
dalam pencarian data tersebut.
3) Dokumentasi
Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental
dari seseorang. Hasil penelitiarrdari observasi dan wawancara akan lebih
kredibel jika didukung dengan dokumen tambahan. Dokumen yang digunakan
dalam penelitian ini adalah karya tulis dari Abdul Mannan yang merupakan
acuan teori paling utama dalam penelitiah ini, dokumen yang didapat dari
beberapa informan atau instansi, BadanPusat Statistik Indragiri Hilir dan Data
terkait APBD Indragiri Hilir serta dokumen foto-hasil dari wawancara informan.

F. Keabsahan Data

Menurut Guba dan Lincoln dalam Meleong'! teknik dokumentasi merupakan
bahan tertulis atau filni, Pokumen/yang [ada digunakan dalani penelitian sebagai
sumber data karena dalam banyak hal' dokumen digunakan sebagai sumber data yang
dimanfaatkan untuk menguji, mefiafsirkan /bahkan gneramalkan. Sehingga dalam
penelitian ini pengambilan data melalui ‘dokumen-dokumen atau literatur yang
berkaitan dengan kebijakanfiskal pemerintah daerah.kabupaten Indragiri Hilir.

Selanjutnya dalam hal ini, dokumen yang digunakan adalah data yang bersifat
tertulis ataupun rekaman yang memiliki keterkaitan dengan penelitian. Karena
menggunakan sebuah teori dari Abdul Mannan dan memlihat sejauh mana
kesesuaian kebijakan fiskal di kabupaten Indragiri Hilir maka peneliti akan
melakukan analisis secara terstruktur untuk melihat apakah kebijakan fiskal di
kabupaten Indragiri Hilir sudah memenuhi kategori Kebijakan Fiskal yang Islami
dalam teori Mannan.

? Agus Salim, “Teori dan Paradigma Pemelitian Sosial”, Edisis. 2, (Y ogyakarta: Tiara Wacana,
2006), him. 16.

10 Soetrisno Hadi, Metodologi Research, Jilid II, (Y ogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas
Hukum UGM, 1985}, him. 26

' Lexy Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, cet. XV, (Bandung: Remaja Rosdakarya,
2005), him. 9.
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G. Teknik Analisis Data

Penelitian int menggunakan metode kualitatif, sehingga proses pengumpulan
data dan analisis berlangsung selama dan pasca pengumpulan data. Proses analisis
mengalir dari tahap awal hingga tahap penarikan kesimpulan hasil studi.'? Sehingga
sebagaimana pernyataan Miles dan Huberman dalam Salim “analisis data kualitatif
sebagai model alir (flow model), yang terdiri dari pengumpulan data, reduksi data
(data reduction), penyajian data (data display), dan penarikan kesimpulan dan
verifikasi (conclusion drawing and verification).”

Untuk menganalisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data
yang diperoleh dan disajikan secara deskriptif yang dimulai dengan memaparkan
dan menjelaskan apa yang telah didapatkan dari referensi ataupun data. Proses
analisis data ini yang dilakukan-dengan-eara,memulai menelaah semua data yang
terkumpul dari berbagai sumber terutama dari hasil wawancara dan yang terpenting
dari buku dan jurnal yang.berkaitanhdengan pemikiran Abdul Mannan terkait
kebijakan Fiskal dan pembangunan,socialiekonomi.

Ada 3 tahapan analigis datafkualitatif menurut Miles & Huberman,
yaitu reduksi data, display, dan conclussion/Verification: '3
1) Reduksi Data, Maksud~ dari“reduksi” data adalah kita sebagai peneliti

merangkum, memilah danmemilik, dan‘melakukan kategorisasi dari data-data
yang kita dapatkan dari sumber data melalui beragam teknik pengumpulan data
yang kita lakukan. Dalamypenelitian kualitatif, data utamnanya berupa kata-kata
dan tindakan<Berbeda dengan-penelitian kauntitatif yang data utamanya berupa
angka-angka. Karenajtindakan merupakan bagian dari data utama dalam
penelitian kualitatif. Analisis'yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan,
membuang yangtidak-perlu-dannmengorganisasi data sedemikian rupa sehingga
kesimpulan akhir dapat-diambil.

2) Display Data, display atau Penyajian data kualitatif menurut bentuk/pola
tertentu yang dapat dilakukan dalam bentuk bagan, grafik, uraian singkat,
matrik, chart, dan network. Ketika pola-pola yang ditemukan oleh peneliti telah
dilengkapi dan didukung oleh data, maka pola itu menjadi pola baku yang
selanjutnya dapat disajikan dalam laporan akhir penelitian. Data utama dalam
penelitian kualitatif berupa kata-kata dan tindakan melalui proses wawancara
dan pengamatan perilaku manusia, direkam melalui pencatatan secara tertulis
dan pengambilan gambar berupa foto.

12 Agus Salim, Teori dan Paradigma Penelitian Sosial, Edisis. 2, (Y ogyakarta: Tiara Wacana,
2006). Hlm. 22.

BAhmad Mujib, “3 Langkah Analisis Data Kualitatif Model Miles dan Huberman®, di kutip
dari htp://www.owikipendidikan.com/2017/05/analisis-data-kualitatif himl, diakses pada hari Minggu
tanggal 3 Desember 2017 jam 16.17 WIB.
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3) Kesimpulan dan Verifikasi, Langkah terakhir dalam analisis data kualitatif
adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Dalam pandangan Miles &
Huberman, penarikan kesimpulan dalam analisis data kualitatif hanyalah bagian
dari serangkaian proses penelitian secara keseluruhan. Verifikasi maksudnya
peneliti meninjau kembali atau mengoreksi ulang catatan-catatan data yang ia
peroleh dan pemaknaan yang ia lakukan terhadap data tersebut.

Mengingat penelitian ini mengelaborasi antara teori Mannan dan Kebijakan
Fiskal di daerah Indragiri Hilir maka untuk penguatan Analisa pada penelitian ini
menambahkan analisis Komparasi Konstan (Grounded Theory Research), dalam
pendekatan teori grounded ini, peneliti mengkosentrasikan dirinya pada deskripsi
yang rinci tentang sifat/ ciri dari data yang dikumpulkan, sebelum berusaha
menghasilkan pernyataan-pernyataan teoritis yang lebih umum. Di saat telah
memadainya rekaman cadangan desKripsbyangakurat tentang fenomena sosial yang
relevan, barulah peneliti dapat mulai-menghipotesiskan jalinan hubungan di antara
fenomena-fenomena yang ada, dan—kerfiudian’mengujinya dengan menggunakan
porsi data yang lain. Tiga aspek kepiatan Vang'penting untuk dilakukan, yaitu:'*

1) Menulis catatan atau note writing.

2) Mengidentifikasi konsep-konsgp-atau discovery.or identification of concepts.

3) Mengembangkan batasan konsep, dan -teori_ atau development of concept
definition and the elaboration oftheory.

" Tanpa Nama, “Tahapan Analisis Data Penelitian Kualitatif’, Dikutip dari

hups:libersukacitalah.wordpress.com/201 1/01/20/tehapan-analisis-data-penelitian-kualitatif/  di  akses
Minggu 9 April 2017 jam 22.30 WIB,



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kondisi Objektif Lokasi Penelitian

Indragiri Hilir (Inhil) adalah salah satu dari 12 Kabupaten/ Kota di Riau yang
terletak di selatan Provinsi Riau.! Secara astronomis, Kabupaten Indragiri Hilir
terletak antara 0.36° Lintang Utara dan 1.07’ Lintang Selatan, dan antara 102.32°-
104.10’ Bujur Timur. Kabupaten Indragiri Hilir memiliki luas 11.605,97 KM2,
Berdasarkan posisi geografisnya, Kabupaten Indragiri Hilir memiliki batas-batas:

- Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Pelalawan;

- Sebelah selatan - Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Provinsi Jambi);
- Sebelah Barat - Kabupaten Indragiri Hulu;

- Sebelah Timur - Tanjung-Balai Karimun\(Provinsi Kepulauan Riau).

Kabupaten Indragiri | Hilir, dikenalZjuega sebagai Negeri Seribu Parit,
dipengaruhi oleh pasang sunitnyagdir sungai/parit, dimana sarana penghubung atau
transportasi yang dominan untukimienjangkau daerah satu dengan daerah lainnya
adalah dengan mengunakan|speed boat atauperahu kecil lainnya. Diantara sungai-
sungai yang utama di daerah|inii adalah Sungai Indragiri yang berasal dari dari Danau
Singkarak (Provinsi Sumatera-Barat) yang-bermuara di selat berhala.

Kabupaten Indragiri Hilir terletak \pada dataran rendah atau pesisir timur
dengan ketinggian <5 meter di atas permukaan laut. Hal ini mengakibatkan daerah
ini menjadi daerah rawazrawaryang beriklifirtropissbasah.@kan tetapi, terdapat desa-
desa yang merupakan' dataran“tinggi. "‘Deésa-desa ‘tersebut terdapat di Kecamatan
Keritang dan Kemuning. Hal inilmenyebabkan/lahan pertanian pada daerah tersebut
tidak terpengaruh pada air laut.

Mayoritas penduduk’Kabtpaten Indragici Hiliptnemeluk Agama Islam. Hal ini
digambarkan dari banyaknya jumlah Mesjid dan Surau/ Mushallah sebagai tempat
ibadah Ummat Islam pada tahun 2016 Kantor kementrian agama kabupaten Indragiri
Hilir dalam data Badan Pusat Statistik inhil 2016. Jumlah bangunan Mesjid 846,
surau atau mushallah 756. Kota Tembilahan juga memiliki slogan “Tembilahan
Kota Ibadah”. Walaupun Kota “lbadah” merupakan sebuah singkatan dari kata
Indah, Bersih, Aman, Damai
Harmonis namun kata ibadah mencerminkan masyarakat yang religius. Di
kabupaten INHIL hanya memiliki 1 gereja, 3 klenteng dan 6 vihara.? Sehingga dapat

! Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Perubahan RPJMD Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2013-2018, (Tembilahan; Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah, 2016) Him. I1-1.

2 Data Badan Pusat Statistik Indragiri Hilir, “Jumlah Tempat Peribadatan Menurut Kecamatan
di Kabupaten Indragiri Hilir 20167, dikutip dari
https://inhilkab.bps.go.id/frontend/linkTabelStatis/view/id/292, diakses pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober
2017. Pukul 10.16 WIB.
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ditarik kesimpulan bahwa masyarakat dan yang menjabat di pemerintahan mayoritas
Muslim.
B. Kondisi Pemerintahan dan Sosial Ekonomi di Indragiri Hilir

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh
Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi
dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sehingga
pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah harus melakukan program
yang sesuai dengan daerahnya dan melakukan banyak hal untuk mengembangkan
daerah, tentunya setiap daerah memiliki kelebihan tersendiri baik dari alam maupun
dari masyarakatnya.

Adapun penelitian sebelumnya mengenai modal sosial yang dikemukakan,
bahwa modal sosial yang ada di stbjek penelitian berpengaruh terhadap perilaku
kewirausahaan.> Sehingga penelitian inifbisaldijadikan acuan karena modal social
yang baik dapat membantu masyarakat dalammielaksanakan perilaku kewiransahaan
sebagai mana dalam penelitian sebelumnya. Sedangkan di Indragiri Hilir perilaku
kewirausahaan belum terlalu banyak digeluti oleh-masyarakat.

Pemerintahan Daerah di Indenesig“terdiri-dari- Pemerintahan Daerah Provinsi
dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota) yang/terdiri atas kepala daerah dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dibantu oleh Perangkat Daerah. Anggota
Dewan Perwakilan | Rakyat! IDaerai (DPRD)dipilii~melaldi " pemilihan umum
(pemilu) dan dilantik” dalaimn masa jabatan lima" tahun. Sustunan pemerintahan
Kabupaten Indragiri Hilir periode:2014—-2019\terdiri/dari Bupati, Wakil Bupati dan
Lembaga Pemerintahan Non Kementerian (LPNK). Sejak November 2014,
Kabupaten Indragiri Hilir[dipimpingoleh " Dis.-H. M. Wardan, MP sebagai Bupati
Kabupaten Indragiri Hilir dan Wakil Bupati adalah Rosman Malomo, B.Sc. Periode
kepemimpinan 2014 —2018.*

Penghasilan utama penduduk didaerah kabupaten Indragiri Hilir berasal dari
perkebunan dan pertanian. Hal ini didukung karena secara umum tanah di kabupaten
Indragiri Hilir memiliki dua golongan tanah mineral dan tanah organic. Jika dilihat
dari lapangan usahanya, penduduk Kabupaten ini sebagian besar bekerja disektor
pertanian dan perkebunan. Pekerja disektor pertanian mencapai 79,31 persen ,
disektor perdangangan sebesar 6,31 persen, industry 6,02 persen, jasa masyarakat,

3 Erwin Thobias, A.K. Tungka, J.J Rogahang. dkk. “Pengaruh Modal Sosial Terhadap Perilaku
Kewirausahaan”, Journal Acta Diurna, Edisi April 2013, hlm. 2.

4 Badan Pusta Statistik Indragiri Hilir, Katalog Kabupaten Indragiri Hilir Dalam Angka 2016,
(Tembilahan: BPS Inhil, 2016), hlm. 18.
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social dan perorangan 5,21 persen, dan lainnya (pertambangan, listrik, gas dan air
minum, kontruksi, transportasi serta lembaga keuangan) hanya 3.15 persen.’

Potensi luasan dan produksi kelapa di Indragiri Hilir terbesar didunia namun
belum mampu untuk dikembangkan secara optimal untuk menunjang kesejateraan
rakyat. Lebih kurang 432 ribu hektar perkebunan kelapa dimiliki kabupaten yang
berjuluk negeri seribu parit.® Produk dari hasil perkebutan petani tidak dikelola
sehingga delama yang terjadi produk pertanian mengalami kelemahan dalam
persaingan. Kurangnya perhatian pemerintah mengakibatkan harga jual untuk
produk kelapa tanpa pengolahan milik masyarakat terus berfluktuatif dengan trend
menurun, sehingga sangat mempengaruhi ekonomi masyarakat Indragiri Hilir. Hal
ini tentulah sangat mengkhawatirkan bagi masyarakat jika tidak ditangani secara
cepat tanggap mengingat masyaralkat-Indragici Hilir sendiri merupakan masyarakat
yang mayoritas bekerja di perkebunan.

Sedangkan kondisi PDRB #(Produk- Domestik Regional Bruto) yang
merupakan indicator yang digunakan untuk tnenggambarkan tingkat kemakmuran
masyarakat secara makro. | Secarahmakroyselama periode 2011-2015 terjadi
peningkatan kemakmuran dikabupaten INHIL bahkan pertumbuhan perkapitnaya
sebesar 8.59% per tahun lebilitinggi’dani.pendapatan per kapita provinsi Riau yang
justru menurun.” Permasalahan-apakah pertimbuhan ini riil dilapangan mengalami
pertumbuhan atau hanya pertumbuhan yang semu.

Kriminalitas di suatu daerah- juga mempengaruhi peningkatan kesejahteraan
dan ekonomi masyarakat. Sécara=teon1 dirfyatakan bahiwa factor penyebab seseorang
melakukan tindak criminaljamtara lain (i),kemiskinan, (ii) kesempatan, (iii) kehendak
bebas, keputusan yang hedonisticdan kegagalan dalam melakukan kontrak social,
(iv) sifat-sifat anti-sosial jbawaan, danj (v)~hukumanskepada pelaku criminal yang
tidak proporrional. #Pada periode2011-2014 jurmlah tindakan criminal di kabupaten
Indragiri Hilir memiliki trend fluktuatif menurun. Dari bebarapa inferman
disebutkan bahwa, kejahatan yang banyak terjadi dan agak susah untuk dibendung

adalah penggunaan obat-obat terlarang dan juga penggunaan lem yang banyak
digunakan anak-anak.

% Data Statistik Sektoral Kabupaten Indragiri Hilir 2013, (Tembilahan: Badan Pusat Statisiik
Kabupaten Indragiri Hilir, 2014), him. 17.

¢ Ikhwanul Rubby, “Sistem Resi gudang jadi cara kabupaten Indragiri Hilir selamatkan
perkebunan kelapa™, Tribun Pekanbaru.com, dikutip dari
http:/ipekanbaru.tribunnews.com/2016/03/19/sistem-resi-gudang-jadi-cara-kabupaten-indragiri-hilir-
selamatkan-perkebunan-kelapa? page=ali, diakses pada hari Selasa 29 November 2017.

7 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, 2016. Perubahan RPJM Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2013-2018. (Tembilahan: Pemerintah Kabupaten
Indragiri Hilir), him. [1-42.

¥ Ibid., hlm. 11-41.



44

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Indonesia merupakan data strategis
karena sebagai ukuran pemerintah juga digunakan dalam menentukan Dana Alokasi
Umum. IPM INHIL pada 2014 lebih rendah dibanding dengan IPM Provinsi Riau.
Sedangkan untuk angka harapan hidup kabupaten Indragiri Hilir dibandingkan
dengan harapan hidup Indragiri hulu dan Provinsi Riau relative lebih rendah, hal ini
disebabkan kualitas sanitasi lingkungan baik karena factor alam maupun

pembangunan yang masih terbatas serta pembiayaan pembangunan kesehatan yang
juga terbatas.’

C. Potret Pembangunan Sosial Ekonomi Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir

Potret pembangunan sosial dan ekonomi daerah Indragiri Hilir yakni
memaparkan pembangunan sosial ekonomi yang telah dilakukan, yang akan di
lakukan dan yang sudah dilakukan darrtabniy 201 1\ hingga 2017 yang mana telah
terjadi 2 kali pemerintahan dari Bupati sebélumnya hingga pemerintahan sekarang
yakni penganggkatan bupati bam sejak’ 2014¢) Penulis mengganggap bahwa

pentingnya mengukur dan melihat pembangunan sésial ekonomi didaerah ini karena
keunikan daerah Indragiri Hilir.

Pembangunan sosial bertujuan untik smeningkatkan kualitas individu,
keluarga, dan masyarakat melalui pendidikan, kesehatan, jaminan sosial, partisipasi
masyarakat, dan keadilan sosial. ' Dalam pembangunan social, ekonomi sangat
berperan secara beritinganséhingga pembangunan s6¢ial yangtbaik tentu juga akan
diikuti dengan pembangunan ekonomi yang baik. Pembangunan social ekonomi
melibatkan seluruh masyrakat yarigbermukifididaerah atau wilayah tersebut karena

masing-masing elemen mengambil peran dan memiliki porsi untuk kemajuan
daerah.

Pembangunan sosial ekonomi dalam suatu wilayah merupakan bagian sangat
urgen untuk menentukan masa depan daerah. Dalam Islam aktivitas pembangunan
sosio ekonomi yang dirancang dari masa ke masa bagi kebajikan pembangunan
ekonomi ummah dan kepentingan agama Islam karena perbuatan ini Allah SWT
akan menjadikannya sebagai amal jariyah. Namun juga bisa menjadi suatu dosa
ketika amanah yang diberikan tidak dijalankan dengan baik.

¢ 1bid., hlm. 11-43 — 11-44,

' Romi Sukma, “Strategi Pembangunan Sosial: Upaya Pengentasan Masalah Kemiskina,”

dikutip dari http://www.sumbarprov.go.id/details/news/6010, diakses pada hari Sabtu 8 April 2017 jam
12.30 WIB.
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“dArtinya: jikalau sekiranya penduduk negri-negri beriman dan bertakwa,
pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi

mereka mendustkan (ayat-ayat kami), maka kami siksa mereka disebabkan
perbuatannya.” (Al-A’raf: 96)."

Allah SWT menerangkan dalam ayat ini, bahwa seandainya penduduk
Mekkah dan yang berada disekitarnya serta ummat manusia seluruhnya, beriman
kepada agama yang dibawa oleh Nabi dan Rasul terakhir, yaitu nabi Muhammad
SAW dan seandainya mereka/bertakwa kepada Allah sehingga mereka menjauhkan
diri dari segala yang dilarangnya, seperti kemusyrikan dan berbuat kerusakan di
bumi, niscaya Allah akan melimpahkan kepada mereka kebaikan dan keberkatan
yang banyak, baik yang datang darilangit maupun yang datang dari bumi.

Nikmat yang datang|=dari langit, misalnya hujan yang menyirami dan
menyuburkan bumi, yang kesemuannya sangat|diperlukan oleh manusia. Disamping
itu mereka akan memperolek-ilmyi péngétahian yang banyak, serta kemampuan
untuk memahami Sunatullah” yang berlaku’di alam, sehingga mereka mampu
menghubungkan antara sebab dan akibat dan dengan demikian mereka akan dapat
membina kehidupan ‘yang\baik, sertaimenghindarkan malapetaka yang menimpa
umat yang ingkar kepada Allah dan tidak mensyukuri nikmat dan karunia-Nya.!?

Penafsiran dari ayat Al-Quran diatas bahwa kejahatan manusia yang sering
dilakukan yakni meyelewengkan ‘amanah.yang telab/diberikan, membuat kerusakan
dengan melakukan tindakan yang mengganggu manusia lain misalnya; korupsi,
pencurian uang, merusak lingkungan masyarakat misalnya pembakaran lahan yang
berakibat bagi kesehatan masyarakat dan tumbuh-tumbuhan akan rusak dan tidak
bisa memberikan kebaikan bagi manusia. Tiga hal yang dapat penulis simpulkan dari
penafsiran diatas bahwa Ekonomi (perkebunan dan peternakan), kesehatan dan juga
pendidikan merupakan hal yang perlu dijaga dalam bentuk mensyukuri nikmat Allah
dan menghindari mala petaka dengan menjaga alam.

Apabila masyarakat mendapat kemudahan menerima Dana kesehatan,
pendidikan dan pelatihan skill, maka dari sudut kemanusian mereka juga telah
membangun suatu peradaban karena apabila mereka sehat, terdidik serta mempunyai
keahlian, Akan membuka peluang untuk meningkatkan taraf ekonomi keluarga

11 al-Qur’an dan Tafsirnya, Jilid 111 Juz 7-8-9. Naskah Asli Milik Depertemen Agama

Republik Indonesia, (Percetakan Ull: Yogyakarta, tanpa tahun), hlm. 510.

12 Ibid., hlm. 511- 512.
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mereka."® Dimana kebutuhan dunia kerja yang semakin hari semakin meningkat
kualifikasi skill, tingkat pendidikan dan atetude kerja. Sebagaimana dalam Hadis
Riwayat Bukhari:

PV S s =z : -
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“... Apabila suatu pekerjaan diserahkan kepada seseorang yang bukan ahli di
bidangnya, maka tunggulah kehancurannya (HR. Bukhari)”. 1

Nabi Muhammad SAW menyebutkan tentang salah satu pertanda akan
datangnya hari kiamat adalah bilamana amanah atau kepercayaan diserahkan bukan
pada ahlinya. Manusia memiliki keahlian yang berbeda-beda. Idealnya seorang
manusia harus mengerjakan sesuatu-sesuai-dengan kemampuannya. Jika manusia
melakukan suatu pekerjaan yang tidak sesuai ‘dengannya maka pekerjaan tersebut
akan berantakan.’® Dari hadis ini dapatdilihat bahwa jauh hari sebelum dikenal
istilah professional, Islam sudahVimenyuruh/sefiap hambanya bekerja dengan
professional. Individu yang professionalatentuldh akan berdampak juga bagi
pembangunan daerah secara social dan ekgnomi apabila melakukan pekerjaan sesuai
dengan keahlian yang dimiliki. Didalam lembaga pémerintahan juga sangat dituntut
pekerja yang profesional sehingga/pelaydanan yaig/diberikan akan maksimal.

Penelitian yang di lakukan di Kabupaten Indragiri Hilir, terkait bagaimana
pemerintah dan pejabat_daerah ,mengelola Jkebijakan , fiskal, dalam program
pembangunan social.ekonomi masyarakat \dimdaerah Kabupaten Indragiri Hilir.
Namun realita yang terjadi dalam=masyarakat yang merasakan kebijakan fiskal
banyak keluhan terkait pembangunan=socialtekoniomi di Inhil terutama terkait
Infrastruktur yang dilakukan jpemerintah, daerah: Infrastruktur yang masih sangat
minim juga dikarenakan Indragiri-Hilirtermasulewilayah/3T(Terluar, Terdepan dan
Tertinggal) Walaupun ekonomi daerah dan masyarakat Indragiri Hilir menurut
Informan tidak mengalami penurunan dan mulai memiliki kehidupan social yang
baik, namun sarana dan prasarana belum tercukupi. Akses masyarakat untuk menuju
desa, kecamatan dan kabupaten lain sangat sulit. Terbukti dari transportasi yang

B Asmak Ab Rahman, “Peranan Wakat dalam Pembangunan Ekonomi Umat Islam dan
Aplikasinya di Malaysia™. Shariah Journal, Vol. 17, No. 1 (2009) 113-152. Academy of Islamic Studies,
University of Malaya.

4 Al Imam Al Hafizh Ibnu Hajar Al Asqalani, Faathul Baari Syarah Shahih Al- Bukhari, alih
Bahasa Ghazirah Abdi Ummah, Fathul Baari Penjelasan Kitab Shahih Al-Bukhari, Cet 1 (Jakarta:
Pustaka Azzam), hlm. 264-265.

15 Ahmad Multazam, “Hadis tentang Amanah”, https:/fmultazam-

einstein.blogspot.co.id/2013/03/hadis-tentang-amanah.himl, diakses pada Selasa tanggal 28 November
2017, pukul 07.20 WIB.
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banyak digunakan masyarakat tidak memiliki perlengapan yang safety juga beberapa
tranportasi dinilai belum memenuhi standar sebagai transportasi umum.

Pembangunan social ekonomi juga sangat ditentukan oleh Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), untuk Realisasi Belanja Daerah dan
Transfer pada APBD Tahun Anggaran 2015 terealisasi sebesar Rp1,82 triliun Bila
dibandingkan dengan Belanja Daerah dan Transfer pada APBD Tahun Anggaran
2014 sebesar Rp1,71 triliun dan mengalami defisit sebesar Rp142.371.009.722,25.1¢
Namun dari wawancara dari pihak Badan Perencanaan Pembangunan daerah bahwa
deficit anggaran selalu terjadi walaupun untuk tahun-tahun kebelakang mulai
mengalami penurunan dan realisasi pembangunan daerah sudah mulai mengarah
kerah yang lebih baik. Bukan dalam pemaran data angka-angka saja namun juga
perlu realisasi dalam bentuk fakta di masyarakat.

Padahal pembangunand socialh /ekonomi seharusnya saling meningkat
bersamaan, jika salah saty mengalamiZ kemerosotan atau stagnan maka
pembangunan social ekonomi-ini belum’bisa  dikatakan adanya pertumbuhan yang
baik. Abdul Mannan sendiri iiemberikan spesifikasi terkait Pembangunan ekonomi
social menurut Abdul Mannan yakni pertumbuhan ekonomi dalam masyarakat
Muslim berdasarkan prinsip|menggembirakan (at-targib) yang terdapat didalam al-
Qur’an dan Sunnah. Sehingga  batasan-_sejahtera harus merata tidak hanya
masyarakat yang berada di kota tetapijuga-masyarakat vang tinggal didesa-desa
terpencil. Keluhan terkait prasana yang kurang disampaikan oleh informan;

“Pernyataan [bu Mogomulye (Asli Jawa Barat'pernah tinggal di Jogja selama

4 tahun dan sekarang merupakan warga Desa di Indragiri Hilir): Saya datang

ke INHIL tahun 1990an_Setelahfsgmpai disini ya ampun desa banget-banget

saya belum pernah lihat desa Seterpencil'ini di Jawa Barat dan Jogja. Saya
mengira Riaw ity dalam benak.saya-sama~dengan pembangunan di singapura
karena pada'tahum d990an’ riau pexnah-menjadi daerah yang menyumbang

APBN terbesar. Lah pasnyampe saya kaget! Pembangunannya sampai

sekarangpun cendrung lambat, malah pembangunan provinsi sebelah seperti

kabupaten Jambi perbatasannya dengan daerah kita malah lebih bagus,
pelabuhannya, jalannya... "’

Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) daerah Pandeglang
didalam jurnal penelitian sebelumnya menyatakan bahwa “Penyebab suatu desa
tertinggal sangat banyak, diantaranya kurangnya potensi sumber daya alam dan
sarana prasarana”.'® Daerah Indragiri Hilir sendiri Sumber Daya Alam sangat

1 http://senuju.com/mobile/detailberita/8 29/berikut-rincian-pendapatan-dan-belanja-daerah-
pemkab-inhil-di-apbd-2015

17 Wawancara Ibu Mugomulyo, Selaku tenaga pengajar di Pondok Pesantren Al-Huda Al-
Tlahiyah. Di Kuala Enok pada tanggal 17 Juli 2017.

18 Yudha Manggala Putra, “Banyak Fakior yang Sebabkan Desa Tertinggal”, Republika.co.id

dikutip dari http://www.google.co.id/amp/m.republika.co.id/amp_version/nmumS5x, diakses pada Sabtu 24
November 2017, pukul 06:02 WIB.
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melimpah karena daerah ini memang sangat baik untuk Agraris. Bahkan Indragiri
Hilir merupakan penghasil kelapa Hydro terbesar didunia. Namun terkait sarana dan
Prasarana Inhil memang jauh dari kata bagus akses jalan yang banyak mengalami
kerusakan, tranportasi yang tidak memadai, listrik yang belum merata dan jangka
waktu menyalanya sangat rendah, hal ini merupakan permasalahan yang bisa
dirasakan langsung oleh masyarakat daerah khususnya didesa-desa yang jauh dari
ibu kota kabupaten.

Kebijakan fiskal daerah menjadi salah satu ujung tombak pembangunan sosial
ekonomi. Dimana dalam kebijakan fiskal pemerintah memiliki dua tujuan:'

a) Tujuan yang bersifat ekonomi; (i) menyediakan lapangan pekerjaan yang layak
bagi masyarakat, (ii) meningkatkan taraf kemakmuran masyrakat, (iii)
memperbaiki distribusi pendapatan masyarakat dan mengurangi ketimpangan
dalam masyarakat.

b) Tujuan yang bersifat Sosial| dan politik; (@) |meningkatkan kemakmuran
keluarga dan kestabilan keludrga, (ii) menghindari masalah-masalah sosial,
keamanan, dan perlindungan hukum bagi masyarakat, (iii) mewujudkan
kestabilan politik.

Lapangan pekerjaan di Indragiri Hilir yang paling banyak terkait perkebunan
dan pertanian. Masyarakat Indragiri-Hilir merupakan masyarakat yang banyak
bekerja di bidang agraris. Sehingga, program/ pembanguan sosial ekonomi yang
dilakukan pemerintah menyesuaikan dengan banyak kebutuhan masyarakat. Sangat
layak jika program pemeésintah, mendukung) s€gala=sesuatu gang berhubungan
dengan agraris. Karena "lapangan pekerjaan “im" kebéradaanyanya juga dari
masyarakat secara turun-temuruid. P€mierintah, hahyalmenfasilitasi agar lapangan
pekerjaan ini bisa tetap memiliki eksistensiuntuk menghidupi ekonomi masyarakat.
Misalnya pengadaan alat berat urtuk perbaikanperkebufaninasyarakat yang mana
pemerintah menyediakan 1"alat excavafor besar unituk Tkecamatan. Walaupun untuk

realitanya penggunaan alat berat ini masyarakat harus tetap mengeluarkan dana
untuk pembayaran isi ulang bahan bakar.

“Strategi lain utuk meningkatkan pendapatan masyarakat karena masyarakat
kita mayoritas berkebun sehingga trio tata air dimana setiap kecamatan diberi
alat untuk bisu mengerok I kecamatan 1 eksapator. Walaupun untuk dananya
dari pemerintah masyarakat juga banyak yang melakukan swadaya untuk
mengoperasikan mesin tersebut baik pengerukan julan maupun kebun.
Sekarang sedang gencar-gencarnya melakukan renovasi kebun kcrena di
Indonesia sendiri Inhil merupakan penghasil kelapa hydro terbesar di
Indonesia, bahkan dunia. Nah maka dari itu kemarin telah dilakukan festival
kelapa internasinal. Sehingga kelapa-kelapa yang dulu hanya bisa dibuat

% Sukimo dalam Nur Rianto, Pengantar Ekonomi Syariah Teori dan Praktek, (Bandung:
Pustaka Setia, 2015), hlm. 254
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minyak sekarang bisa di inovasi atau dikreasikan di buat dalam minuman
. . . . . 2
kemasan dan lain lain serta produk kreativitas lainnya. "

Standar yang di tampilkan oleh data Badan Pusat Statistik (BPS) pada
pembahasan terkait kondisi ekonomi Indragiri Hilir mengungkapkan bahwa terjadi
peningkatan dari segi pendidikan, pendapatan masyarakat, kesejahteraan, kesehatan
dan kualitas hidup. Namun kenyataan Informan yang dari masyarakat umum banyak
menyampaikan ketidak puasannya atas kualitas pembangunan di daerah Indragiri
Hilir yang lamban. Dari data yang diperoleh masyarakat Indragiri Hilir taraf
kemakmurannya meningkat dan secara fakta dan hasil dari lapangan banyaknya
keluhan masyarakat menjadi alasan kuat hal ini belum terpenuhi dengan baik.

Sebagaimana dalam teori Mannan dalam pembangunan sosial ekonomi bukan
hanya kriteria objektif atau keSejahteraan yang dapat diukur dengan uang tetapi ada
kriteria subjektif yang harus diperhatikan yakni segi etika ekonomi yang didasarkan
atas perintah-perintah kitab| suci @l-Quw’an"dan sunnah. Aktifitas ekonomi bisa
menerapkan nilai-nilai, norma, etika:atadl dengan kata lain akhlak yang baik dalam
berproduksi.?! Artinya bahwa produksi yang'dilakukan didalam daerah tidak boleh
merugikan masyarakat atau| hanya dinikmati segelintiran orang saja. Wawancara
dengan Andrismar selaku sekertatis BadanPerencanaan dan pembangunan daerah
hal ini terus diusahan untuk peningkatanyang signifikan dalam hal ekonomi dan
pembanguan infrastruktur namun butuh proses dan kesabaran dari masyarakat.

Potensi ‘pengembangdn [wilayah, kabupaten~Indragiri Hilir ada disektor
pertanian yang diperkuat, dengan sector industry pengolahan walaupun sector
pengolahan di Indragiri Hilir’belumbisa’ ménampung semua hasil perkebunan.
Wilayah kabupaten Indragiri Hilir yang.sebagian besar wilayah rawa pasang surut
dan perairan sejak |awal.mempunyai 'keunggulairkomparatif antara lain pada
tanaman kelapa, ikan dan kelapa sawit. Kabupaten Indragiri Hilir merupakan
wilayah dengan tanaman kelapa terluas di provinsi Riau dan Indonesia. Sehingga
bulan September lalu di kabupaten Indragiri Hilir terselenggara festival kelapa
Internasional yang diadakan di kota Tembilahan Inhil Riau. Harapan dari
pelaksanaan acar ini sebagai ajang agar hasil daerah bisa bersinergi baik terkait
permodalan untuk mengembangkan atau sebagai ajang untuk mengenalkan daerah.

“Menurut Said Syarifuddin; Kita ketahui bahwa daerah kita mayoritas

pendduknya merupakan berprofesi sebagai pekebun/ petani, sehingga

program-program pemerintah selalu mengedepankan untuk perbaikan dalam
meningkatkan hasil perkebunan. Festival kelapa internasional akan

2 Wawancara dengan Andrismar selaku Sekretaris BAPPEDA Indragiri Hilir di Tembilahan
pada Tanggal 4 oktober 2017.

21 M. Abdul Manna, Islamic Economic Theory and Practice, alih Bahasa M. Nastangin, Teori
dan Praktik Ekonomi Islam, Cet. 1 (Yogyakarta: PT. Dhana Bakti Prima Yasa, 1997), Hlm. 54-55.
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dilaksnakan pada bulan september tahun ini, untuk mendukung program
pemerintah dan memberikan kesempatan untuk masyarakat, karena daerah
yang memiliki kelapa hydro terbesar di dunia yakni Inhil merupakan salaha
satu yang memiliki kelapa hydro. Namun saat ini masyarakat dihadapkan
dengan masalah kerusakan kebun kelapa. Sehingga pemerintah sudah

melakitkan program-program untuk menanggulangi kerusakan kebun kelapa
di inhil "7

Wawancara yang melibatkan SEKDA inhil ini tentunya memberikan
informasi lebih untuk peneliti. Sekertaris daerah memiliki kewenangan membantu
Bupati dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, administrasi,
organisasi dan tata laksana serta memberikan pelayanan administratif kepada
seluruh perangkat daerah Kabupaten. Sehingga pada penelitian ini peneliti hanya di
perkenanankan untuk mewawancarai SEKDA Inhil yang juga ikut terlibat Banyak
dalam kinerja Bupati dan Wakil BupatiZ ~Ada angin segar untuk produk pertanian
kelapa di Indragiri Hilir karena|pemerintah sudah berusaha konsen melakukan
inovasi terkait produk perkebunan.

Melihat fakta dilapangan banyaknya-keluhan dari masyarakat terkait harga
perkebunan yang sering menurun secara fluktuatifs

“...Sering kali rasanya kesqlkalaw hasil kebun sudah di panen kenapa buru-
buru dipanen atau di mundyrkan jodiwal panen karena harganya lagi kurang
bagus, setelah uda dengar -kabar-harganyalagi bagus buru-buru dipanen
setelah habis panen harga anjlok lagi mau ditahan takut hasilnya kelapa atau
pinang rusak fiantimalah gak|add hargdnyalmair diffualilda turun harganya
jadi kadang mevdsa kerja samarhasilnyakurang niaksmied”?

Dampak social ekonomi yang akan terjadi jika harga yang terus mengalami
penurunan yakni; mata pencariaipenduduk tidak’berkembang, bahkan pekerjaan
dari berkebun dikarenakansharga-yang-sering mrengalami fluktuasi membuat banyak
masyarakat yang berkebun mengalami‘banyak-gejolak ekonomi didalam kehidupan.
Pemerintah melakukan penanggulangan terhadap perkebunan namun kerjasama
yang dibangun dengan pihak swasta belum terlalu gencar sehingga pengembangan
produk pertanian belum terlihat hasilnya untuk saat ini.

Sedangkan terkait kesehatan masyarakat di Indragiri Hilir sudah sangat baik
untuk saat ini, walaupun di beberapa desa sarana kesehatan masih terbatas dan untuk
kasus-kasus gawat darurat sering telat ditangani karena akses kondisi infrastruktur
dan tenaga kesehatan yang terbatas namun dibandingkan tahun 2015 di bidang
kesehatan Kabupaten Inhil berada di posisi paling atas untuk kasus kematian ibu dan
bayi. "Salah satu penyebabnya adalah masalah dan kondisi infrastruktur yang kurang

22 Wawancara dengan Said Syarifuddin, Selaku SEKDA Kab. Indragiri Hilir, di Tembilahan,
19 Juli 2017.

2 Wawancara dengan Syarifuddin scbagai masyarakat yang memiliki kebun dan bekerja
sebagai petani di Benteng Inhil tanggal 8 Juli 2017.
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memadai,” tutur Bupati Wardan.?* Sehingga permasalahan didaerah Indragiri Hilir
lebih banyak diakibatkan oleh infrastruktur. Permasalahan ini tentulah sangat
memicu perimasalahan lain didaerah.

Selama periode 2006-2014, jumlah penduduk miskin di kabupaten Indragiri
Hilir telah menurun secara signifikan yaitu dari 14.85% di tahun 2006 menjadi
7.51% tahun 2014 dan meningkat ditahun 2015 menjadi 7,79%. Pertumbuhan ini
sangat baik namun yang menjadi alasan keraguan peneliti bahwa keluhan
masyarakat. Melalui wawancara terkait ekonomi dan infrastruktur daerah sehingga
peneliti menemukan fakta yang berbeda dengan angka-angka yang sering
dipaparkan dalam data. Lebih terlihat ada pertumbuhan yang semu, sedangkan
secara psikis masyarakat belum banyak merasakan pertumbuhan yang memadai.

Tingkat pendidikan masyarakat Indragiri Hilir rata-rata sudah melek huruf
yakni berkisar 80%. Bahkan/di Ishil/sendiri‘sudah ada program Magrib mengaji,
tujuan dari program ini untuk meningkatkan minat mengaji dan kemampuan
membaca al-Qur’an belum|lagi program dan ibu Bupati INHIL yang program
kerjanya terkait 1 desa 1 |PAUD®(Pendidikan Anak Usia Dini). Adanya dua
universitas swasta di kabupaten indragiri Hilir juga vang mendukung pernah adanya
program satu rumah satu |§arjana,Walaupun untuk realisasinya belum tetapi
masayarakat Inhil sudah sangat. di permudah untuk mengenyam pendidikan yang
lebih tinggi dengan adanya beberapa kampus-swasta di daerah, diluar tetap adanya
ketimpangan social terkait lapangan kerja yang masih sangat terbatas.

“... dengan| adanya fkampus=di "Indragiri MHilir=masyarakat sudah bisa

mengenyam pendidikan di perguruan tinggi yang aksesnya dekat dengan

kampung dan bisa ditenipuh den@an hitungan jam bisa berkuliah dan sambil
membantu orang tuanya berkebun dikampungnya,...”®

Kesulitan yang dirasakan=masyaralkeat terkait infrastruktur dan merembet ke
permasalahan ekonomi dll, tentunya harus diatasi oleh pemerintah sebagai pemberi
kebijakan dalam suatu daerah karena masyarakat yang hidup dalam kesulitan
ataupun kemiskinan sangat dekat dengan kekufuran sebagimana As-Siba’l
berpendapat bahwa Islam tidak membenarkan kemiskinan, dengan mengacu kepada
sabda Nabi Muhammad SAW; “Kemiskinan hampir-hampir mendekatkan orang
kepada pengingkaran terhadap Islam  (kekufuran)”* Sehingga dalam
bermasyarakat sebagai orang muslim tentulah harus menjaga muslim lain untuk

2 Tanpa Nama, 2015, “Wardan: Masalah Kesehatan di Inhil Juga Disebabkan Kondisi
Infrastruktur™ di kutip dari  hep-/www.inhilklik.com/mews/detail/2 38 1 wardan-masah-kesehatan-di-inhil-
Juga, diakses pada Senin tanggal 4 Desember 2017 jam 13.00 WIB.

% Wawancara dengan Masykur Hz, Selaku Kasubbid Sumber Daya Alam dan Pertanian
BAPPEDA Kab. Indragiri Hilir di Tembilahan, 4 oktober 2017.

2 Nur Rianto Arif, 2015, Pengantar Ekonomi Syariah Teori dan Praktik, (Bandung: Pustaka
Setia), him 136.
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tidak terjerumus dengan kekufuran. Sebagaimana di sebutkan bahwa pemimpin
terbaik adalah yang mengamalkan QS. Al-Anbiya;
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Artinya: Kami telah menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin
yang memberi petunjuk dengan perintah Kami dan telah Kami wahyukan kepada,
mereka mengerjakan kebajikan, mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, dan
hanya kepada Kamilah mereka selalu menyembah, (QS. Al-Anbiya (21):73)°7

Allah SWT menyebutkan dalam ayat ini tambahan karunianya kepada
Torahim, selain karunia yang telah_diterangkan pada ayat yang lalu, yaitu bahwa
keturunan Ibrahim itu tidak hanyafnerupakan orangorang yang shaleh, bahkan juga
menjadi imam atau pemimpin uinat yanghmengajak orang untuk menerima dan
melaksanakan agama Allah, dan 1oengajak kepada perbuatan-perbuatan yang baik
dan bermanfaat, berdasarkan perintah dan-lzin"Aliah.

Nabi Ibrahim As yang diberi gelar Kaliluflgh (Teman Akrab Tuhan) dan
banyak dinatara nabi-nabi yang ‘datang/sesudaknya adalah dari keturunannya.
Karena keturunnaya banyak menjadi-ngbi metekatheperoleh wahyu berisi ajaran-
ajaran dan petunjuk kearah bermacam-macarn kebajikan. Disamping itu Allah SWT
juga mewahyukan kepada mereka agar mendirikan shalat dan membayar zakat.
Kedua macam ibadah /ini ‘disebutkai_Allah sedara khiisus, «sebab ibadah shalat
memiliki keistimewaan sebagai Ibadah jasmani yang amat mulia, sedangkan zakat
mempunyai keistimewaan sebagaiabadah Harta yaugpaling utama, lebih-lebih bila
diingat bahwa harta benda, sangat. penting..kedudukannya dalam kehidupan
manusia.?®

Seseorang yang telah dijadikan pemimpin tentulah merupakan orang terbaik,
begitupun pemimpin daerah. Masyarakat telah mengamanahkan hartanya kepada
pemerintah yang menjabat untuk dikelola secara baik. Memberi petunjuk dengan
perintah kami Allah memerintahkan ummatnya untuk berlaku adil begitupun dengan
pemimpin berlaku adil merupakan cara yang paling baik dalam kepemimpinan dan
berzakat yakni memperhatikan kehidupan masyarakatnya dengan bantuan dari dana-
dana social yang tepat sasran. Hal ini akan memperkecil gap yang selama ini banyak
terjadi dalam masyarakat dan akan mengurangi kriminalitas dalam suatu daerah.

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah
dan seluruh komponen masyarakat mengelola berbagai sumber daya yang ada dan

%7 al-Qur’an dan Tafsirnya, Jilid VI Juz 16-17-18, Naskah Asli Milik Depertemen Agama
Republik Indonesia, (Percetakan Ull: Yogyakarta, tanpa tahun), hlm, 302
2 Ibid, Him. 303-304.
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membentuk suatu pola kemitraan untuk menciptakan suatu lapangan pekerjaan baru
dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi dalam daerah tersebut.?’ Secara
pribadi melihat kondisi ekonomi di Indragiri Hilir masyarakat sudah sangat kerja
keras dalam memenuhi ekonomi keseharian mereka, lapangan pekerjaanpun didapat
dari turun temurun yang terus dikembangkan perkebunan yang dimiliki tanpa
melibatkan pemerintah, sehingga pihak swasta juga tidak banyak dilibatkan dalam
perkebunan daerah. Seharusnya dengan sumber alam yang melimpah dan harga
bahan mentah yang fluktuatif turun bisa dilakukan inovasi produk untuk
meningkatkan nilai ekonomis dengan bersinergi antara masyarakat, pemerintah dan
pihak swasta sehingga memberikan peluang kerja bagi masyarakat.

Sebuah penelitian dart Caska dan RM. Riadi juga memaparkan bahwa Provinsi
Riau merupakan salah satu provinsi/daerah yang cukup kaya baik dengan hasil bumi
berupa migas dan hasil perkéburan bermupa kelapa sawit, nenas, kelapa, karet dan
lainnya. Akan tetapi masyarakat masih beldm puas dengan pembangunan yang
dilakukan oleh pemerintah terhadap masing-masing daerah. Hal ini tentu saja akan
menimbulkan gejolak bagi daerah™yang masyarakat tidak puas.’® Jika tidak ada
pengembangan produk ini akan menjadi masalah baru karena perbedaan kebutuhan
yang semakin berkembang.

Ketimpangan yang terjadi/ di- Indaragiri Hilir memang tidak terlalu
menghawatirkan namun distribusi‘pendapatan masyarakat yang dipersulit karena
infrastruktur jalan sangat mempengaruhi pekerjaan maupun aktivitas masyarakat
daerah. Padahal Otonomi, dacrah dimaksudkan untuk ‘meningkatkan efektivitas
pelayanan masyarakat, menumbuhkan semangat demokratisasi dan pelaksanaan
pembangunan daerah secarasyberkelanjutan,/dan lebih jauh diharapkan Akan
menjamin tercapainya keseimbangan kewenangan dan tanggung jawab antara pusat
dan daerah. Kenyataannya asnmsi)yang berkembang di masyarakat otonomi daerah
menghadirkan masalah baru dalam pembangunan ekonomi dan social, karena
pengalokasian yang kadang kurang tepat sasaran dan dinikmati oleh oknum birokrasi
tertentu.

Kondisi sosial ekonomi yang buruk ketika pendidikan masyarakat rendah,
peluang kerja rendah, dan berpengaruh pada pendapatan masyarakat yang juga ikut
rendah serta kesehatan masyarakat terganggu karena kemampuan untuk memenuhi
kehidupan yang semakin sulit, akan memunculkan berbagai macam penyakit fisik
dan psikis. Tentulah hal ini akan semakin hari menjadi permasalahan yang
menggangu kestabilan suatu daerah. Hal yang paling kecil dalam kehidupan sosial

® Lincolin Arsyad, 2011. Pengantar Perencanaan Pembangunan Ekonomi Daerah, Edisi
Kedua. (Yogyakarta: BPFE), hlm. 108

¥ Caska dan RM. Riadi, Pertumbiuhan Dan Ketimpangan Pembangunan Ekonomi Antar
Daerah Di Provinsi Riau, (Pekanbaru: Pusat Pengkajian Koperasi dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat
FKiP UR),
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masyarakat dilihat dari kemakmuran keluarga dan kestabilan keluarga. Data dari
kementrian agama Indragiri Hilir memaparkan bahwa jumlah percerain di kabupaten
Inhil berkisar 830 kasus di tahun 2016.*! Data tersebut dapat diklasifikasikan alasan
penyebab perceraian, alasan ekonomi menempati posisi ke empat terbanyak untuk
kasus perceraian di tahun 2016 yang berjumlah 78 kasus. Adanya hal tersebut
sangatlah menghawatirkan dan memprihatinkan sehingga kasus-kasus seperti ini

bisa terminimalisir dengan adanya langkah untuk memperbaiki ekonomi
masyarakat.

Terkait masalah-masalah sosial, keamanan dan perlindungan hukum bagi
masyarakat di Indragiri Hilir. Selama periode 2011 — 2014, jumlah tindak kriminal
di kabupaten Indragiri Hilir memiliki tren berfluktuatif menurun. Secara keseluruhan
angka kriminalitas di kabupaten Indragiri-Hilir.menurun yaitu dari terdapat 1

kejadian pada untuk setiap 1.113 penduduk menjadi 1 kejadian kriminal pada setiap
1.824 penduduk.

Tabel 1 Angka kriminalitas’dikabupaten INHIL tahun 2011 — 2014

" No. Jenis 2010 2017 2012 2013 2014
Kriminal

1 Kejahatan 535,00/ -337,00, 251,00 261,00 300,00

' - konvensional ;

2 Kejahtan 46,00~ 5600 | “5500 € 261,00 300,00

: transnasional : '

'3 Kejahatan 14,00 8,000 A 2,00 80,00 59,00
Terhadap '
kekayaan
negara

4 . Kejahatan - - - - -

' implikasi 4 '
kontijensi

5  Jumlah tindak 595,00 401,00 308,00 350,00 380,00

’  kriminal '
selama 1 tahun

6  Jumlah 662.305, 674.001 687.818, 61.107,00 693,445,
penduduk 00 ,50 00 00

7 Angka 1.113,12  1.680,8  2.233,18 1.974,59  1.824,86
: kriminalitas 0 '

31 Data Badan Pusat Statistik yang diapat dari kementrian Agama 2016.
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Kejahatan konvensional adalah kejahatan yang paling sering terjadi diikuti
dengan kejahatan transnasional dan kejahatan terhadap kekayaan Negara. Inhil
sendiri merupakan daerah yang memiliki sumber daya alam yang sangat mumpuni
dan dikelola oleh masyrakat sendiri sehingga investasi perkebunan di inhil masih di
kuasi masyarakat local. Namun menurut penelitian Caska dan RM.Riadi Untuk
daerah atau kabupaten yang maju tapi tertekan (high income but low growth) adalah
pada Kabupaten Indragiri Hilir, Rokan Hulu dan Kabupaten Kampar.’? Sehingga
peneliti berasumsi banyaknya kendala ekonomi dan pembangunan social di Indragiri

Hilir diakibatkan penyelewengan dana-dana daerah yang seharusnya untuk
pembangunan daerah.

Artinya: Daniorangforang yang memelihara amanat-amanat (yang
dipikulnya) dan javfinya.” (AL-Mulminun: 8)>

Dalam ayat ini Allah| SWT menerangkan sifat keenam dari orang mukmin
yang beruntung itu, ialah suka memeliharajamanat-amanat yang dipikulnya, baik
dari Allah SWT ataupun dari-sesama manusia, yaitu bilamana kepada mereka
dititipkan barang atau uang sebagai-amanat-yang harus disampaikan kepada orang
lain, maka mereka benar-benar menyampaikan amanat itu sebagaimana mestinya,
dan tidak berbuat|khianat./Demikian pula bila mereka=mengadakan perjanjian,
memenuhinya dengan sempurna. Mereka menjauhkan diri dari sifat kemunafikan
seperti tersebut dalam sebuahshadis yang masyhur, yang menyatakan, tanda orang
munafik itu ada tiga yaitu berbicara suka berdusta, jika menjanjikan sesuatu suka
menyalahi dan diberi amanaf suka bérkhianat>

Perlu adanya kesadaran dari pejabat daerah atau bahkan Negara khusunya
untuk Indragiri Hilir dimana kejahatan terhadap kekayaan daerah merupakan posisi
yang tinggi, hal ini sangatlah melukai masyarakat jika tidak dilakukan perubahan,
sehingga penyelewengan dana-dana yang untuk rakyat bisa digunakan untuk
pembangunan daerah yang masih dalam keadaan memprihatinkan dan banyak

terjadi  deficit anggaran yang berlanjut terbengkalainya proyek-proyek
pembangunan.

32 Caska dan RM. Riadi, Pertumbuhan Dan Ketimpangan Pembangunan Ekonomi Antar
Daerah Di Provinsi Riau, (Pekanbaru: Pusat Pengkajian Koperasi dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat
FKIP UR), hlm. 6

3 al-Qur’an dan Tafsirnya, Jilid VI Juz 16-17-18, Naskah Asli Milik Depertemen Agama
Republik Indonesia, (Percetakan UIL: Yogyakarta, tanpa tahun), hlm. 494

* Ibid, hlm. 496
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Analisis penelitipun sedikit di bantah oleh salah seorang pegawai
pemerintahan yang mejelaskan bahwa deficit anggaran untuk pembangunan daerah
dikarenakan struktur pertanahan dan daerah inhil yang agak unik dibandingkan
daerah lain. Dimana struktur tanah gambut dan rawa sehingga proses pembangunan
membutohkan anggaran dana yang lebih besar dan proses yang lebih lama.

“Pada dasarnya usaha wuntuk melakukan pembangunan daerah terus
dilakukan untuk jalan-jalan lintas provinsi pemerintah juga melakukan
banyak lobi ke pusat untuk pelaksanaan pembangunannya, walaupun yang
sulitnya untuk di daerah Indragiri Hilir, pemerintah sering mengalami defisit
anggaran jadi banyak terhambatnya karena alokasi dana yang masih kurang.
Sedangkan untuk kerusakan yang sangat cepat terjadi karena struktur tanah
di Indragiri Hilir memang banyak tanah gambut. >

Aspek daya saing daerah terdifi dari kemampuan ekonomi daerah, fasilitas,
wilayah atau infrastruktur, iklim berinvestasi dan s@mberdaya manusia. Kemampua
eckonomi daerah dianalisis menggunakanpindicator pengeluaran konsumsi rumah
tangga per kapita, pengeluaran pemerintah non pangan per kapita, produktivitas total
daerah dan nilai tukar petani. Fasilitas wilayah/ Infrastruktur untuk meningkatkan
daya saing daerah diperlukankesedian-seperti;~jalan; jembatan, sarana tranportasi,
listrik, air bersih dll. Lengkapnya fasilitas\akan menjadi factor pendorong investor
untuk menanamkan modalnya. Iklim investasi akan lebih baik jika kondisi daerah
kondusif sehingga diperlukan kepastian-dan pen€gakamrhukum §ang didukung oleh
elemen masyrakat.

Penelitian ini merupakan! penélitianskualitatif yang mana analisis data
kualitatif berlangsung selama proses pengumpulan data dari pada setelah selesai
pengumpulan data.’® HasilldafifpénelitiaiNapangan.yafig ditemui bahwa beberapa
Instansi yang seharusnya bersinergi dan berusaha memberikan pelayaanan yang
terbaik bagi masyarakat melakukan tindakan yang malah mempersulit masyarakat.
Hal ini dirasakan langsung oleh peneliti ketika melakukan penelitian di Instansi
Sosial Indragiri Hilir yang mana peneliti telah melampirkan Surat penelitian dan
surat dari Badan Pemerintahan dan Politik Daerah namun kenyataan di lapangan dari
oknum Instansi tidak kooperatif ketika peneliti ingin melakukan wawancara.

Ditengah zaman modern yang mana pemerintahan daerah lain telah
menyediakan akses data-data online yang layak di publis dan mudah untuk diakses,
tetapi di Indragiri Hilir beberapa instansi tidak memiliki website bahkan beberapa

¥ Wawancara dengan Andrismar, Selaku Sekretaris BAPPEDA Kab. Indragini Hilir di
Tembilahan, 4 oktober 2017.

36 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D, cet. XX1 (Bandung: Alfabeta,
2014) hlm. 245.
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instansi website yang dibutuhkan tidak ada sama sekali.Sehingga penulis berasumsi
bahwa instansi Sosial ini memberikan ruang yang sangat sempit dalam
pembangunan social masyarakat dari segi intelektual, karena menutup diri dari
informasi yang ingin didapatkan untuk pengembangan instansi kedepannya dan
memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat. Padahal penelitian ini dapat
diaplikasikan untuk kemajuan instansi dan terselesaikannya masalah yang mungkin
tengah dihadapi.

Potret masalah yang kemudian peneliti dapatkan dari pembangunan social
ekonomi di Indragiri Hilir, sebagaimana jabaran diatas bahwa pembangunan
infrastruktur dinilai lambat, pendapatan masyarakat tidak mengalami signifikan,
iklim bisnis di Indragiri Hilir, tidak berjalan dengan baik dan kurangnya sinergi
antara pemerintah daerah dalam menciptakan iklim bisnis yang baik, tingkat
pendidikan belum terlalu betkualitas, sehingga lulusan dari universitas maupun
sekolah-sekolah tinggi belum’ terserap baiks dalam dunia kerja saat ini. Padahal
kebijakan fiskal yang baik menyediakan pekerjaan bagi masyarakatnya,
memberikan akses infrastruktur, pendidikan /dan kesehatan yang memadai serta
meningkatnya kehidupan sostal masyarakat!

a. Pembangunan Di Masa‘Sebelumnya

Keuangan daerah ‘adalali semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka
penyelenggaraan pemerintah daerah/yang) dapat dinilai dengan uang, termasuk
segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah.
Analisis Kineérjaskeurangan .daerah) diperlukan dalam.rangka mengoptimalkan
penyelenggaraan fungsi pemerintah daerah melalui pemberian sumber-sumber
penerimaan yang cukup. kepada\daeral/| dengan mengacu pada peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Penerimaany, daerali’ mencakup “pendapatan dari penerimaan dan
pembiayaan daerah. Oleh karenanya untuk mengetahui kinerja (kapasitas)
keungan daerah diperlukan pemahaman yang baik tentang objek pendapatan,
belanja dan pembiayaan sesuai dengan kewenangan dan susunan struktur
masing-masing APBD. Dalam rangka memahami kinerja keuangan kabupaten
Indragiri Hilir. Maka diperlukan analisis kinerja keuangan masa lalu, yakni
kinerja keuangan kabupaten INHIL tahun 2011-2015. Secara berturut-turut pada
sub bagian ini akan dijelaskan tentang kinerja keungan kabupaten Indragiri Hilir.
Mencakup pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.’’

Pendapatan daerah kabupaten Indragiri Hilir bersumber dari Pendapatan
Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang
sah. Komponen PAD terdiri dari: a) Pajak Daerah, b) Retribusi daerah, c) Hasil

37 Badan Perencanaan Pembangunan Dacrah, 2016. Perubahan RPJM Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2013-2018. (Tembilahan: Pemerintah Kabupaten
Indragiri Hilir), him. 111-3.
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Pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan d) lain-lain pendapatan Asli
Daerah yang sah. Pajak daerah memberikan kontribusi terbesar terhadap total
PAD diikiuti komponen retribusi, PAD yang sah lainnya dan hasil pengelolaan
kekaya daerah yang dipisahkan. Padahal sumber daya alam untuk perkebunan
sangat besar namun sumbangan utuk PAD belum besar saat itu.

Sedangkan belanja daerah lebih diprioritaskan untuk pelayanan kepada
masyarakat maupun melaksanakan pembangunan. Peningkatan tertinggi
terdapat pada belanja pegawai yakni 3.35%. Pembiayaan daerah juga meliputi;
pembentukan dana cadangan, penyertaan modal, pembayaran pokok utang jatuh
tempo, pemebrian pinjman daerah kepada daerah lain, realisasi proyek
pembiayaan pemerintah.

Pembangunan sosial ekopemi-dimasa kepemimpinan Bupati dan Wakil
bupati yang sebelumnya menargetkan untuk setiap rumah memiliki 1 orang
sarjana. Keberadaan salah satu kampus di Indragiri Hilir juga sudah digagas oleh
Bupati sebelumnya. Bahkan kampusiswasta'ini-yang diklaim milik pribadi dari
bupati sebelumya memiliki bangunan yang sangat baik didaerah indragiri Hilir
serta terletak dijalan yang sangat strategis.—-Namun bangunan ini belum
digunakan untuk aktivitas apapwf” karema—terait izin penggunaan dan
persengketaan hak milik antard pemerintah dan Bupati sebelumnya.

Hal ini membuat banyak kerugian untuk kedua belah pihak dan juga
masyrakat tidak( dapat\ menikmati” fasilitasy yang /sebenatnya sudah ada.
Seharusnya pemerintah dan pihak kampus melakukan diskusi bersama untuk
kemudia ditemukan jalan keluafyyang tidak merugikan siapapun dengan asas
transparansi ke Masyarakat. Dalam wawancara_ke Badan Perencanaan dan
Pembanguan Daerah (BAPREDA) peneliti sempabimenanyakan terkait bagunan
yang bagus ini perimasalahannya seperti apa dan bagaimana bisa bangunan ini
menjadi sebuah dilema dalam pembangunan Infrastruktur, bukannya malah
memberikan dampak yang bail dan menjadi bangunan yang mubazzir karena
tidak digunakan. Namun dari pthak BAPPEDA sendiri tidak mau menjawab hal
ini karena satu dan lain hal yang intinya menyatakan bahwa hal ini tidak layak
untuk dijawab oleh pihaknya. Bangunan ini masih dicari apakah kepemilikan
individu atau milik pemerintah daerah.

Sebagaimana Mannan telah menyusun aturan yang berkaitan dengan
kepemilikan individu dalam sistem ekonomi Islam terdiri atas delapan unsur;®
Tidak boleh ada aset yang menggangur, setiap aset harus dimanfaatkan secara

¥ Muhammad Abdul Mannan, Islamic Econoniics Theory and Practice, alih Bahasa M.
Nastangin, Teori dan Praktck Ekonomi Islam, (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1997), hlm. 65.
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terus menerus untuk ukuran daerah Indragiri Hilir gedung yang tidak digunakan
ini sangat bagus dan terletak didaerah yang strategis. Penggunaan untuk kegiatan
menguntungkan, tidak digunakan gedung ini menurut peneliti pribadi adalah
bentuk kesia-sian dan banyak yang dirugikan dalam hal ini. Padahal untuk
universitas sendiri masih kekurangan ruang belayar dan dibandingkan bangunan
lain, bangunan yang tidak digunakan adalah bangunan terbaik.

. Pembangunan Di Masa Sekarang

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) harga berlaku (nominal)
menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oieh suatu
wilayah. Nilai PDRB yang besar menunjukkan kemampuan ekonomi yang
besar. begitu juga sebaliknya. selama periode 2010-2015, PDRB harga berlaku
tanpa migas di kabupateh Indragirimemiliki trend meningkat yaitu dari Rp.
28.057.9444,7 Juta, meningkat menjadi-Rp. 47.842.723,8 Juta dengan rata-rata
pertumbuhan sebesar 1[1526% 0 per tahun. kondisi ini menggambarkan bahwa
kemampuan sumber dayarekgnomi’kabupaten Indragiri Hilir cukup besar dalam
menghasilkan barang |dan jasal Namun kenyataanya yakni masyarakat
mengeluhkan kesulitan niendapatkan pendapatan tetap. lapangan usaha (sektor)
yang berkontribusi besar dalam.menghasilkan barang dan jasa di kabupaten
Indragiri Hilir adalah“pertanian’/'(a);) diikuti industri pengolahan (b),
perdagnangan besar dan eceran (c), Reparasi motor dan mobil (d), kontruksi (e),
administrasi pemerintahan-(f), pertahanan dan/jaminan sosial wajib (g), dan

tranportasi dan pergudangan (h). lapangan usaha lainnya hanya berkontribusi
1%.

Pembangunan sesial-ekonomi=di Indragiri Hilir untuk saat ini lebih di
utamakan dalam bidang “pertanian—dafi=perkébunan Bupati Indragiri Hilir
(INHIL) fokus menyelamatkan perkebunan masyarakat. Karena kelapa, pinang,
dan padi merupakan komoditas utama yang ada di Indragiri Hilir perlu untuk
menjaga stabilitas harga dari komoditas penting didaerah Indragiri Hilir, dimana
pertumbuhana ekonomi di kabupaten ini dibandingkan dari beberapa kabupaten
yang produksi daerahnya lebih ke Migas. Kabuten lain malah mengalami minus
pertumbuhan ekonominya. Kepemilikan dari kebun yang ada di Indragiri Hilir
yang berjumlah 400-an ribu hektar merupakan milik masyarakat Inhil secara
pribadi. Schingga perusahaan bukan pengelola utama pada perkebunan dia
Indragiri Hilir. Karena 76 persen lebih masyarakat Inhil hidup dan bergantung
pada kebun kelapa yang ada di Inhil. Sehingga sangat penting untuk menjaga
stabilitas harga dari hasil perkebunan terus dilakukan untuk meminimalisir dan
menghindari keluhan masyarakat misalnya dengan mengusahakan dan membuat
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Sistem Resi Gudang hal ini untuk mencapai tujuan mensejahterakan masyrakat
Inhil khususnya.*

Menanggapi paparan pada koran ini menurut Mannan proses produksi
adalah kerjasama antara para anggota masyarakat untuk menghasilkan barang
dan jasa bagi kesejahteraan ekonomi di masyarakat. Melihat kenyataan
dilapangan Indragiri Hilir sendiri belum memiliki produk asli daerah yang
dikelola sendiri dan di perjual belikan dalam pasar lokal apalagi bersaing dengan
produk daerah lain. Sehingga peneliti berasumsi bahwa pengembangan iklim
bisni di Inhil sangat kecil dan belum di jadikan ujung tombak pembangunan
daerah. Padahal Teori Mannan bertujuan untuk meminimalisir dampak buruk
dari kebijakan fiskal yang diambil tanpa pertimbangan Agama, moral dan hal-
hal mendasar dalam ekonomi dan Islam.

Pembangunan sosial ekonémi di Inhil hatus terus di asah menuju ke arah
yang lebih baik dan menciptakan keSejahteraan bersama, karena seperti yang
diketahui bahwa umat yang| hidupydalamn kefakiran sangat dekat dengan
kekufuran. Indonesia adalah Negara berkembang yang mayoritas penduduknya
beragama Muslim, namun hampir setiap tahunnya angka kemiskinan tidak dapat
dibendung dan tidak sepadan 'dengarnangka-pengentasan yang dilakukan oleh
pemerintah. Hal inilah yang kemudian memmbulkan efek tidak baik dalam
kehidupan sosial, maka tidak heran jika kita perhatikan banyaknya ketimpangan
social ekonomi yang terjadindi daerahsdaeralternrasuk di [udragiri Hilir.

Padahal di masa-masa_kejayaan Islam, Negara Muslim memiliki
peradaban dan ekonomi yang.baik. Contehnyassaja zakat, ia mampu menjadi
Instrumen fiskal yang mumpuni, namun seiring berjalannya waktu peran zakat
sebagai pengentas kemiskinan’ mulai tidak tampak/lagi setelah kemunduran
Islam. Di mana zakat dipisahkan dari kebijakan fiskal Negara dan tidak menjadi
Instrumen kebijakan fiskal, tapi justru menjadi urusan masing-masing pribadi
Muslim.*® Bagaimana kemudian peranan instrument fiskal di Indonesia mampu
mengatasi permasalahan sosial ekonomi yang dihadapi masyarakat serta mampu
menciptakan kesejahteraan yang sesuai dengan prinsip kebijakan fiskal Islam.

¥ “Gubri Akui Ekonomi Inhil Stabil”, Posmerro Indragiri, Edisi; 1.533/V (19 Juli 2017), hlm
1& 11, kolom 1.

4 Andri Tinambunan, “Entas Kemiskinan dengan Zakat sebagai Fiskal Negara™. dikutip dari
http:/pwww.acehtrend.co/entas-kemiskinan-dengan-zakat-sebagai-fiskal-negara/, diakses pada hari
Minggu tanggal 12 Maret 2017.
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D. Kesesuaian Kebijakan Fiskal di Kabupaten Indragiri Hilir dengan Kebijakan
Fiskal Abdul Mannan Sebagai Solusi Penerapan Pembangunan Social
Ekonomi di Indragiri Hilir

Mannan mengemukakan bahwa ilmu ekonomi Islam adalah ilmu pengetahuan
social yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-
nilai Islam.*' Sehingga dengan hal ini kebijakan fiskal Abdul Mannan yang
mengedepankan prinsip kebahagian bagi masyarakat seharusnya didukung dari
infrastruktur dan birokrasi pemerintahan yang baik dalam melayani kebutuhan
masyarakat. Namun Infrastruktur didaerah Indragiri hilir masih terbilang sangat
lamban pembangunannya, birokrasi pemerintahan di Inhil juga sangat tidak
kondusif.

Terkait birokrasi disebabkan karena akses jalan yang sulit dan transportasi
yang terbatas sehingga untyk mengurus urusan terkait berkas-berkas yang harus
dimiliki sangat sulit dan bérbelit-belit. Belum lagi system birokrasi didaerah
cendrung bisa dibilang sangatqmempersulit masyarakat atau individu yang
membutuhkan. Peneliti mengalamirlangsung terkait birokrasi di salah satu instansi
yang membawahi bagian speial untuk pené€liti mintai informasi dalam penelitian
peneliti, namun kenyataan 4i lapangan dari instansi tersebut tidak kooperatif
memberikan informasi dan memberikan banyak alasan untuk mengulur waktu dan
bahkan melemahkan posisi peneliti!

Ekonomi Islam adalah perpaduan antara pengetahuan dan penerapan hukum
syariah untuk ‘mencegah /tefjadinya (kétidak™ adilan._atas pemanfaatan dan
pengembangan Sumber-sumber material dengan tujuan untuk memberikan kepuasan
manusia dan melakukan Kewajiban ba@i Allah/dan masyarakat.*? Keterkaitan tujuan
ekonomi hampir menyerupai Tujuan kebijakan fiskal yakni untuk mengusahakan
peningkatan kemampuan pemerintah| dalam-rangka, meningkatkan kesejahteraan
rakyat dengan cara menyesuaikan pengeluran dan penerimaan pemerintah. Tujuan
yang paling penting dalam kebijakan fiskal saat ini yakni mempertahankan
kesempatan kerja dan stabilitas harga di pasar.

Kenyataan di lapangan terlalu banyak ketimpangan dan perbedaan antara
tujuan dan harapan dengan realita yang terjadi. Banyak yang belum sesuai dengan
teori-teori fiskal maupun ekonomi secara umum apalagi dengan teori fiskal Islam.
Birokrasi jauh dari kata membahagian bagi masyarakat, dana coorporate social
Responsibilty Perusahaan atau lembaga yang mengambil untung didaerah,
dikeluarkan sebatas mengeluarkan tanpa memperhitungkan besaran kerugian

4" Muhammad Abdul Mannan, Islamic Economics Theory and Practice, alih Bahasa M.
Nastangin, Teori dan Praktek Ekonomi Islam, (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1997), hlm. 19.

*2 Munrokhim Misanam, P P3EI Ull, Ekonomi Islam, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008),
him. 18riyonggo suseno, dan Bhekti Hendrienatono.
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masyarakat asalkan perusahaan mendapat untung yang besar, bahkan bank syariah
tidak memberikan sumbangsi bagi pendaptan daerah dan pembinaan masyarakat.
Hal ini sangat lah diluar batas ketidak nyamanan bagi masyarakat, mereka menjadi
korban atas kesewenangan perusahaan besar ataupun ketidak adilan oknum
birokrasi.

Teori Mannan juga berbicara bahwa tujuan perusahaan dalam suatu negara
atau daerah bukan hanya memaksimalkan keuntungan perusahaan, melainkan juga
harus memperhatiakan moral, sosial dan kendala institusional. Perusahaan tidak
hanya sebagai pemasok komoditas tetapi juga menjaga kesejahteraan ekonomi
masyarakat sekitar bersama pemerintah daerah. Mannan juga mengharapkan
produksi suatu perusahaan melibatkan masyarakat dalam menghasilkan produk bagi
kesejahteraan masyarakat. Tetapi kenyataanya beberapa perusahaan masih sering
alfa dalam kontribusi untuk pembangunan-daerah;stempat keberadaan perusahaan.
Wawancara dengan pihan Bappeda ¥ang mengawasi CRS.

" ... Dalam mengawasi perusahaaityang memberikan CSR pihak kami selalu

melakukan diskusi dengan piliakperusahadn yang mengelola hasil sumber

daya alam dan membrikan pengawansterhdadap perusahaan tersebut kalau
perusahaan yang di Guntung.dan dil KualasEnok CSR yang diberikan pun
cukup besar. Sedangkan kalau bank\syariah |sendivi Sampai saat ini bank

syariah belum fair dalam melakukan, csr_nya serta sumbangsinya bagi
pembangunan daerah INHIL belum Nampak>P

Terkait kebijakanyfiskdliyang' sudahrtelevan dengansteori_dari Manna adalah
adanya bantuan penafiggulangan petbatkan Kebun "dan pemberian alat untuk
perbaikan serta trio tata air yadglijiga masih dalam penangggulangan kerusakan
kebun di Indragiri Hilir. Hal ini sangaf penting dan sangat membahagiakan bagi
sebagian besar masyrakat] Inhil JKarena untuK daerah Inhilfang mayoritas memiliki
kebun, berprofesi sebagai petani dan kebun merupakan sumber ekonomi utama
didaerah serta untuk rakyat. Sehingga program ini sangat cocok dalam pembangunan
social ekonomi masyarakat Indragiri Hilir.

Program lainnya yang cukup relevan yakni program magrib mengaji yang
sangat diapresisasi oleh masyarakat serta sangat dibutuhkan untuk pembangunan
kualitas sumber daya Manusia yang baik dan bermoral untuk kedepannya. Magrib
mengaji merupakan program pemerintah dimana anak-anak dikumpulkan di masjid
ataupun suaru-surau kemudian diajarkan metode membaca Iqra, Al-Quran dan
kegiatan keagamaan lainnya. Magrib mengaji ini menyerupai kegiatan Taman
Pendidikan Al-Quran (TPA). Akan tetapi waktu pelaksanaan program ini, setelah
shalat Magrib selesai dilakukan. Konsep pengajarannya bukan hanya mengenalkan

4 Wawancara dengan Masykur Hz, Selaku Kasubbid Sumber Daya Alam dan Pertanian
BAPPEDA Kab. Indragiri Hilir di Tembilahan, 4 oktober 2017.
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huruf hijaiyah saja, namun juga memberikan metode lain seperti metode menghafal
al-Qur’an yang telah dilakukan dibeberapa tempat. Sebenarnya diluar dari panduan
yang sudah ada pembimbing/ guru mengaji juga bisa menambahkan sarana kegiatan
lainnya seperti mengkreasikan system pengajaran efektif yang efeknya pada
pengenalan dasar agama ataupun lebih luas dari itu.

Program ini melibatkan banyak stakeholder, pemerintah daerah, pengajar atau
guru pembimbing, masyarakat serta orang tua dilingkungan kegiatan berlangsung,
dan terpenting melibatkan anak-anak didik mulai dari usia dini sampai usia remaja.
Karena anak-anak ini merupakan asset bangsa yang harus dilindungi, keberhasilan
mereka merupakan keberhasilan dalam pembangunan daerah bahkan Negara.
Keuntungan lain dari program ini dalam hal ekonomi, secara tidak langsung
pemerintah daerah sudah membuka-lapangan pekerjaan untuk para guru mengaji
dengan memberikan insentifvyang merupakan pendanaan dari PEMDA sehingga
daya beli masyarakat khususnya gufu mengaji akan kian meningkat.

Walaupun insentif yang di berikan belum diatas Upah Minimun Regional
khususnya untuk wilayah Riau. Namun hal ini berkesesuaian dengan kebijakan
fiskal Mannan dimana kebijakan) fiskal merupakan alat untuk mengatur dan
mengawasi perilaku manusia - yang- dapatdipengaruhi melalui insentif atau
meniadakan insentif yang disediakan-dengarmeningkatkan pemasukan pemerintah
karena daya beli akan meningkat ketika masyarakat mendapatkan pendapatan.** Saat
ini program Magrib Mengaji kentribusi besarnya di kota=kabupaten saja, sehingga
perlu keseriusan pemerintah untuk memberikan perhatian lebih di kecamatan-
kecamatan dan desa-desa terkait progfam Magrib Mengaji.

Program pendidikan-lainnyaphyang=sekarang berjalan dengan baik didaerah
Indragiri Hilir adalah terkait“keberadaam sekolah Pendidikan Anak Usia Dini
(PAUD) setiap desa memilik minimal 1 PAUD yang memberikan akses bagi warga
desa untuk memajukan pendidikan didesa-desa yang dimulai sejak dini. Program
pengadaan PAUD ini dijalankan oleh Istri dari bapak bupati yang sangat mendukung
dan memprogramkan hal ini.

Badan Pendapatan Daerah juga melakukan banyak pengembangan dan
evaluasi untuk meningkatkan pendapatan daerah demi kelancaran pembangunan
daerah, hal yang telah dilakukan yakni system jemput bola pembayaran pajak bumi
dan bangunan di daerah Indragiri Hilir untuk desa-desa yang memiliki akses yang
sulit. Serta melakukan pemantauan yang konsen untuk melihat hasil usaha baru
masyarakat yang memiliki keuntungan besar, seperti pajak burung walet, pajak

4 Muhammad Abdul Mannan, Islamic Economics Theory and Practice, alih Bahasa M. Nastangin, Teori
dan Praktek Ekonomi Islam, (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1997), hlm. 48.
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tambang pasir yang merupakan mlik perorangan di salah satu kecamatan yang ada
di Indragiri Hilir.

Diluar dari ketiga program unggulan Indragiri Hilir yang terlihat jelas dan satu
program yang akan mulai di jalankan untuk mendukung dalam kehidupan social
ekonomi Indragini Hilir, yang juga membawa dampak membahagiakan bagi
masyarakat tentunya ada program yang diwacanakan untuk beberapa tahun kedepan
agar lebih meningkatkan pertumbuhan pembangunan social ekonomi. Dalam
wawancara saya dengan salah satu anggota DPR D Indragirt Hilir menyatakan
bahwa;

a“

Saya di komisi 4 membidangi kesejahteraan masyarakat, semakin
bagusnya perekonomian masyarakat semakin membantu dalam hal-hal social
kemasyrakatan. Adapun program-programs kita, kita akan melakukan
pendataan terhadap para posisi yang miskinzahak yatim dan lain sebagainya
yang terkait dengun sosiul, kalau bisa angka kemiskinan di Indragiri Hilir bisa
menurun. Kita akan prioritas bagi® angk<anak yang tidak mampu tapi
berprestasi kita perjuangkan ke dinas pendidikan tentang beasiswa bagi anak-
anaka yg tidak mampu tetapi-berprestasi nanti kalau seandainya anak tidak

mampu dan kurang berprestasi Kita, coba, juga di bantuan pendidikan
. g, 145
miskin...

Harapan dan yang akan dilakukan—oleh Dewan Perwakilan daerah akan
membawa pendidikan Inhil lebih baik karena memberikan ruang belajar bagi semua
lapisan masyarakat, apalagimengingat“bahwa pendidikan’di Indragiri Hilir cukup
baik terbukti dari keberadaan 4 kampus yang terdiri dari 1 Universitas, 2 Akademi
(Kebidanan dan Komputer) dan| h.Sekolah/FinggiJslam. Ekonomi Islam ditandai
dengan tiga sector; sector swasta, sector sukarela, dan sector public. Ketika tiga
sector ini bersinergi untuk meénciptakan/pembangunansogialiekonomi (Pendidikan,
pendapatan, pekerjaan, kesehatan dll) maka hasilnya akan lebih cepat dalam suatu
daerah. Namun jika tidak ada komitmen besar dari pemerintah khususnya tentulah
pembangunan ekonomi akan semakin lambat.

Kesesuaian antara kebijakan fiskal daerah Indragiri Hilir dengan Kebijakan
Fiskal Abdul Mannan. Jika dilihat dari nilai moral pembangunan social dalam hal
pendidikan di Indragiri Hilir sudah sangat baik, apalagi kesadaran pemerintah untuk
melibatkan pendidikan Islami dan moral yang jarang diadakan didaerah lain. Nilai
moral itulah yang tidak ada dalam kegiatan pembangunan social model system
ekonomi kapitalis ala barat. Sehingga masyarakat sangat bersyukur atas perhatian
khusus pemerintah daerah terhadap kegiatan keislaman. Walaupun dalam hal

4 Wawancara dengan Sumardi selaku Ketua Komisi IV DPRD Indragiri Hilir di Tembilahan
pada tanggal 18 Juli 2017.
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pembangunan Infarstruktur yang lamban dan Birokrasi yang belum tertata baik
bahkan kadang malah mempersulit masyarakat, serta lapangan pekerjaan yang
belum memadai, namun di luar hal tersebut sudah ada salah satu yang dikuatkan

yakni dalam hal pendidikan, yang bisa di syukuri oleh sebagian besar masyarakat
Indragiri Hilir.

Pembangunan Ekonomi Daerah adalah suatu proses yang mencakup
pembentukan institusi-institusi baru, pembangunan industry-industri alternative.
Setiap upaya pembangunan ekonomi daerah mempunyai tujuan utama untuk
meningkatkan jumlah dan jenis peluang kerja untuk masyarakat daerah.*t
Pembentukan institusi baru untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat belum
terbentuk, industry-industri alternative belum bisa menutupi jumlah masyrakat yang
dapat bekerja, didaerah Indragiri-Hilir-peluang kerja masih sangat terbatas. Berikut
peneliti sertakan yang relevandengan kebijakan fiskal Abdul Mannan.

Tabel 2 kesesuaian Kebijakan Fiskal Indragiri Hilir dengan Kebijakan Fiskal

Abdul Mannan.
No. Kesesuain Alasan Teori Mannan
yang sesuai
1. Pendidikan Islami - 1 Desa 1 PAUD Individu dan daerah
dan Moral = [MagribyJMengaji \, harus bekerja sama
- Islamic Events menciptakan
masyarakat yang
baik, salah satunya
dengan pendidikan
2. Pembangunan - 1 Kecamatan 1| Dalam ekonomi
Ekonomi dalam Excavator (alat Mannan peran
hal Perbaikan pengeruk) Negara sangat
Perkebunan - Trio Tata Kelola penting dalam
Air memajukan ekonomi
- Resi Gudang masyarakat, dengan
jalan kebijakan fiskal
dan penyedian
kebutuhan dasar
dalam suatu daerah.
Karena masyarakat

“ Lincolin Arsyad, 2011. Pengantar Perencanaan Pembangunan Ekonomi Daerah, Edisi
Kedua. (Yogyakarta: BPFE), him. 109,



3.

4.

5.

Inovasi pajak
yang mulai
dilakukan

Birokrasty \yang

belum kondusif

Infrastruktur dan
pembangunan
yang Lamban

Bola
terhadap Pajak
didesa-desa
Melakukan studi
banding

Jemput

kedaerah dengan
tata kelola
perpajakan’ yang
baik:

Pajak bagi usaha
1masyarakat yang

potensial dan
layak terkena
pajak

Pelayanan yang
tidak'memadai

Disiplin /tenaga
birokrasi  yang
lemah

Masih ada
beberapa  desa
yang akses listrik
tidak memadat
Banyak jalan
penghubung
yang rusak

Alat transportasi
yang tidak

Inhil
yang
bidang agraris maka
perbaikan

masyarakat
bekerja  di

perkebunan
merupakan hal yang
urgen.

Implementasi zakat
dalam

Mannan menjadi hal

ekonomi
dasar untuk
pemenuhan
masyarakat,
sehingga pajak yang
juga merupakan
kewajiban warga
Negara harus terus di

bagi

inovasi untuk
meningkatkan

pendapatan daerah

Kerja yang
baik antara Negara

§ama
dan individu juga
diwujudkan

birokrasi
yang kurang baik
merupakan hal yang
sangat

harus
sehingga

menyalahi
dalam teori Mannan.

Salah satu penyebab

masyarakat tidak
bahagia, tidak
terpenuhinya
kebutuhan akan
infrastruktur padahal
teori Mannan
mengedepankan

66
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dilengkapi kebahagian bagi
dengan alat masyarakat
safety yang
memadai
6. Peluang kerja = - lklim bisnis yang - Peranan Negara atau
yang Minim tidak mendapat = daerah menurut
perhatian khusus  Mannan harus

- industry-industri mampu mendorong

alternative yang partisipasi

belum memadai  berkeadilan
termasuk dalam hal
penyedian lapangan
pekerjaan.

Dalam tabel diatas pemaparan terkdit kesesuaian dan ketidak sesuaian
kebijakan pemerintah daerah \dengan/ perspektif Mannan dari pembahasan
sebelumnya, pada tabel pertama dianggap sesnai karena adanya program pendidikan
magrib mengaji untuk membangun nilai spiritual anak-anak, keberadaan kampus
sehingga masyarakat memiliki/jalan,muntuk mengenyam dan mendapatkan
pengetahuan yang lebih, lembaga'pendidikan anak usia dini di satu desa yang
mampu melahirkan anak-anak usia dini yang berakhlak dan cerdas, serta apresiasi
masyarakat terhadapykegiatan=fslamic FEvents membuktikan pemerintahan yang
mementingkan pembangunan spiritual dengan konsisten mengadakan acara-acara
keislaman.

Tabel pada point kedua pembangunan ekonomi masyrakat di Indragiri Hilir
difokuskan dengan perbaikan(perkebunan-agarhasil-perkebunan masyvarakat dapat
meningkat karena mayoritas berprofesi sebagai pekerja kebun, maka program ini
tentulah membahagiakan sebagian besar masyarakat Indragiri Hilir dengan adanya
program 1 Kecamatan 1 excavator (alat pengeruk), Trio Tata Kelola Air, Resi
Gudang.*” Hal ini untuk meningkatkan ekonomi masyarakat di Indragiri Hilir.

Point ketiga berbagai upaya dan langkah dalam mengoptimalkan sumber PAD
terus digali dari sejumlah potensi dan sektor, dalam peningkatan dan menggali
potensi sumber pajak daerah Indragiri Hilir untuk meminimalisir keterhambatan
pembangunan karena kurangya dana. Inovasi yang dilakukan yakni, Jemput Bola
terhadap Pajak didesa-desa, Melakukan studi banding kedaerah dengan tata kelola
perpajakan yang baik, dan juga pengambilan pajak untuk usaha-usaha masyarakat
seperti tambang pasir yang dimiliki warga.

47 Sitem Resi Gudang ini merupakan cara perdagangan suatu komoditas melalui satu
penampungan komoditas sebelum dilakukan pemasaran
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Hal yang belum sesuai dengan prinsip kebijakan fiskal mannan adalah belum
dijadikannya wakaf sebagai sumber untuk pembangunan infrastruktur daerah, dan
permasalahan yang mempersulit pertumbuhan sosial ekonomi masyarakat seperti
Birokrasi yang tidak kondusif di beberapa Instansi, Infrastruktur dan pembangunan
yang lamban,*® dan peluang kerja yang minim. Sehingga menjadikan banyak
keluhan di masyarakat dan kesulitan masyarakat ini juga berdampak ke banyak
aspek.

Islam dalam konteksnya mengungkapkan bahwa peran negara dilakukan
dalam rangka melanjutkan misi kenabian.”® Yaitu pencapaian al-maqashid al-
syari‘ah (tujuan-tujuan syari‘ah). Negara sebagai agen Tuhan untuk merealisasikan
al-maqashid alsyari‘ah. Sebagai contoh, pada negara Islam pengalokasian sumber-
sumber daya yang tidak sesuai dengan tujuan syara’ tidak dibenarkan. Karena itu,
penerimaan keadilan dan persamaan menjadi koniponen esensial dalam kebijakan
publik (public policy).®® Jadi, kémaslahatan yang mengacu pada pemenuhan
kebutuhan masyarakat menjadi kata kanci. )8ama halnya dengan Mannan yang
menganggap bahwa dalam kebijakan, fiskal"bukan hanya pemenuhan kebutuhan
ekonomi yang harus diutamakan juntuk menciptdkan kebahagian bagi masyarakat
namun juga aspek moral yang harus diasah!

Aspek moral yang terus diasalr;ini. hatus melalui pendekatan agama, dan
pendidikan, sehingga program yang berjalan/baik /di Indragiri Hilir yakni terkait
program Magrib Mengaji dan keberadaan 1 desa 1 sekolah Pendidikan Anak Usia
dini (PAUD) merupakahn hallyahg Hafus.diapresiasi| Menurat Mannan System social
ekonomi Islam dengah system ekonomi lain yang membedakannya adalah sifat
motivasional yang mempengaruhiwpola, struktyr, Arah, dan komposisi produksi
distribusi serta konsumsi.*' Teori Mannan ini harus diterapkan dalam sebuah daerah
yang memiliki motivasi juntukl pembangunan-secial.ekofidomi yang sesuia dengan
Islam, begitupan dengan kebijakan fiskal daerahnya. Sehingga masyarakat dan
daerah yang ingin mencapai masyarakat madani bisa dimulai dengan melakukan
penerapan nilai-nilai Islam dalam keseharian.

Instrument kebijakan fiskal dalam Islam antara lain; zakat, sedekah, wakaf,
Infak dan penerapan pajak untuk masyarakat yang menetap dinegara-negara Islam
dan tidak memeluk agama Islam. Instrument kebijakan Fiskal dalam Islam dapat

*# Lamban adalah Tidak cckatan (dalam bekerja dan scbagainya), dikutip dar

hitps:/fkbbi.kemdikbud go.id/entri/lamban diaskscs pada Minggu tanggal 4 Desember 2017.

¥ Al-Mawardi, Adab al-Dunya wa-al-Din, (Beirut: Dar al-Fikr, 1995), hlm: 94.

>0 Aan Jaelani, Pengelolaan APBN Dan Politik Anggaran Di Indonesia Dalam Perspektif
Ekonomi Islam, MPRA 2012, IAIN Syekh Nurjati Circbon, him. 3.

3 Muhammad Abdul Mannan, Islamic Economics Theory and Practice, alih Bahasa M.
Nastangin, Teori dan Praktek Ekonomi Islam, (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1997), him. 19
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dijadikan solusi untuk perekonomian saat ini.’?> Teori Mannan terkait kebijakan
fiskal juga ingin menjadikan wakaf dan zakat sebagai instrument Islam di Negara-
negara Islam atau Negara yang masyarakatnya mayoritas Muslim. Otonomi daerah
sebenarnya merupakan suatu kesempatan bagi daerah melakukan banyak inovasi
untuk kebaikan daerah dan masyarakatnya, daerah-daerah yang mayoritas Muslim
dan kehidupannya cukup kondusif di tengah ekonomi daerah yang masih mengalami
deficit bisa saja melakukan inovasi dengan menjadikan wakaf dan zakat sebagai
Instrumen fiskal daerah.

Mannan menganggap bahwa zakat sebagai poros kevangan Negara Islam yang
sangat layak untuk dijadikan kembali sebagai instrument fiskal dalam perekonomia
Negara-negara Islam atau daerah yang meyoritas muslim dan ini merupakan sebuah
elemen sosialisme Islam yang digagas Mannan. Pengendalian dengan adanya
kewajiban setiap individu terhadap masyarakat atas perintah Allah SWT, melalui
program zakat, infaq dan sedekah.>* Di Indonesia zakat belum dijadikan instrument
fiskal namun program zakat, infaq, wakaf-dan sedekah akan membuat motivasi
masyarakat lebih besar bilaodikelolamuntuk, pendisitribusian social ekonomi dan
pembanguan infrastruktur didesa-desajapalagi ada sanksi tegas dari agama dan juga
sanksi dari Negara jika tidak“melaksanakankewajiban tersebut. Sehingga ini akan
signifikan menigkatkan pendapatan.dan mengurangi deficit anggaran jika dikelola
dengan baik dan membantu pembangunan-secial ekonomi.

Baitul Mal wat Tamwil (BMT) sebagai produk sebuah lembaga keuangan
Islam yang capable'dan credible=Upaya dan peran' BMT dalam meningkatkan posisi
ekonomi rakyat harus menunjukan performancenya dalam kapasitasnya sebagai
sebuah lembaga keuangan yang memiliki kemampuan untuk berperan dan sebagai
alternatif bagi masyarakat dalam kerjasama usaha mikro dan bermitra bisnis. Di inhil
sendiri lembaga-lembaga mikro Islam belum=famifier dan sepengetahuan peneliti
belum ada. Padahal dengan adanya lembaga semacam ini akan memotivasi ininat
menabung masyarakat dan merupakan bagian dari literasi ekonomi syariah.

Keberadaan lembaga mikro Islam akan memfasilitasi kepemilikan harta
masyarakat yang bergerak dalam bidang mikro dan memberikan instrument untuk
melakukan penyimpanan dimasa yang akan datang serta untuk kepentingan keluarga
atau usaha seseorang. Kepemilikan individu dikenal dan dilindungi dalam Islam,
tetapi legitimasi kepemilikan bergantung pada kewajiban moral, agama dan
kemasyarakatan individu yang bersangkutan, selama tidak terjadi ekspleitasi
ataupun pencabutan hak kepada pihak lain. Sehingga lembaga mikro Islam bisa

2 Adiwarman Karim, Sejarah Pemikivan Ekonomi Islam Edisi ke 3, (Jakarta: PT Raja Grafindo
Persada, 2012), Him.

3 Djoko Setyo Hartono, Seminar Nasional Ilmu ekonomi Terapan 112 Fakultas Wkonomi
UNIMUS 201 1. Ekonomi Islam Sebagai Solusi Alternatif Krisis Ekonomi Eropa, him. 119.
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menfasilitasi hal tersebut dan bisa dijadikan sebagai referensi untuk pengelolaan
harta individu, termasuk masyarakat kecil.

Ekonomi Islam sebagai solusi dalam menghadapi krisis karena menurut John
K. Galbraith, dalam bukunya 7he New Industrial State menyatakan bahwa,
“konsumsi barang telah menjadi sumber kenikmatan yang paling besar, dan tolak
ukur prestasi manusia yang paling tinggi”. Akibatnya perilaku hedonisme,
materialisme dan konsumtivisme melanda hampir di seluruh aspek lapisan anggota
masyarakat saat ini. Hal ini diakibatkan dari fenomena kapitalisme modern,
sehingga perlu memenuhi kebutuhan-kebutuhan spiritual, dan kebutuhan akan
pemerataan distribusi kesejahteraan di masyarakat. Distribusi pendapatan yang tidak
adil yang disertai dengan perbedaan tingkat kehidupan yang mencolok,** membuat
orang terus menerus menderita dan menimbulkan gesekan yang berbahaya di
masyarakat. Orang tidak pernah puas-dan tidak pernah mau memenuhi kewajiban
terhadap orang lain. Akibatnya, tifigkat solidaritas| sosial semakin melemah dan
masyarakat mengalami degradasi’’moral'yang memperihatinkan.

Tentunya tingkat solidaritds Secialgyang | melemah merupakan suatu
permasalahan global yang Islam: dart awal sudah memiliki motivasi untuk
memperkuat Ukhuwa Islamiyah. Sehingga sangat-Jayak semua teori yang mengacu
pada Islam sangat layak untuk diterapkar. Begita-juga dengan keunggulan sistem
ekonomi Islam untuk menjadi solusi bagi ekonomi’saat ini. Nilai moral italah yang
tidak ada dalam kegiatan perekonomian model, jika tidak ada kontrol nilai moral,
maka yang timbul adalahwperitakupara” pelaku ekonomi yangiCenderung merusak
dan dapat merugikan‘mfasyarakat umunr:

Alternatif solusi yang difawdrkan s6leh/) konsep ekonomi Islam dalam
menghadapi krisis ekonomi yang tétjadi saat i ada 2 (dua), yaitu: pertama, solusi
yang bersifat parsial. Kédua, soTusiVarlg, berSifattKomprehensif (kafah).’® Untuk
menerapkan sistem ekonomi Islam secara komprehensif (kafah) terdapat tiga asas;
pertama cara memperoleh harta kekayaan (al/ milkiyah), kedua cara mengelola
kepemilikan harta kekayaan yang telah dimiliki (tasharuruf fil milkiyah), dan ketiga
cara menditribusikan kekayaan tersebut di masyarakat (tauzi'ul tsarwah bayna an-
naas). Kepemilikan harta kekayaan di sistem ekonomi Islam dibagi menjadi tiga
jenis pertama kepemilikan individu (private property), kedua Kepemilikan oleh
negara (state property), ketiga Kepemilikan oleh umum (collective property).

* Membangkitkan rangsangan orang yang melihat karena terlalu berlebih-lebihan (tentang
pakaian, kelakuan, dan sebagainya), dikutip dari https:/kbbi.kemdikbud go.id/entri/mencolok, diaskses
pada Minggu tanggal 4 Desember 2017.

* Penurunan (tentang pangkat, mutu, moral, dan sebagainya); kemunduran; kemerosotan,
dikutip dari https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/degradasi, diaskses pada Minggu tanggal 4 Desember 2017.

% Djoko Setyo Hartono, Ekonomi Islam Sebagai Solusi Altenatif Krisis Ekonomi Eropa,
Seminar Nasional llmu Ekonomi Terapan Fakultas Ekonomi UNIMUS 2011, hlm: 118-1109.
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Pajak dalam konsep keuangan Publik Ibnu Khaldun menyatakan bahwa
Departemen perpajakan merupakan jabatan penting dan selalu ada dalam sebuah
negara ataupun kerajaan. Berkenaan dengan operasi pajak dan memelihara hak-hak
negara dalam masalah pendapatan dan pengeluaran, menetapkan gaji mereka, serta
menyerahkan upah tepat pada waktunya. Sumbernya kembali kepada ketentuan yang
telah ditata oleh kepala operasi pajak, dan para aparat lainnya yang di tulis dalam
sebuah buku yang memuat seluruh perincian mengenai pemasukan dan pengeluaran
berdasarkan bagian penting yang baik dari akuntansi, yang hanya dikuasai oleh
orang-orang yang memiliki kemampuan mantap dalam operasi perpajakan.

Sehingga petugas pajak atau dalam hal ini Badan Pendapatan daerah harus bisa
melakukan inovasi terkait bagaimana meningkatkan pajak didalam daerahnya.
Sebagaimana wawancara saya dengan pegawai BAPENDA Indragiri Hilir;

“...Masyarakat kadang engan mebayarkan pajak tanahnya misalnya tanah
perkebunan dengan dalih sejak zamannenek moyang sudah ada tanah itu dan
tidak pernah di bayar, gkepekaar \masyavakat yang sangat minim
mengakibatkan pendapatanidaerahiyang|didapat juga sangat minim padahal
untuk Indrgairi Hilir perhitungampajak,yang harus diterima kadang berbeda
Jjauh dengan yang diterima.| Partisispasi masyarakat masih sangat kecil
namun setelah dilakithan program>jemput bola seperti ini sehingga
masyarakat mengapresiasi Pembaygran pajak. Kami sudah melakukan studi
banding di jawa barat yang sistemnya-sudah sangat baik menurut saya, jadi
semua masalah perpajakan daerah akan mudah diakses dengan android-
android masyrakat danpemantannyapundebih’... 2*

Alasan pengambilany pemikiran Abdul Mannan dalam penelitian ini karena
Mannan merupakan salah’ satu tokoh pemikir ‘ekonomi Islam kontemporer yang
sukses merubah paradigm=ckonomi jpengalihan system bunga kepada system
Mudharabah. 1de Mannan-tersebut pada‘akhirnya'juga‘mengilhami pendirian bank-
bank syariah yang saat ini menjamur di dunia, termasuk di Indonesia.’® Sehingga
sangat layak mengangkat perspektif kebijakan fiskal Mannan melihat kesusksesanya
atas Ide pendirian Bank syariah didunia yang menjadi solusi bagi banyak kalangan
khususnya kaum Muslim dan membantu sistem keuangan ummat Islam. Diharapkan
dengan pengembangan kebijakan Fiskal Mannan akan berdampak semakin baiknya
sistem ekonomi yang ada saat ini di Negara-negara Islam maupun negara dengan
Jjumlah muslim yang cukup banyak. Buku Mannan yakni Teori dan Praktek Ekonomi
Islam mendapat apresiasi besar dalam bidang literasi dan mendapat penghargaan.

" Wawancara dengan Burhan Selaku Kepala Bidang Pengembangan dan Evaluasi Pendapatan
Daerah BAPENDA Indragiri Hili, di Tembilahan pada tanggal 5 oktober 2017,

3 Fahrur Ulum, “Telaah Kritis atas Pemikiran Ekonomi Islam Abdul Mannan”, Al-Qaniin,
Vol. 12, No. 2, Desember 2009, him. 455.
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Penerapan gagasan beliau sehingga Perbankan-perbankan Islam sudah
menjadi instansi yang berperan dalam perekonomian Negara. Masyarakat juga
mendapatkan pilihan untuk memilih lembaga dalam bertransaksi, terlepas dari
apakah alasan pure agama atau kemudahan yang lebih. Pemikiran abdul mannan
yang juga banyak membahas Isu kebijakan fiskal menjadi salah satu alasan mengapa
peneliti menggunakan teori Abdul Mannan karena dinilai masi sangat relevan untuk
di bahas dimasa kekinian. Masa Abdul Mannan juga dihadapkan dengan ekonomi
yang mengalami kenaikan dan penurunan serta pemerintah tanggung jawabnya
rendah terhadap pembangunan daerah atau Negara. Banyaknya praktek KKN yang
dilakukan oleh pemerintah, sehingga persepsi masyarakat bahwa penyelenggaraan
otonomi daerah hanya semakin membuka banyak peluang bagi pemerintah daerah
untuk melakukan praktek Korupsi. Hilangnya kepercayaan masyarakat
menyebabkan banyak peluang pendapatan, daetah yang kemudian tidak bisa
didapatkan karena masyarakat tidak' mau mematuhiperaturan pemerintah yang mana
dari hasil penggumpulan dana-dana tersebup mereka ketahui dimanfaatkan oleh
oknum pemerintah. hal inilah yangmenibuat®engelolaan pendapatan daerah tidak
maksimal dan jauh dari target yang-telah ditentukan.

Keunggulan sistem ekonomidslam berupa menyatunya nilai moral dan nilai
spiritual didalam sistem tersebut. Nilai-thoral jtutah yang tidak ada dalam kegiatan
perekonomian mode] sistem ekonomi kapitalis/ala-barat. Jika tidak ada kontrol nilai
moral, maka yang timbul adalah perilaku para pelaku ekonomi yang cenderung
merusak dan dapat] nleragikah miasyarakat Gmiuihi’| Sebagai.contoh munculnya
praktek-praktek monopoli, riba dan berbagai teknik kecurangan-kecurangan yang
terus muncul dalam berbagai modus, Belunt lagi di Andragiri hilir data sebelumnya
menunujukan bahwa kejahatan terhadap kekayaan Negara juga banyak terjadi
menjadi salah satu bukti mulai memiidarnya meralitas setidp individu.

Ekonomi Islam sebagai salah satu ilmu social perlu kembali kepada sejarah
dalam melaksanakan eksperimen-eksperiinennya dan menurunkan kecendrungan
jangka jauh dalam berbagai umahan ekonomi.*® Kembali kepada sejarah disini
misalnya zakat dijadikan instrument fiskal dimasa sekarang karena penggunanan
utang sebagai instrument fiskal daerah bahkan Negara sudah membuat resesi dunia
semakin parah, penumpukan utang Negara dan daerah tidak bisa dibendung lagi.
Sehingga sangat perlu dicarikan solusi yang memungkinkan dalam suatu daerah. Inti
pendapat Mannan bisa dijadikan acuan sclusi bahwa dalam konsep ekonomi Islam,
kevijaksanaan fiskal bertujuan untuk mengembangkan suatu masyarakat yang
didasarkan atas distribusi kekayaan berimbang dengan menempatkan nilai-nilai
material dan spiritual pada tingkat yang sama. Pengembangan sutau masyarakat di

* Nur Rianto Arif, 2015, Pengantar Ekonomi Syariah Teori dan Praktik, (Bandung: Pustaka
Setia), hlm. 43.
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Indonesia sendiri banyak dilakukan oleh lembaga swadaya masyarakat dan juga
lembaga-sosial kelslamanan atau diluat dari itu.

Permasalahan infrastruktur daerah di Indragiri Hilir cendrung lambat dan
membuat banyak aktivitas masyarakat yang terbengkalai karena infrastruktur jalan,
listrik, dan tranportasi yang tidak memadai bagi masyrakat. Disinilah dibutuhkan
sinergi tiga sector yakni masyrakat, pemerintah dan pihak swasta. Masyrakat bisa
melakukan sumbangan bersifat rnaterial maupun moriil, pemerintah memberikan
peluang untuk mensukseskan pembangunan dengan mengawal dan mengusahaakan
dana daerah, pihak swasta bisa melakukan bantuan materiil dari dana-dana
Corporate Social Responsibility. Data yang ditemukan dari badan Perencanaan
Pembangunan daerah Indragiri Hilir beberapa pihak swasta sudah ikut terlibat dalam
pembngunan jalan, jembatan dan sarana prasarana sekolah-sekolah.

Landasan teoritis Mainnan<bensi/sejumlah asumsi dasar. Manusia Islam
(Islamic Man) yang dimaksud ialah seseofang yang menginginkan bersatunya
ekonomi dan moral yang | maksimum, dianggap bersifat individualistic, tetapi
sekaligus kooperatif dan bertanggungjawab secara social. Mannan tidak percaya
pada harmony of interests>yang| menjamin terbentuknya pasar seperti yang
dikemukakan oleh Adam Smith. Pemerintalicharus mengambil peran penting dalam
perekonomian karena alokasi-sumber daya tidak dapat diserahkan pada kebebasan
individu dalam kaitannya pencapaina’/kesejahteraan bersama. Sehingga fluktuasi
harga bahan pokok yang sering menyengsarakan ekonomi masyrakat di Indragin
Hilir boleh ditanggulangi oleh—pemerintah “daerahy dengan memberikan akses
pelatihan skill untuk mengolah bahan perkebunan menjadi produk yang bisa
digunakan dalam jangka waktu lama/dan memiliki harga jual yang lebih. Seperti
yang diungkapkan oleh salah satu Anggota DPR D Indragiri Hilir yang juga pernah
menjadi atasan disalahhsatu perusahaan pengolahan/hasil perkebunan Indragiri Hilir

“... Untuk perusahaan Swasta skala besar di himbau untuk tidak menjadikan
perkebunan kelapa biasa dialih fungsan kesawit. Karena pemerintah Indragiri Hilir
sendiri tetap ingin memberdayakan kelapa rakyat kelapa biasa lokal. Karena untuk
kelapa hidrolik terbesar di Indonesia emang di Inhil. 10 atau 20 tahun yang lalu
kelapa kita hanya dikelola untuk di buat minyak dan turunannya tidak banyatk,
minyak goreng sabun. Tapi untuk sekarag ini turunna dari kelapa itu sudah mulai
banyak di buat tepung santan minuman dsb otomati dengan demikian kelapa kering

itu atau bulat. Kelapa bulat pekerjuannya mudah dan harganya sudah mulai mahal
karena bisa di olah oleh perusahaan ... "

% Wawancara dengan Taufik Hidayad selaku anggota DPRD Indragiri Hilir Komisi 11, di
Tembilahan pada tanggal 18 juli 2017.
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Masalah pokok dalam pembangunan daerah adalah terletak pada penekanan
terhadap kebijakan-kebijakan pembangunan yang didasarkan pada kekhasan daerah
yang Dbersangkutan dengan menggunakan potensi sumber daya manusia,
kelembagaan, dan sumber daya fisik secara local (daerah).®’ Pada dasarnya jika
dikelola dengan baik sumber daya alam di Indragiri Hilir bisa dijadikan tempat
wisata apalagi dengan jumlah kelapa hydro terbesar di dunia namun karena akses
desa satu dengan lainnya agak sulit sehingga mungkin butuh waktu lama untuk bisa
menjadikan produk local sebagai tujuan wisata. Mempertahankan produk local bisa
jadi masalah dan juga bisa menjadi peluang, masalahnya penanaman untuk jenis
sawit yang dinilai cepat tapi bisa merusak struktur tanah karena biasanya lahan harus
dibakar dahulu untuk proses penanamanya. Sedangkan harga jual kelapa yang
mudah fluktuatif menurun tetapi bisa dilakukan banyak inovasi produk jika dikelola
dengan baik dan mengikuti sertakan jnovasi:

Inovasi masyarakat inhil tidék berhenti dan kegitan rutinnya sebagai
masyarakat petani dan berkebun, [tetapijugai.memanfaatkan setiap events yang
diselenggarkan pemerintah setempat untuk meningkatkan social ekonomi mereka.
Hal ini terlihat dari apresiasi masyarakat serta’banyaknya masyarakat yang ikut serta
dalam Islamic Events, adapun Islamic Events adalah-Kegiatan-kegaiatan Islam yang
di rayakan ataupun dilaksanakan diwalktlr”tertentu~dengan banyaknya rangkaian
acara dan juga melibatkan banyak masyarakat; Bahkan Islamic events atau kegiatan
kelslaman di Indragiri Hilir, yang dilaksanakan pada perayaan tahun baru Islam
beberapa bulan yang lalu, mendapat=rekor) wiorit “Belum lagi agenda-agenda
Musabagah Tilawatil " Qur’an' (MTQ)"yang banyak" dilaksanakan di tingkat desa,
kecamatan, kabupaten dan seteru§n§ya’ dalam menyeleksi Qori terbaik daerah untuk
kemudian dilanjutkan mewakili dalafm ajang yang lebih besar. Apresiasi masyarakat
Inhil dengan adanya kégiatam™rutin™[sleiic_ evcnfs yang semakin banyak
dilaksanakan dilnhil tentunya tidak terlepas™dari~ dukungan masyarakat dan
pemerintah setempat.

Hal yang unik dalam kegiatan masyarakat bekerja sama dan mengapresiasi
setiap events serta melakukan banyak inovasi untuk mendukung kelancaran acara.
Inovasi inilah yang kemudian sangat menguntungkan banyak masyarakat dan
menghidupkan acara yang sedang berlangsung. Bazar-bazar yang melibatkan
masyarakat untuk diberi kesempatan menjual produk-produk Home Made dan
berkesempatan mempromosikan /rome Industiy masyarakat, khususnya ibu-ibu dari
beberapa desa. Menjadikan acara ini semakin meriah dan memunculkan banyak
penawaran dan permintaaan produk layaknya pasar, sehingga menghidupkan
ekonomi masyarakat setempat juga masyarakat yang terlibat. Keuntungan ini

81 Lincolin Arsyad, 2011. Pengantar Perencanaan Pembangunan Ekonomi Daerah, Edisi
Kedua. (Yogyakarta: BPFE), hlm. 109
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mungkin terlepas dari perhatian pemerintah, dimana ada suatu aktivitas saat events
berlangsung yakni meningkatnya kemampuan masyarakat untuk melakukan ajang
kreativitas dalam menangkap peluag pasar, melakukan transaksi dan aktivitas
enterpeuner lainnya terjadi dalam Islamic Events.

Events semacam ini seharusnya mendapat perhatian khusus dari dinas terkait
sehingga bisa dilakukan pengembangan, dan masyarakat yang terlibat akan semakin
banyak serta pengembangan ekonomi semakin luas di Inhil. Hal ini juga akan
menuai peningkatan pendapatan masyarakat, apabila mendapatkan bimbingan dari
dinas terkait. Ketika setiap daerah berlomba-lomba melakukan peningkatan sosial
dan kreativitas untuk program kemasyarakatan yang lebih baik dalam pembangunan
daerahnya, di Inhil sendiri kita telah memiliki wadah yang belum dilihat peluangnya
oleh pemerintah setempat. Padahal dalam meningkatkan social ekonomi perlu
memperkuat dan membenahi/€konomi, mikroyMasih terlalu minim pengembangan
usaha bisnis di Inhil, sehingga peluang dengan adanya Islamic Events seharusnya
dapat di manfaatkan oleh masyarakatpsendiri dan kedepannya bisa di jadikan
program bagi pemerintah daerah™mtuk meningkatkan ekonomi masyarakat dan
memanfaatkan wadah yang|sudah ada diorganisir dengan baik, sehingga produk-
produk yang dibuat masyarakat bisa dilpasarkan hingga keluar daerah.
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Ciri Khusus Sistem ekonomi Mannan memiliki ciri yang pas untuk diterapkan
didaerah Indragiri Hilir karena sebagiaman dipaparkan sebelumnya bahwa
masyarakat Indragiri Hilir merupakan masyarakat yang mayoritas Muslim baik
secara umum maupun yang melaksanakan birokrasinya. Serta masyrakat Inhil
memiliki tingkat kegamaan yang baik terbukti dari setiap events Isiam atau hari-hari
besar Islam sangat di apresiasi oleh masyrakat, belum lagi melihat pemerintahan dan
masyrakat dimasa sekarang terus melakukan banyak kegiatan dan program-program
keislaman untuk mengembangkan daerah. Adapun Ciri khusus ekonomi Mannan
seperti tabel diatas yang sebatknya bisa di terapkan dan semakin mendukung
pembangunan social di Indragiri Hilir:

1) Indvidu dan Negara atau dapat disimpulakan masyarakat per orangan dengan
daerah harus memiliki hubungan-kerja.sama yang baik untuk menghasilkan
kemajuan bagi daerah danndampak baik bagi masyarakat. Sinergi ini tentu akan
semakin baik apabila masyarakat selaludilibatkan dalam setiap kebjakan yang
dibuat.

2) Pembatasan kepemilikan.swasta harus diawasi karena sebaik-baik suatu harta
yakni dikelola oleh pemiliknya|sendiri, konsep kepimilikan harta dalam Islam
sebagaimana dalam Qs.|Al-Baqgarah.ayat 284. Dalam konsep ini setiap muslim
harus menyadari bahwarharta|yang dimiliki bukanlah mutlak kepemilikannya,
mealinkan sekedar titipan. Sehingga penggunaan harta haruslah memberikan
kemaslahatan, bukan hanya.bagi-diri-dan kelvarga tetapi juga bagi masyrakat
sekitar.? Dari hal'tersebut juga setiap.perusahdam'swasta yang memiliki bisnis
di suatu daerah harug patuh membayar CSR sesuai dengan keuntungan dan
kerugian yang diakibatkan perusahiaan:

3) Dalam kebijakan.fiskal-Abdul Mannan-yang teorinya berlandaskan hukum Islam
maka Mannanmenganjurkan zakat-danwakaf Sebagai salah satu instrument
fiskal dalam suatu daerah atau bahkan Negara, yang akan berkontribusi banyak
bagi pembangunan social ekonomi.

4) Pelarangan riba sangat di anjurkan berkaca pada landasan Al-Quran seseorang
yang memakan riba maka sama seperti melakukan zina. Sehingga dalam suatu
Negara atau daerah Mannan sangat menganjurkan untuk menghilangkan system
riba, baik dalam perbankan maupun dalam kegiatan sehari-hari suatu
masyarakat. Solusi ini juga sejalan dengan wawancara yang kami lakukan
dengan salah satu anggota dprd Inhil Riau yang memberikan saran untuk Inhil
sendirt melakukan studi perbandingan dan perubahan bank daerah yang selama

in1 masih menggunakan system konvensional untuk digiring mengikuti Bank
daerah Lombok dan Bank daerah Aceh.

2 Nur Rianto Arif, 2015, Pengantar Ekonomi Syariah Teori dan Praktik, (Bandung: Pustaka
Setia), him. 137.
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“... System ekonomi dipengaruhi oleh perbankan sehingga segala sesuatu yang
mendukung perekonomian di zaman sekarang yakni perbankan jadi kalau
menurut saya anda seharusnya meneliti bagaimana caranya agar Bank Riau
yang tentunya menghasilkan keuntungan yang banyak dan memilki pengaruh
besar dalam ekonomi daerah bisa menjadi Bank Syariah jadi bisa dilakikan
studi banding DPR-DPR atuu siapalah... di Lombok ke bank Lombok atau Aceh
yang juga baru-baru ini menjadikan bank daerahnya sebagai bank syariah.”®

5) Ciri khusus ekonomi pemikiran Mannan yang terakhir adalah Mekanisme Pasar
dan perencananya, hal ini merupakan point penting mengingat bahwa ekonomi
akan baik apabila system di pasar baik, karena ekonomti ujung tombaknya berada
pada pasar. Dalam mekanisme pasar terdiri atas 2 bagian yakni
a) Keadilan lebih penting dari efisiensi dalam hal kebutuhan dasar

Dalam Islam adil tidak berarti sama,rata~dan diwaktu yang sama tetapi
memberikan hak seseorang‘Sesuai porsinya sebagaimana dalam surah an-
Nisa ayat 58 yang artinya;
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“Sesungguhnya Alluh Menyuruh kamuwmenyampaikan amanat kepada yang
berhak menerimanya danr(menytruh \komy) apabila menetupkan hukum
diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya
Allah memberi pengajaran, yangpsebaik-baiknya padamu. Sesungguhnya
Allah adalah'wmaha mendengar-lagi mahaimelihat’=(QS-An-Nisa: 58).%

Pada ayat ini diteramgkan=bahiwa diantara amal-amal saleh yang
penting ialah; melaksanakan amanat dan-menetapkan hukum antara manusia
dengan adil dan' jujur=BDiriwayatkan=dati=lbnt“Abbas bahwa setelah
Rasulullah SAW memasuki kota Mekah pada hari ditaklukannya, Usman bin
Talhah pengurus Ka’bah pada waktu itu menguasai pintu Ka’bah lalu naik
ke atas bubungannya. la tidak mau memberikan kunci Ka’bah kepada
Rasulullah SAW. Kemudia Ali bin Abi Thalib merebut kunci Ka’bah itu dari
Usman bin Talhah secara paksa dan membuka Ka'bah, lalu masuklah
Rasulullah ke dalam dan shalat dua rakaat, Setelah beliau keluar dari ka’bah
tampilah pamannya *Abbas kehadapannya dan meminta supaya kunci itu
diserahkan dan diberi jabatan pemeliharaan Ka'bah dan jabatan penyedian
air untuk jamaah haji, maka turunlah ayat ini, lalu Rasulullah SAW

% Wawancara dengan Abdurahman selaku anggota DPRD Inhil komisi 111, di Tembilahan pada
tgl 19 juli 2017.

84 al-Qur’an dan Tafsirnya, Jilid 11 Juz 4-5-6. Naskah Asli Milik Depertemen Agama Republik
Indonesia, (Percetakan Ull: Yogyakarta, tanpa tahun), hlm. 208.
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memerintahkan Ali bin Abi Thalib mengembalikan kunci Ka’bah kepada
Usman bin Thalhah dan minta maaf.

Pengertian “Amanat” pada ayat ini, ialah sesuatu yang dipercayakan
kepada seseorang untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Amanat ini
termasuk juga didalam; Sifat adil penguasa terhadap rakyat dalam bidang
apapun dengan tidak membeda-bedakan antara satu dengan yang lain
didalam pelaksanaan hukum, sekalipun terhadap keluarga dan anak sendiri,
sebagaimana ditegaskan Allah dalam ayat ini.®> Sebagai pemimpin dan
hakim, Rasulullah menegakan keadilan dengan sebaik-baiknya. Hal ini
beliau mencontohkan dalam hadis;

“Jika sekiranya Ea@timah binfi Muhammad mencuri, niscaya aku
potong tanganny@’=(HRS Bukhari Muslim)®
Sehingga keadilan harus diberikan kepada siapapun yang berhak
menerimanya sesuaiz dengan| porsinya, bahkan Rasulullah tetap akan
melakukan suatu hukuman “bagi—anaknya sendiri jikalau melakukan
kesalahan sebagaimana orang lain.

b) Peran Negara menurut Mannan dalam Asumsi ekonominya bahwa peran
Negara terdirijdari; Majukamkerja~samasawasi persaingan Dorongan bagi
laba &=partisipasi’berkeadilan, Penyedian kebutthan dasar, Kerja sama
dengan Negara-négara musliniy, Semua unsur ini harus ada dalam sebuah
Negara.®” Negara yatig Ideal dalam pémikiran Abdul Mannan. Suatu Negara
harus menphaditkan kendrsama defigan sémua lini baik suatu lembaga
negara, perusahaan swasta dan Negara lam/ daerah lain. Mengawasi
pesaingan bisnis dalam suatu Negara agar tidak terjadi persaingan yang
merugikan masyarakat Negara tersebut. Negara berperan untuk mendukung
masyarakat mendapatkan keuntungan dan masyrakat berpartisipasi secara
aktif dan Negara tidak boleh membatasi partisipasi tersebut. Negara harus
menyediakan kebutuhan pokok dalam suatu Negara atau daerah sehingga
kalaupun hasil dari kebutuhan belum memback up bisa dimilki cadangan
yang disediakan oleh daerah. Kerja sama dengan Negara atau daerah lain

%5 al-Qur an dan Tafsirnya, Jilid II Juz 4-5-6. Naskah Asli Milik Depertemen Agama Republik
Indonesia, (Percetakan Ull: Yogyakarta, tanpa tahun), hlm. 209.

¢ Bukhori Abdul Somad. “Nilai-Nilai Maslahah Dalam Hukum Potong Tangan: Analisis Kritis
Perspektif ladis Ahkam”, http:/cjournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/madania/article/viewFile/24/25,
Jumal MADANIA Voi. 19, No. 1, Juni 2015, (Bengkulu: IAIN Bengkulu), hlm. 71.

7 Konsepnya Negara tetapi untuk penerapannya bisa dilakukan didaerah termasuk di Indragiri
Hilir sendiri yang masyrakatnya mayoritas Muslim.
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merupakan cara terbaik mendukung ekonomi dan kehidupan social sehingga
bisa berkesinambungan dan memberikan informasi yang lebih.

Setiap kebijakan pemerintah di harapkan mampu membawa
kesejahteraan bagi masyarakat yang berada dibawah kepemimpinannya,
karena semua hal dalam kebijakan pemerintah berkaitan erat dengan
kebutuhan pokok masyarakat sechingga urutan prioritas pemerintah harus
disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat banyak bukan kelompok atau
individu, dalam sebuah kaidah terkait kebijakan bahwa;

e fmi e B g e 2 he alaTTt B =

“Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung kepada
kemaslahatan”

Kaidah ini memberikdn pengertian, bahwa setiap tindakan atau suatu
kebijaksanaan para pemimpin [yang menyangkut dan mengenai hak-hak
rakyat dikaitkan dengan kemaslahatan’rakyat banyak dan ditujukan untuk
mendatangkan suatu kebaikan. Sebab pemimpin adalah pengemban amanah
penderitaan rakyat (umat) |dan uattklitulall ia ditunjuk sebagai pemimpin
serta harus pula memperhatikan kemaslahatan rakyat. Selain itu berdasarkan
kaidah ini pula, seorang pemimpin dalam mengambil kebijaksanaan-
kebijaksanaan terhadap, sesuatu. yang berhubungan demgan rakyat, tidak
boleh menyimpang dari prinsip=prinsipssyari’at Istampsehingga andaikata
penguasa menetapkan seorang;yang fasig)untuk menjadi imam shalat pun,
menurut hukum tidak dibenarkans

Banyak contoh yang-berhubungan-dengan;kaidah tersebut yaitu setiap
kebijakan yang mashlahal dan’ bermanfadt=bagi rakyat maka itulah yang
harus direncanakan, dilaksanakan, diorganisasikan, dan dinilai/dievaluasi
kemajuannya. Sebaliknya, kebijakan yang mendatangkan mafsadah dan
memudaratkan terhadap rakyat, itulah yang harus disingkirkan dan dijauhi.

B0 Y Ge 8t dzalan Ay 0

“Kekuasaan yang khusus lebih kuat (kedudukannya) dari pada kekuasaan
yang umum "%

Kaidah ini mendukuiig otonomi daerah karena kedudukan pemerintah

daerah dinilai memiliki arahan yang lebih pas. Belum adanya produk asli

%  Abdul Helim, Kumpulan Kaidah Fikih tentang Siyasah/Politik/Kekuasaan
http://ushulfikih.blogspot.co.id/2012/09/kumpulan-kaidah-ikih-tentang-siyasah-politik-kekuasaan.html.
21 September 2012 diakses pada hari sabtu tanggal 25 september 2017 pukul 07.26 WIB.
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daerah yang dinikmati masyarakat secara luas sehingga Perlu perusahaan
atau inisiatif pemerintah mengelolah sumber daya alam yang berlimpah yang
dimiliki oleh daerah dengan melibatkan masyarakat. Padahal pemerintah
daerah memiliki kekuasaan khusus atau wewenang untuk mengarahkan hasil
kekayaan alam daerah untuk dikelola sehingga lebih bernilai ekonomis bagi
masyarakat didaerah, Sebagaimana wawancara dengan salah satu tokoh
masyarakat Indragiri Hilir;

¢ ...Melihat sektor utama di kabupaten Indragiri hilir adalah bercocok
tanam dan berkebun alangkah baiknya hasil perkebunan dan beras lokal
setiap kecamatan di beri label dan di jual apabila telah memenuhi
kebutuhan pokok area tersebut. Karena beras lokal menurut saya tidak
kalah bahkan lebih enak dari pada beras yang banyak dipasaran baik
yang impor ataupupdari daerah laig. "%

Pembangunan | <Ekonomi. Daerah adalah suatu proses dimana
pemerintah daerah dan masyrakat mengelola sumber daya yang ada dan
membentuk suatu pola kemitraan' anfara pemerintah daerah dengan sector
swasta untuk menciptakan suatu lapangan pekerjaan baru dan merangsang
perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah
tersebut.”® Mannan juga (merumuskan langkah operasional dari sumber
hukum Islam salah satunya tréngimplementasikan kebijakan yang telah
ditetapkan sebelumnya atau atas Target bagaimana memaksimalkan
kesejahteraan™ dalam Ketargka, vang  ditetapkamy dan membandingkan
implementasi kebijakan pada langkah pencapainan yang diperoleh.
Pembangunan ekonemi daerah-sejalan/dengan tujuan Mannan dimana harus
ada target memaksimalkan kesejahteraan untuk masyarakat membangun
sinergi dengan semua pihak.

Wakaf tunai menurut Mannan memiliki arti yang sangat penting bagi
perekonomian, sebagai transfer harta kekayaan orang kaya kepada para
pengusaha dan warga dalam membiayai berbagai program keagamaan,
social, dan pendidikan dalam Negara-negara Islam. Disamping itu wakaf
tunai dapat berfungsi sebagai investasi strategis untuk menghapuskan
kemiskinan dan menangani ketertinggalan dalam bidamg ekonomi,
kesehatan, pendidikan dan riset.”' Penggunaan dana wakaf untuk
pembangunan Infrastruktur sudah banyak di lakukan khususnya lembaga

% Wawancara dengan Syamsudin Uti, sebagai tokoh masyarakat indragiri Hilir mantan DPR
D Indragiri Hilir, mantan calon Bupati Indragiri Hilir di Tembilahan pada tanggal 19 Juli 2017.

™ Lincolin Arsyad, 2011. Pengantar Perencanaan Pembangunan Ekonomi Daerah, Edisi
Kedua. (Yogyakarta: BPFE), him. 109.

' Martini Dwi Pusparini, Konsep Wakaf Tunai Dalam Ekonomi Islam: Studi Pemikiran Abdul
Mannan, FALAH Jurnal Ekonomi Syariah, Universitas Islam Indonesia (UIl) Yogyakarta, him. 26.
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swadaya masyarakat atau lembaga filantropi di Indonesia dan bisa di jadikan
solusi untuk pembangunan di daerah, karena selama ini masyarakat
mengenal perwakafan untuk tanah-tanah yang digunakan membangun
masjid ataupun sekolah-sekolah agama.

Yusuf Qardhawi mengungkapkan bahwa tujuan pembangunan
ekonomi untuk merubah masyarakat sehingga mendapatakan Ridho Allah.
Sedangkan Naqwa pembangunan social ekonomi adalah mewujudkan
keadilan distribusi pendapatan. Pada dasarnya pendapat tokoh-tokoh Islam
ini tidak berbeda dengan Mannan yang mengedepankan pembangunan
kualitas hidup masyarakat dari segi spiritual dan ekonomi social secara
keseluruhan, jadi yang peneliti dapat tarik dari teori Mannan terkait
kebijakan pemerintah dan pembangunan social ekonomi bahwa kemapanan
moral masyarakat menjadi hal'-yarg/vtama) untuk dibangun, moral dan
spiritual yang baik akan menjadikaimasyarakat berekonomi dengan baik
dan hidup social lebih tertafa serta bisajmengarahkan masyarakat menjadi
masyraakat madani yang memiliki-aturan yang baik dalam kehidupan.

Paparan diatas dan fakta yang|didapat| dari penelitian di kabupaten
Indragiri Hilir. Sehingga ‘peneliti merumuskan suatu solusi yang baik
diterapkan di Indragiri Hilir'dan juga bagian/dari perspektif kebijakan fiskal
Mannan dalam pembangunan social ekonomi yang memadai untuk daerah,
antara lain;

1) Pemerintah dan masyarakat harus dengan tegas dan melaporkan setiap
tindakan yang menyimpang lagar/menciptakan Birokrasi yang melayani
masyarakat secara kondusif, beretika dan membahagiakan masyarakat.

2) Pengalckasian dana' harus\dikawal secara’batk=sehingga mengurangi
ketimpangan didaerah, pembangunan Infrastruktur yang merata, nyaman,
Aman bisa dinikmati oleh semua lapisan masyarakat.

3) Banyaknya masyarakat yang belum terserap dalam dunia kerja sehingga
perlu untuk menciptakan Lapangan pekerjaan Baru dan memperbaiki
iklim Bisnis daerah sehingga masyarakat termotivasi membangun dunia
kerja sendin, dengan diberikan fasilitas pelatihan skill dari pemerintah
daerah.



BAB YV
PENUTUP

A. Kesimpulan

1.

Potret pembangunan secara data menunjukkan adanya pertumbuhan
namun pembangunan infrastruktur dinilai lambat, Birokrasi yang kurang
kondusif, pendapatan masyarakat tidak mengalami peningkatan yang
signifikan karena harga komoditas sering mengalami penurunan harga
jual, iklim bisnis yang belum berjalan dengan baik, lulusan dari
universitas maupun sekolah tinggi belum terserap baik dalam dunia kerja
saat ini. Padahal kebijakan fiskal yang baik salah satunya menyediakan
lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Pembangunan sosial ekonomi di
Indragiri Hilir saat ifii di itamakan dalam bidang pertanian dan perbaikan
perkebunan masyarakat.

Permasalahan vyang; dihadapi, masyarakat didaerah Indragiri Hilir
merupakan permasalahan —yang | cukup kompleks dan sangat
memprihatinkan. Padahal Abdul Mannan dalam kebijakan fiskalnya yang
mengedepankan prinsip kebahagiaft (at-targib) bagi masyarakat. Hal yang
sudah sesuai dengan/([prinsipf=kébahagian yakni adanya bantuan
penanggulangan perbaikan perkebunan masyarakat serta trio tata air yang
juga merupakan program.penangggulangan kerusakan perkebunan di
Indragizi’ Hilir! Program llainnya’ yang /cukup=relevan yakni program
magrib mengaji yamng sangatdiapresisasi untuk pembangunan kualitas
sumber daya Manusia yang'baik dan bermoral. Dinas pendapatan daerah
juga sedangrgencanmetakukamevaltiasi uptuk meningkatkan pendapatan
demi kelancaran pembangunan yang selamaini banyak terhambat.

B. Saran

Penelitian ini untuk pembangunan sosial ekonomi di Indragiri Hilir

lebih baik, sehingga setelah melihat kondisi di lapangan perlunya agar;

1.

Pemerintah hendaknya melakukan pengawasan yang lebih ketat terkait
kinerja birokrasi, kinerja tim lapangan dalam pembangunan
infrastruktur dan melakukan inovasi untuk memberikan lapangan
pekerjaan yang layak bagi masyarakat.

Pemerintah, masyarakat dan pihak swasta seharusnya bersinergi
dengan mengembangkan produk-produk pertanian dan perkebunan
untuk dikembangkan menjadi produk yang memiliki nilai jual lebih
tinggi dan dapat didistribusikan secara merata hingga keluar daerah,

34
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untuk meningkatkan ekonomi masyarakat serta mendukung iklim
bisnis daerah.

Permasalahan terkait pibak swasta yang ada di Indragiri Hilir beberapa
diantaranya tidak melakukan kewajiban pembayaran Coorporate
Social Responsibility pemerintah seharusnya melakukan tindakan tegas
untuk hal-hal semacam ini. Karena sumbangsi pihak swasta akan sangat
bernilai untuk kemajuan daerah dan masyarakat setempat dalam
pembangunan social ekonomi.
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LAMPIRAN-LAMPIRAN
1. DRAF WAWANCARA
PERTANYAAN WAWANCARA

1. Pembangunan social ekonomi apa yang sudah dilakukan dan di programkan
untuk dimasa jabatan bapak/ ibu?

2. Adakah pengembangan atau inovasi program pembangunan sosial ekonomi atau
mengikuti masa jabatan sebelumnya?

3. Bagaimana program-program pembangunan sosial ekonomi di daerah INHIL?

4, Apa kebutuhan mendasar yang dibutuhkan masyarakat inhil sendiri untuk
mengembangakan pembangunan social ekonomi?

5. Idealnya menurut anda system pembangunan social seperti apa yang dibutuhkan
masyarakat INHIL?

6. Menurut bapak/ Ibu program apa yang dapat membahagiakan masyarakat INHIL
khususnya?

7. Apa dan bagaimana program |peningkatan’ kualitas hidup yang di jalankan
pemerintah untuk masyarakat daerah INHIL?

8. Bagaimana pemerintah meningkatkan kualitas SDM untuk produktif, menguasai
IPTEK dan berwawasan lingkungan?

9. Pembangunan infrastruktur sering/mengalami-~hambatan dan ditunda dalam
jangka waktu yang lama apakah ini permasalahan sumber dana atau ada kendala
lain?

10. Bagaimana kebijakdan pemerintah terfiadap pihak swasta yang ada didaerah?

11. Apakah pihak swastasering dilibatkan daldm pembangunan sosial dan ekonomi?

12. Bagaimana peningkatan pendapatan masyarakat, pendidikan dan kesehatan
masyérakat INHIL saat/mi? Kendalajapa,yang.dihadapi/dalam mengembangkan
3 kategori tersebut?

13. Menurut bapak/ ibu secara pribadi adakah peningkatan perekonomian
masyarakat saat ini? Alasannya!

14. Bagaimana tingkat kejahatan di daerah INHIL saat ni?

NB. Sekiranya pertanyaan wawancara ini tidak dapat di jawab langsung mohon kesedian
Bapak/ Ibu yang bersangkutan untuk mengirimkan hasil jawaban di alamat email

Salmiamiss @gmail.com atau di no Whatshap 085271576902. Atas kesediannya
menjadi responden, Peneliti mengucapkan Terima Kasih. Wassalam

Hormat Saya

Salmia, S.E. I
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INTERVIEW GUIDE

B

10.

11.

12.

Masyarakat Indragiri Hilir

Bagaimana Bapak/ Ibu melihat pembangunan daerah saat ni?

Apakah ada peningkatan dalam pembangunan saat ini?

Apa hal yang sebenarnya sangat dibutuhkan masyrakat Indragiri Hilir?
Menurut Bapak atau Ibu dibandingkan daerah lain bagaimana pembangunan
social dan ekonomi didaerah kita?

Apa harapan bapak atau ibu dengan pemerintah terkait pembangunan social
ekonomi di daerah?

DRAF WAWANCARA- BAPENDA

Bagaimana penyusunan kebijakan pefdapatan daerah di INHIL?

Dalam pemantauaan terhadap pendapatanrdaerah kejanggalan apa yang sering di
temui?

Bagaimana dengan rencana-program™kerja—dalam badan pendapatan daerah?
Seperti apa rencana program yang dilakukan dalam meningkatkan keuangan dan
aset daerah?

Bagaimana) dérgan sisteny’ peniyusunan_kebjjakanpajak=di INHIL?

Bagaimana ‘partisipasi masyarakat dalam membayar pajak di INHIL?

Adakah inovasi yang dildkikdn untdk meningkatkan partisipasi membayar pajak
sehingga pendapatan pajak daerah menngkat?

Menurut bapak/ ibu [pribadi”langkali [apa yangsebaiknya harus diterapkan untuk
meningkatkan pajak daerah khususnya INHIL?

Penyusunan atau program seperti apa untuk pengembangan pendapatan daerah?
Koordinasi apa yang telah dilakukan BAPEDA dengan Instansi terkait dalam
pengembangan pendapatan daerah?

Apa hasil dari pengembangan pendapatan yang sudah dilakukan? dan apa yang
akan di lakukan untuk kedepannya?

Adakah inovasi yang dilakukan oleh SUBI untuk pengembangan dan
pendapatan daerah?
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2. LAMPIRAN FOTO-FOTO DENGAN INFORMAN
2.1. Wawancara Dengan SEKDA Terkait Pembangunan Infrastruktur Daerah

Dan Wawancara Dengan BAPENDA Terkait Pendapatan, Pajak Dan
Pengeluaran Daerah.
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2.2. Wawancara dengan DPRD terkait pembangunan ekonomi daerah dan
social.
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2.3. Wawancara dengan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah terkait
pembanguanan social ekonomi, infrastruktur daerah dan terkait CSR.
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2.4. Wawancara dengan anggota DPRD terkait pembangunan daerah dan wawancara

dengan tokoh masyrakat terkait tanggapannya mengenai program yang
dijalankan pemerintah
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TABULASI WAWANCARA LENGKAP

DPRD Indragiri Hilir

1.

Informan 1 (Wawancara dengan Bpk Taufkk Hidayad selaku anggota DPRD
Indragiri Hilir Komisi II)

Kebijakan fiskal ya! Klau ekonomi maju di Inhil nie perkebunan, secara spesifik
70% ekonomi masyarakat di tunjang dari perkebunan, pertanian, kalau
perikanan ada karena sungai dan laut juga ada. Transportasi kita ketergantungan
sama laut mungkin akses darat hanya 30%. No 1 ini kalau dilihat secaraekonomi
seperti yang diawal saya sampaikan inhil tidak terlepas dari baknya dari pada
hasil dari perkebunan masyarakat kita, karena 70% pendapatan dan kegiatan
ekonomi di Inhil di tunjang dari perkebunan dan sebagian pertanian tapi lebih
menonjol  keperkebunan. Ada program yang sekarang ini upaya untuk
meningkatkan dari penyelamatan kebun/khususnya kebijakan yang dilakukan
oleh dewan dan khususnya di komisi 2 dathpada sistem swakelola Alhamdulillah
dalam 2 thun ini kita coba jalamkan“itu dengan adanya swa kelola ini ada
pencapaian target untuk meyelamatkan “kebun” semakin banyak kita ketahui
hampir 100.000 hektar perkebunan di Inhil rusak karena nakknya air lawt, atau
krena sudah tua dan segala macam kondisi peirkebunan vyang tersisa di Inhil
hampir 400.000 saja secara wiium,(((di”Inhil=séndiri kepemilikan lahan dan
perkebunan turun temurun dari kake, bapaknya.kalau untuk investasi memang
harus mengikuti aturan dan regulasi Kalaupun ada perusahaan yang ingin ber
investasi membuka_lahanvjtu seharusnya emang di batasi'dan pembatasa, kalau
masyarakat sendiri tdk boleh di.batasi Tapi jela pembatasan itu ada kalau itu
lahan petaniaan di upayakan| tidak| ada/alih, fungsi lahan, kalau untuk kelapa
masyarakat tidak di_ perbolehkan. diali fungsikan ke sawit. Seandainya
masyarakat atau ingin |membuka perkebunan..]00.baris=dan memiliki tanahnya
tentu tidak bisa di larang. Untuk perusahaan swasta skala besar di himbau untuk
tidak menjadikan pedrkebunan kelapa biasa dialh fungsan kesawit. Karena
pemerintah Inhil sendiri tetap ingin memberdayakan klapa rakyat/ kelapa biasa
lokal Karena untuk kelapa hidrolik terbesar di Indonesia emang di Inhil 10 atau
20 tahun yang lalu kelapa kita hanya dikelola untuk di buat minyak dan
turunannya tidak banyak, minyak goreng sabun. Tapi untuk sekarag ini turunna
dari kelapa itu sudah mulai banyak di buat tepung santan minuman dsb otomati
dengan demikian kelapa kering itu atau bulat. Kelapa bulat pekerjaannya mudah
dan harganya sudah semain mahal karena turunannya sudah banyak kaya
pengelolaan perusahaan terpadu di guntung, dipulau burung maupun perusahaan
yang ada disekitar sint. Untuk perusahana asing atau swasta akan sedikit
terkendla sekarang, karena peraturan daerah tentang tata ruang ataurt/rw smapai
sekarang belum di sahkan. Pemeritah pusat dalam pengembngan investasi baik
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asing untuk perijinan karena sudah terkendali, dan perijinan gangguan sudah di
hapus.

Informan 2 (Wawancara dengan Bpk Sumardi selaku Ketua Komisi IV DPRD
Indragiri Hilir di Tembilahan pada tanggal 18 Juli 2017)

Kalau hari ini kita melhat memang pertumbuhan ekonomi sudah cukup baik,
hal ini karena juga sudah di dukung infrastruktur seperti jalan yang baik
jembatan sudah menghubungkan di masing2 desa ini kan membuat masyarakat
lebih mudah melakukan perekonomian, komisi 4 membidangi kesejahteraan
masyarakat, semakin bagusnya perekonomian masyarakat semakin membantu
dalam hal-hal social kemasyarakatan. Adapun program?2 kita akan melakukan
pendataan terhadap para posisi yang miskin, anak yatim dan lain sebagainya yg
terkait dengan sosial, kalau—bisa—angka kemiskinan di Indragiri Hilir bisa
menurun. Prioritas bagi vanak-anak~ yang| tidak mampu tapi berprestasi kita
perjuangkan ke dinas pendidikafi ‘tentang beasiswa bagi anak-anak yang tidak
mampu tetapi berprestasi/hanti kalaudseandainya anak tidak mampu dan kurang
berprestasi kita coba jliga dinbantuan, pendidikan miskin. Pengembangan
keislaman Alhamdulillals komisii kit mitra kerjanya di bagian KESRA
(Kesejahteraan Rakyat)lbagian‘dgama, kita juga membuat dan aktif mendukung
program magrib mengaji ~“dengan| Pemda setempat, juga semua koordinasi
keagamaan mereka menjalankan program masing-masing. Saya rasa program ini

Informan 3 (Bpk Abdurahman selaku anggota DPRD Indragiri Hilir komisi I,
di Tembilahan pada tgl*19 juli=2017) Saya ‘mengetahui bahwa ada 2 kebijakan,
yakni Kebijakanpfiskal-dan-kebijakan=moneter. Pada dasarnya dpr tidak memiliki
Visi misi, tetapi visi misi dibuat oleh=bupati dan wakilnya. RPJM Sehingga dpr
hanya mengaplikasi kebijakan aja dan mengadvokasi apakah itu berkesesuai
dengan RPJMD yang ditetapkan oleh kepala daerah terpilih, sehingga dri bupati.
infrastruktur memang sudah berjalan dilvar itu dari komisi 3 kita hanya
mengadvokasi dari tingkat urgensi misalnya jalan A dan Jalan B yang menjadi
skala prioritas, misalnya di jalan kota baru itu seharusnya di jadikan skala
prioritas itu saja sih yang kita coba bela dari komisi 3 hal semacam itu. Idealnya
Menjembatani percepatan pembangunan tetapi dpr itu adalah politisi yang
memiliki kepentimgam syukur-syukur jka kepentingannya itu untuk orang
banyak. Kita akan susah apabaila berbicara tentang inovasi karena kami hanya
kinerja aja Cuma kalau inovasi hanya masalah teknis saja karena kita sudah ada
aturan dari tata aturan perundanga-undagan saja. Hanya seolah mengiyakan saya
atau menidakkan dan meluruskan yang dianggap kurang tepat dari program
pemerintah, skala prioritas kita dari masa jabatan sebelumnya di inhil ada skla
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multiers, yakni pembangunannya menelan dana yang sangat besar ini butuh
lebih dari satu anggaran sampai masa jabatan bupati atau 2 tahun anggaran
hingga 3 tahun anggaran yang kaya itu dari bupati saat mi apalagi karena
anggaran sangat besar. Misalnya juga proyek mercusuar, yang kenyataannya
dasen dan dasolen misalnya banyaknya kendala yang pembangunan proyek?2
terbengkalai, karena sebenarnya tidak di perlukan misalnya Islamic Center,
gedung UNISI. Penyebabnya anggaran karena dana tidak ada dimana bentuk
penganggaranya multiers yang sifatnya kebijakan daerah karena bukan
merupakan skala provinsi dan bukan skala nasional Statusnya baru jalan
penghubung kecamatan sehingga itu urusan daerah. Bupati sebenarnya tidak
menginginkan proyek multiers karena anggarannya cukup besar dan minimal 2
tahun anggaran. Kaya jempatan sungai gergaji itu itu proyek multiers karena
tidak bisa digunakan dalam 1 tahun anggaran. Di Inhil SDM ntya bagus, secara
pertumbuhan bagus, tetapi kita 'tiddak‘mengetahui bagus apa bagaimana,
contohnya seperti saat sekarang. Mefeka sebenarnya tahu. Jika pertanyaan
etisnya lebih baik apa buruk |itu perlu’ data akurat. Tetapi untuk masyarakat
melek huruf diperkirakan masyarkat@nhidshampir 100% namun tidak ada yang
100% bahkan bupati inhil seb&lumnya| memiliki program 1 rumah 1 sarjana.
Riau sendiri Idealnya pembangunan‘\\social | ekonomi yang harus terus
ditingkatkan adalah pertanian Ata-yang ampph-‘Dari sisi daya beli hari ini kita
menurun inflasi kita kita terus naik, lihat saja akibat dari perkebunan yang
banyak rusak sehingga bulan September.ada festival kelapa nasional dan Negara
sahaabat akan banyak yang datang.Kita memberikan fasilaitasn eksafator untuk
perbaikan tanggul walaupun, belum maksimal, Sehingga kita juga menyedikan
fasilitas misalnya jalan untuk ‘mempesnudah/ masnyarakat dalam menjval hasil
perkebunannya  baiky p transpertasi, jdarat==maupun Jaut. Untuk programa
peningkatan kualitas hisup'masyrakat ‘hari ini=bd'gus sodliya program pendidikan
anak usia dini untuk magrib mengaji, dan program 1 PAUD 1 desa. Karena Riau
bumi melayu sangat identic dengan islam. Sehingga yang terlibat dari program
magrib mengaji mendapatkan intesif dari pemda, itu untuk semua desa di INHIL.
Kita memiliki perda CSR, CSR sebenarmya untuk membantu fasilitas umum dan
berkelanjutan, itu yang tersu kita control, csr pemahamn lamanya yang dibawa
sampai saat ini, pengawalannya dari komisi tiga terkait pelaporan perusahaan
CSR.

Untuk sdm yang produktif dan mengerti IPTEK misalnya urk wilayah
tembilahan misalnya penggunaan mternet gratis di wilayah kantor bupati dan
taman. Karena kita berharap program pemerintah yang tenang dan kami
membawahi kominfo juga, kita berharap internet mudah dapat diakses oleh
masyarakat desa, komisi 3 menyediakn fasilitas dan infrastrukutur kami hanya
menyedikan lapaknya, peningkatan perckonomian saat ini bagus artinya
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masyarakat inhil dulukan kelapa dulu harganya masih kurang sekarang sudah
mulai ada harganya. Peralihan kelapa yang tradisional sudah mulai di moderisasi
ala-ala ptpn kaya sawit meskipun berbeda komuditas ini kalau kelapa bisa
langsung. System ekonomi dipengaruhi oleh perbankan

Sekretaris Daerah Indragiri Hilir

4.

Informan 4 (Said Syarifuddin, Selaku SEKDA Kab. Indragiri Hilir, di
Tembilahan, 19 Juli 2017): Kita ketahui bahwa daerah kita mayoritas
penduduknya merupakan berprofesi sebagai pekebun/ petani, sehingga program-
program pemerintah  selalu  mengedepankan untuk perbakan dalam
meningkatkan hasil perkebunan. Festival kelapa internasional akan dilaksnakan
pada bulan september tahun ini, untuk mendukung program pemerintah dan
memberkan kesempatan untyk-masyarakat, karena daerah yang memiliki kelapa
hydro terbesar di dunia yakni Inhil merupakan salah satu yang memiliki kelapa
hydro. Namun saat ini masyarakat dihadapkan dengan masalah kerusakan kebun
kelapa. Sehingga pemerintah, sudah “melakukan program-program untuk
menanggulangi kerusakan'kebunikelapandi inhil

Badan Perencanaan Pembangunan Daexah Indragiri Hilir

5.

Informan 5 (Wawancara; dengani//Andrismar selaku Sekretaris BAPPEDA
Indragiri Hilir di Tembilahan pada Tanggal 4 oktober 2017): Pada dasarnya
usaha untik nielakiikan /peémbangundn, darah tetus @ilakukan untukjalan-jalan
lintas provifisi pemerintal™juga ~melakukan” banyak lobi ke pusat untuk
pelaksanaan pembangimannya, sWwalanpun yang sulinya untuk di daerah
Indragiri Hilir, pemerintah serng mengalami defisit anggaran hingga 21 t 3
tahun deficit damfzpehurtindn Ydana [yang ‘masuk/berkisar 40 miliar jadi banyak
terhambatnya karena alokasi dana yang masih kurang. Sedangkan untuk
kerusakan yang sangat cepat terjadi karena struktur tanah di indragi memang
banyak tanah gambut, belum jadi pembangunan infrastruktur seing terhambat
karena masalah kondisi Alam. Untuk pembangunan jempatan yang seharusnya
dapat dilakukan agar mengurangi penggunaan tranportasi laut sudah pernah
direncanakan walaupun sampai saat ini belum ada realisasi lanut. Karena jika
infrastruktur terbagun dengan baik maka akan mempermudah masyarakat untuk
menjual hasil pertanian dan perkebunan. Mahasiswa yang berkuliah di ibu kota
kabupaten juga akan mudah untuk dapat membantu pekerjaan org tua di
kampung karena akses darat yang baik bisa mempermudah mahasiswa untuk
pulang pergi dalam waktu sehari dan lebih hemat. Beberapa desa dan kecamatan
masih ada yang infrastrktur Lstriknya belum bisa hidup siang malam jadi hanya
malam saja. Ini akibat dari infrastruktur jalan yang juga belum selesai sehingga
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untuk memasukkan bahan baku tiang listrik dan sebagainya asih tidak
memungkinkan, sehingga infrastruur jalan di Inhil yang terhambat berakibat
bagi pembangunan daerah listrik, ekonomi dan akses pendidikan masyarakat.
Strategi Jain utuk meningktkan pendapatan masyarakat karena masyarakat kita
mayoritas berkebun sehingga trio pengairan dimana setiap kecamatan diberi alat
untukbisa mengerok 1 kecamatan 1 pengerok. Walaupun untuk dananya dari
pemerintah  masyarakat juga banyak yang melakukan swadaya untuk
mengoperasikan mesin tersebut baik pengerukan jalan maupun kebun. Sekarang
sedang gencar-gencarnya melakukan renovasi kebun karena di Indonesia sendiri
Inhil merupakan penghasil kelapa hydro terbesar di Indoesia, bahkan dunia. Nah
maka dari itu kemarin telah dilakukan festival kelapa internasinal. Sehingga
kelapa-kelapa yang dulu hanya bisa dibuat minyak sekarang bisa di inovasi
bahkan di buat dalam minuman kemasan dll serta produk kreativitas lainnya.
Adanya system Resi Gudang (vang-bekerja sama dengan perusahaan yang
mengelola hasil dari perkebunan digINHIL<hal ini sangat benefit bagi
perusahaan. Belun lagi programipembenahan tanggul 1 kecamtan 1 exscavator
programmnya ini bernama trio tataair.

Informan 6, (wawancara dengan-Masykur Hz, (Selaku Kasubbid Sumber Daya
Alam dan Pertanian BAPPEDAKab. Indragiri JHilir di Tembilahan, 4 oktober
2017) Dalam mengawasi perusahaad (yang memberikan CSR pihak kami selalu
melakukan diskusi dengan pihak perusahadn’ yang mengelola hasil sumber daya
alam dan membrikan pengawan terhadap perusahaan tersebut kalau perusahaan
vang di guntung ‘dan [diVkuala/ enok’ CSR «yang dibefikane.pun cukup besar.
Sedangkan kalau Bank Syariah sendiri Sampai, saat ini bank syariah belum fair
dalam melakukan CSR nya [ serta |sumbangsinyd \bagi pembangunan daerah
INHIL belum nampak, ,Sedangkan.untuk, pendidikan di Indragiri Hilr sudah
sangat baik dengan adanya 'kampus/di Indragiri..Hilir“masyarakat sudah bisa
mengenyam pendidikan di perguruan tinggi yang aksesnya dekat dengan
kampung dan bisa ditempuh dengan hitungan jam bisa berkulizh dan sambil
membantu orang tuanya berkebun dikampungnya. Terkait beberapa bangunan
kampus yang awalnya akan di gunakan untuk kampus tersebut namun sekarang
malah belum di fungsikan saya tidak bisa memberikan komentar karena say
tidak layak untuk mengomentari hal tersebut.

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir

7.

Informan 7 (Wawancara dengan Bpk Burhan, MH Selaku Kepala Bidang
Pengembangan dan Evaluasi Pendapatan Daerah BAPENDA Indragiri Hilir, di
Tembilahan pada tanggal 5 oktober 2017)
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Karena setiap tahunnya pendapatan daerah tidak meningkat signifikan dan diluar
dari target dan perhitungan pemerintah, maka pemerintah melalii bapenda
sekarang ini melakukan jemput bola yang untuk saatini pembayaran pajak tanah
masyarakat. Masyarakat kadang engan mmebayarkan pajak tanahnya misalnya
perkebunan dengan dalih sejak zaman nenek moyang sudah ada tanah itu dan
tdk pernah di bayar, kepekaan masyarakat yang sangat minim mengakibatkan
pendapatan daerah yang didapat juga sangat minin padahal untuk inhil sendiri
pendapatan yang harus terkumpul harus berkisar ... namun untuk saatini yang
terkumpul baru berkisar .... ini sangat jauh dari target yag diharapkan. Kita baru
saja melakukan studi banding terkait penggelolaan pendaptaan daerah dari jawa
barat, untuk memaksimalkan dan memudahkan pemungutan pajak ini akan di
buatkan program yang dapat diakses masyarakat melaui situs resmi dari bapenda
INHIL yang programnya  nanti-akan-di-launching dalam waktu dekat, hal ini
untuk memudahkan dan/ membuat transparansi terkait perpajakan di Indragiri
hilir. Sekarang kita konsgn untukhmelibat| hasil usaha baru masyarakat yang
memiliki keuntunagn be$ar, (sepertipajak| burung walet, pajak tambang pasir
yang merupakan mlk pérorangan’didacrah kota baru, pajak usaha penjualan
hasil bumi dliL Untuk masa jabatan saya’sendiri saya ingin melakuakn diskusi
lebih lanjut terkait renovasi_pasarterapung sehingga bisa dimanfaatkan secara
luas untuk bisnis masyrakat’dan-membattu perekonomian daerah. Kita sangat
menyesuakkan dengan undang-undang perpajakan diatur oleh Negara. Nah
masalahnya sumber, pajakyyang=besat-besar, sudahlangsung di kelola oleh
pmerintah ‘pusat jadi siSanya-utuk BAPENDA ANHIE-sendiri mengurusi pajak-
pajak yang kecil dan agakrumit disini sedangkan masyarakat yang sulit ini sudah
dilimpahkan oleh pusat ‘@gar dipantau*olel’ BAPENDA sudah lah sulit kecil lagi.
sehingga cendrung lama~dalam |pengempulannyas Partisispasi masyarakat masih
sangat kecil namun setelah“dilakukan=program/jemput bola seperti ini sehingga
masyarakat mengapresiasi pembayaran pajak. Jadi ada beberapa dari pemilik
tanah yang belum pernah membayar pajak sudah melakukan pembayaran. yaitu
tadi rencananya kita akan membuat program yang memudahkan masyarakat
mengakses informasi terkait pendapatan daerah, serta mempermudah
masyarakat dalam pembayaran pajak. Bapenda melakukan koordinasi dengan
dinas pembangunan daerah, DPR D Inhil serta pemerintah pusat. misalnya
seperti pasar terapun itu dilakukan diskusi untuk perbaikan fasilitas sehinnga
banyak yang dapat melakukan bisnis di pasar tersebut otomatis apabila pasar
tersebut sudah di renovasi akan banyak pendatang dan mengahsilkan pendaptan
dari penjualan makannan maupun parkiran. Karena pekerjaan yang dilakukan
masyrakat kian bervariasi dan banyak yang mlai berbisnis sehingga Pendapatan
daerah semakin meningkat walupun peningkatanya belum bisa dikatakan
signifikan. Kami akan meminta untuk pemerintah melakukan renovasi di pasar
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puji sera sehingga pengelolaan untuk pajak perdagangan, parkiran dapat
dipungut dan meningkatkan pendapatan daerah.

Masyarakat Indragiri Hilir

8.

10.

Informan 8 (Ibu guru di mogomolyo)

Saya di Riau juga pendatang saya suku sunda dan tinggal lama di Jogja, tapi
sekarang uda jadi warga Mugomulyo Inhil Riau, di masa soeharto saya sering
dengar berita tentang kekayaan Riau saya sampai berfikir Riau itu semegah
Singapore soalnya riau merupakan provinsi yang menyumbang separoh
pendapatan Negara dari riau. Jadi setelah saya di kenalkan sama ustad saya
bapak (svami) saya terima karena disaranin sama ustad olangnya sholeh,
tinggalnya di Riau. Setelah nikah diajaklah ke kampung suami, dan suda
berkomitmen menetap di kampung_suami. Disini saya mengajar dari pelajaran
sains sampai pelajaran social padahal baground saya Akuntansi, soalnya untuk
menghadirkan pengajar yang dari pendidikan “Fisika, Kimia, dan Biologi itu
sudah mbak kasth honornya harus besarsedangkan kita jua

Informan 9 Syamsudin Ute, BengusahagsMantan DPRD Inhil, mantan calon
Bupati Inhil, calon wakil bupati Inhil 2018.

Pemerintah seharusnya melakukan misiatif “tntuk meningkatkan ekonomi
dengan cara memanfaatkn bank”dacrah maupun bank-bank yang sudah ada
didaerah dengan menitipkan dana yang masuk di depositokan. Keuntungan dari
deposito tersebut kemudian di salurkan untuk.memenuhi kebutuhan masyarakat
dan terutama untuk | penyalufan _beasiswa..kepada /masyarakat Inhil yang
berpestasi dalam bidang olahraga, dan akademik. Melihat sektor utama di
kabupaten Indragiri hilicr adalab-bercecok-tanamesdan berkebun alankah baiknya
hasil perkebunan dan, beras.lekal-setiap, kecamatan di beri label dan di jual
apabila telah memenuhi kebutuhan’ pokok—arca=tersebut. Karena beras lokal
menurut saya tidak kalah bahkan lebih enak dari pada beras yang banyak
dipasaran baik yang impor ataupun dari daerah lain.

Informan 10, H. Syarifuddin masyarakat Kecamatan sungai batang, petani dan
pekebun.

Ah... harga barang-barang kebun seringnya turun, jadi bingung dibilang kita
bahaya dimasa sekarang, Sering kali rasanya kesal kalau hasil kebun sudah di
panen kenapa buru-buru dipanen atau di mundurkan jadwal panen karena
harganya lagi kurang bagus, setelah uda dengar kabar harganya lagi bagus buru-
buru dipanen setelah habis panen harga anjlok lagi mau ditahan takut hasilnya
kelapa atau pinang rusak nanti malah gak ada harganya mau di jual uda turun
harganya jadi kadang merasa kerja sama hasilnya kurang maksimal.
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Lampiran PERDA terkait CSR dan Perusahaan yang Mengeluarkan Dana CSR
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Lampiran Terkait APBD 2017

BUPATUIRDRAGIR] HILIR
KABUPATEN RIAU

PERATURAR BUPAT! [NDRAGIRI HIUR
NOMOR | TaHuR 2017

TERTANG

PENGELUARAN DAERAN MERDAHULUI PENETAPAN PERATURAR DAERAH
TENTANDG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2017

DESCAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPAT INDIRAGHR] HILIR,

Merimbang : a_bahwdlUntik tefaminggs kelngsungan pementen pendanaan
prinyanss daser kepadk masyarakat sertz tetnp berjelannya roda
pesienntahian den pemBingunan,

b bahwa berdaserkan Pasal 132 ayat (4] Peratuzas Menteri Dalagm
Negeri Nomot 13 Tshun 2016 teniang Pedomen Pengelolasn
Keusngah/Dagrah sehogtimana telah divbah leberspa kali
tekhir dengan Perdtoran Menter Dalam Neges Nomor 21
Tahiua| P01 tnterg Perubahan Kedua Ates Peratursn Menterd
Dalam “Hegerd Nonwr—13 Tahun 2006 ientang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;

¢ bR berdasarkdd pertiihbengan sefiegaimiing dimaksud dalam

tira 2 da\buruf\b, perlu menclaphan Peraturan Bupad
Indmgich, M¥r\isplang Pengelumran Daersh  Mendahul

Penctapan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanie DaczahyTalng 2017

Mengingat 1. UndungUndang Nomor 6 Tabun 1965 tentang Pembentukan
Dagrah Tingkat I Indragici Hilir Dengan mengubeh Undsng:
Undang Nomor 12 Tahus 1956 Tentang Pembenwcken Dasrah
Otonom Kabupsten Dalam Lisghungan Progingl Sumatra Tengah
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49,

Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Tahus 1065
Nomor 2754};

fard

. Undang-Undang Nomer 12 Tahtn 2011 tentang Pembentikan
Peraturan Perundangundangen {lemberan Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomer 82, Tambehan Lembaran Negam

Kep Indonesia Nomor 3234}

3. Urdang-Undang Nomer 5 Tehun 2014 tentang Aporattr Sipi
Kegars Lembatan Negara Regublik Indonesia tehun 2014 Nomae
&, Tembahan Lembaran Negara nomor 5494}
A




Dammh {Lcmb-mn s‘a‘cgam ch bhk m.nur's; 1 l
Romor 244, Tambahan Lembaran Negara Repubhk
Nomor 5557] sebaguimann telsh divbah heberapakali §
dengan  Undang-Undang Homor ¢ Tahun 2018 ‘wnmng
Fesutishan-Keduarntas-Undeng-Undang Nomor 33 Tahun 2014
tenfdng Pemerintéhare/Doeral | Lombaran Negars  Republix
Indontsis Tahun 2015 Nosor 98| Tombaban Lewbaran Negara
Hegara Republikdndonesia Soror o744,

. Undgag-Undang Nemer S0 Tohun 2004 tontang Adminstrast
Pemétintolan tembaran Negars Repubiik Indonesia Tehmn 2014
Nomor! 202, Tambaban Lembaran Negard RepubBik Indonesia
Homer 5601}

. Perniuran Pemenntah Numoe P Tahun 2016 weatang Peranghat
Dueral tlembaren  Regaly Republik Indonesin Tehun 2016
Nowmor344|| Tambaban Lebaran Negars Negeus  Republe
Indencsia Nomor 5387}

. Perturan Presiden Nomor &7 Tehun 2018 tentang Persturan
PeluktapaUndaric-Unding” Haoat | 12 Tohun @17 1oniang
Pembentukan | Persguran_Perundang Undangen,[lembaran
Negara Republik Indericsia Tahun 2014 Nomer 199

. [Perdtanan Mentes Dali Regeri Namor 13 Tohun 2006 tentang
Pedomman Peagelolsan Kevangan Dacrad sebogsimans telah
divhinh beberapa kal teraknir dengan Peratunm Memen Dalasm
Negeri oty 20 Tahun 201 Meatang Pettbaluin Kedua Atas
Preaturan Meaten Dalam KegeviuRomo: 43 Tahun 2006 wateng
Pedoman Pengriolaan Keunngan Dacrah (Benta ¥egara Republk
Indenesia Takon 2011 Komer 310}

. Peraturan Menteri Datam Negent Nomor 80 Taliun 2015 tentang

Pembentukan Produk Hukum Dacrab (Bedta Negws Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomer 2036);



) Menstaphan:

8, Peraturan Dasrah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 5 tahun 2014

tentang Rencane Pembongunan Jangka Meneagsh Dacrah
Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2013-2018 [Lembaran Dograh
Kabugaten Indragini Hilir Talun 2014 Nomor 55,

10.Peraturan Dacrah Kabupaten Indregnt Hifie Nomer {3 Tahua

2016 tentang Pembentukan don Susunen Prranghst Duersh
Kabupaten Indragirt 1itir fLembarms Daeeah Kabugaten Indragit

Hifir Tabug 2016 Romor 13,

MEMUTUBKAN

PENGELUARAN-——DAERANH MENDAHULUL PENETAPAR
PERATURAN DAERAH TEXTARG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
RELARJA DAERAH TAHUN 2017

Pasal §

Dalam peratusan Bupet ini yaugpimaiosud dengan

1. Daerab adalah Kebupaten Indragin Hilic

2. Bupati adalsby Bupmiindragini iiin

3, hnggaran Pendapatan dus Helanis Deewel yang schanjainya

Sisipghat APBD adeleh sdutu) eneans kevangen taloimen
yang diterapken berduyorkay Peraruran Desraly
4, Pengeluaran/Dacob ndulali-semua peogeiunran Kag Daerah
dalars prrigds lahun ggraran eremis,
. Pegawal Negerl Sigh wibig aﬂnxgutma disingkas P8 adalab
Pegawal Negeri Sapit dikdinghimgan Pe f Kabup
Indragint Hiiy
6. Pegawai Tidek Tetap atalal Pegawai Noo PHS yang diunjuk
danjatensdisngkal glekn, paiabal ik hcwymang, un'uk
eiaksannkantugas-1 URRs & Hrgd ¥
Kabupawnindragir Biliey

7. Perangkat Daerah adaloh Setumn Nemja i linghungen
Petderintah Kabufiaien hteagad Filir yang pembentaiannys
herdasarkan Pofstusan Dastahl

o]

Pasal 2
HyMakeud” prranuan ini afsiah sebrptl” Godusan dalam
pcngxmgga:m dan p untu i proelapan
b {lacral g Auggaran Perulay Ban Bl

Dasrak Tabun 2017
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{2) Tujuan perstura inl adalab unfuk terammays Keingsungn
pemenuthan pendensen pelayanan dasar keyodi wasyarakat
scrin teiap berjalannys roda pemeninighan dan pembangpunan
weialui belania langwung dan belania tdak Ingsung

Pasal 3

{1} Untok  memblave  pemyelenggarase Pemerinuhan
mendabulul  penetapen APBD Tabin  Anggeran
dipergunnkan sednge-tinggings angha APRD tehurn enggsran
2016 scbegal dasar dplam mehksansken  pepgrhumn
Danrah,

{21 Pengelusran Dacreh schogaimana dims
dipergenaken  untuk  membayar
Perangkat Davrah mesiputs
a Pemboyaran Gejt, Tumbanges dan

Bupat/ Wakt Bugasi;
b, Pembayaran Gaj dan Tugangan By
DPRD;

Gy rESUnaL

T oREn

¢ Pembayaran G, timjsngen dan Tambaben Po
PNS; ’

: Pembeyaran Honorarivum Pogawat Tidak Telag

e Pembavame, Rekening felepon, imermet, o

§39,

Hinys Pelayanan Misvurikat;

Pembayaran Bahan Balldd Miryek Kendaraan haas

Pembryarsn Operasionhl)Baden Lavansn Umim Deerad

(BT dan Pusal Kesehafam Maxvaridot Puske

Hinye peislanan dineg delam rangks lesecia
kaotdsiasic o - penyusting PresTatnes
PERASIORNY NG, ) peryusinan produg
dadrah, “bant B, diks dan proya
hukum  stan  memenuhi  wndangsn  dalam
menunjang penyeicnggrrean pemerintakisn

i Peouniang Eegiods, Ponerifitah Daofeh, Jomuan wakan
iy fama7 rapat;

. Pengamanan  den gesgauan  givlek  sseidl  wmupun
Eejadian Luar Biass (0085

1 Belanis  adodinistast Wndnl, Bisva  Operasional  dan
Pomaliharuen  yarg Cmangar dipociukan dalam sangia
menanjung  kelensaran  penyeltrgganan Penwenntaben
Darrah,

. Relakaanaan pengeiogainnAPHD Tabawdti?,

. Bigva pelakssnaan Pemilinan Kepada Desa tban 2017

Y

itk dan

a3

o

¥

Pagal 4

{1} Pengelunran Dasrab sebagal dimaknal dalum Pasal 3
ayad {2} disesusikan dengan kebunehan Perangkat Datmb

{2 Pengeluaran Dacreh sebogaimana dmakoud dalsrm Pasal 3
ayal {4 Cretaphan selngg-oogunye 111 fsa por dua
belng) dari Anggeran Beleje  Peranged
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Anggaran 2016

Pasal §

Delam pelaksanaan perbayann bargs memenubs

& Kewentuan yang mengatur tata tar pengadaan barang dan
jusa;

1. Ketentugn yang mengatur perpajakary;

¢. Kelengkapan dan keabsshan buks pendukung pengeiuaran;
atay

d Keeuan lainnva  berdaserkan  peraturan perundang:

undangan vang berlaku.
<

Pusal &

Pelaksanaan kefenmtuan Pasal Bden Pasal & mwuwm kembali

berdusarkosaketoniuas, f? 1’3 yANg

hcrb\ku apabiis:

A, Rancangsn Permdures Darsraly tentang Anggaran P’mda-uuu
don( Belanja\Daeral) Tehitur Angys 2017 teish 4

p

tnenjad: Peraturan Duevah 1g Anggaran p dan
Belanja Dacrah Tahon Anggaren 201 7.

b R Pe Bupst g Penjabaran Anggaran
I’endnpuan dan ljclam Dagrah Tnhun Anggaren :lm? :.-.w

Wity Bupats t
msmun Pendapatan dan Belunis Daereh hlium Awmn
2017
Pasul 7

Perasuran Bupati inl mmisi berlaku pada tangasd diundangkan

Agar w\wp orang memLr h %
Bupat: ird defighn penrmpaannys d&hm Berita Pacrah Kabupaten Endmgjn Hadir.

P ,ﬂ’gmapkm i Tembilahan
: ‘3~’ 3 Jences Doy

ﬁv;ﬂs&m&om HILIR ==

57 vﬁ ;“M

Tsinndangkan ¢ Tcmbﬂahnn
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